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ABSTRAK 
Perbedaan Prosedur Audit Bank Syariah dan Bank Konvensional  
Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan  
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
 
The Differences of Audit’s Procedure in Islamic Bank and  
Conventional Bank Case Study in Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
and Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
 
Mina Sakina 
Abdul Latif 
Mediaty 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah ada perbedaan prosedur audit 
Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diaudit oleh KAP Drs. Rusman 
Thoeng, M.Com., BAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
memperoleh data primer dengan wawancara langsung dengan Pimpinan KAP 
dan data sekunder dari pengumpulan prosedur audit bank dari IAI-KAP, Laporan 
Keuangan dan Kertas Kerja Audit BPRS X dan BPR X. Temuan penelitian ini, 
menunjukkan ada perbedaan prosedur audit Bank Syariah dan Bank 
Konvensional yaitu Bank Syariah memiliki prosedur tambahan untuk 
menguji/memeriksa kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, apakah telah terpenuhi 
atau tidak. Secara umum prosedur audit Bank Syariah sama dengan Bank 
Konvensional untuk menentukan kewajaran laporan keuangan, akan tetapi bank 
syariah harus memenuhi Prinsip Syariah baik untuk operasional dan 
pelaporannya. Untuk mendukung proses audit Bank Syariah, auditor harus 
berkomunikasi dan memperoleh Surat Keterangan pemenuhan prinsip 
operasional Syariah dari Dewan Pengawas Syariah. 
Kata Kunci : Prosedur Audit Bank Syariah, Prosedur Audit Bank Konvensional, 
Kewajaran Laporan Keuangan, Prinsip Syariah 
 
The purpose of this research is to find whether the differences of audit’s 
procedure Islamic Banks and Conventional Banks in Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) and Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which is audited by CPA’s 
office of Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP. This research uses qualitative 
approach to get primer data by direct interview with the head of CPA’ office and 
secondary data from collecting audit procedur of Bank from IAI-KAP, financial 
statement dan audit woriking sheet of BPRS X and BPR X. The finding of this 
research indicates there is difference in audit’s procedure of Islamic Bank and 
Conventional Bank that is Islamic Bank has additional procedure to 
examine/investigate the compliance to Islamic principle, whether it has been 
fulfilled or not. Generally audit’s procedure of Islamic Bank is same with 
Conventional Bank, to determine the fairness of financial statement, but Islamic 
Bank must fulfill Islamic principle for both operational and its reporting. To support 
audit process of Islamic Bank, auditor must communicate and get certificate of 
compliance in Islamic principles for operation and its reporting from Syaria 
Supervisory Board. 
Keywords : Audit’s procedure of Islamic Bank, Audit’s procedure of Conventional 
Bank, Fairness of Financial Statements, Islamic Principle.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perbankan syariah berkembang dengan pesat di Indonesia, dikarenakan 
adanya kesadaran dan keyakinan kuat di kalangan masyarakat  muslim bahwa 
perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama 
Islam, dan setelah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah memberikan 
dasar bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjalankan 
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Sejak saat itu, perbankan di 
Indonesia menerapkan dual banking system, yaitu terselenggaranya dua sistem 
perbankan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Perbankan yang sehat membutuhkan tersedianya laporan keuangan 
perbankan yang berkualitas dengan tingkat transparansi informasi yang memadai 
sebagai bagian penting dari good corporate governance (GCG), sehingga 
kebutuhan akan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya mengenai 
berbagai kegiatan usaha perbankan, juga semakin meningkat, yang didasari 
pada dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mewajibkan setiap bank 
mengumumkan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 
(UU No. 23 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 
tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengawasi perbankan di Indonesia) dalam rangka melindungi kepentingan 
masyarakat penyimpan dana, investor dan/atau pengguna lainnya, yang akhirnya 
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dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional, Sehingga 
Bank Indoensia (BI) megharuskan setiap Bank untuk diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik yang terdaftar. 
Laporan keuangan bank syariah diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip 
syariah dalam kegiatan usahanya sehingga stakeholder membutuhkan informasi 
apakah laporan keuangan bank syariah telah menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau belum. Hal inilah yang belum dapat 
diakomodir oleh audit bank konvensional sehingga dalam audit laporan 
keuangan bank syariah yang tidak hanya memberikan jaminan pernyataan atas 
laporan keuangan semata tapi juga pernyataan atas pemenuhan prinsip-prinsip 
syariah dalam kegiatan usaha laporan keuangan bank syariah. 
Auditing syariah masih baru sedangkan auditing konvensional sudah lama 
berkembang, sementara kebutuhan akan auditing syariah/islam sangat 
dibutuhkan. Sehingga Para intelektual muslim merumuskan auditing syariah 
berdasarkan auditing konvensional, ini menyebabkan perumusan auditing islam 
lebih mudah karena tidak perlu lagi dimulai dari awal, dengan suatu proses 
penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara ilmiah juga memiliki tata 
cara yang sudah disepakati sejak lama dan bisa saja tidak sesuai dengan norma 
dan nilai islam. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya hasil dari proses ilmiah 
auditing konvensional tidak seluruhnya salah/bertentangan jika diukur menurut 
norma dan filosofi islam, yang berbeda adalah tataran filosofi atau konsep atau 
bahkan tataran sistem atau pada outputnya.(Harahap, 2002:29) 
Kalau kita menganggap bahwa auditing konvensional tidak seluruhnya 
bertentangan dengan auditing Islam, sehingga sistem audit yang sudah ada tidak 
harus diubah sepanjang sesuai dengan norma dan standar Islam. Pendekatan 
dalam merumuskan auditing Islam ini sejalan dengan pendekatan AAOIFI dalam 
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merumuskan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam, 
yaitu dengan dua tahap pendekatan dalam Harahap (2002:29) yaitu: 
1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian 
menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya 
dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 
2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian 
mengujinya menurut Hukum Syariah menerima hal-hal yang konsisten 
dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan 
hukum syariah. 
 
Untuk mencapai tujuan audit (sesuai dengan asersi manajemen), seperti 
tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, Hak dan 
Kewajiban, Penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan, auditor harus 
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup dan kompeten dengan 
melakukan prosedur audit yang terdiri dari (Boynton et al, 2003:237): 
1. Prosedur analitis (analytical procedures) 
2. Inspeksi (inspecting) 
3. Konfirmasi (confirming) 
4. Permintaan Keterangan (inquiring) 
5. Perhitungan (counting) 
6. Penelusuran (tracing) 
7. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) 
8. Pengamatan (observing) 
9. Pelaksanaan ulang (reperforming) 
10. Teknik audit berbantuan komputer  
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Berdasarkan penjelasan diatas, Auditing Islam dan Auditing Konvensional 
tidak akan banyak berbeda, mungkin yang berbeda hanya dalam hal objek, 
tujuan, dan folosofi auditnya. Sehingga auditor yang sudah menguasai auditing 
konvensional hanya membutuhkan waktu singkat untuk memahami auditing 
Islam (Harahap:2002) termasuk prosedur audit yang dilakukan oleh auditor 
dalam mengaudit Bank Syariah dan Bank Konvensional tidak banyak berbeda, 
Namun para auditor perlu mengetahui bagaimana perbedaan prosedur audit dan 
apa saja yang berbeda dalam mengaudit Bank Syariah dan Bank Konvensional. 
Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas mendasari 
penulis menetapkan judul skripsi “Perbedaan Prosedur Audit Bank Syariah 
dan Bank Konvensional Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah  (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)” 
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1.2. Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 
menemukan masalah, yaitu apakah ada perbedaan prosedur audit bank syariah 
jika dibandingkan dengan prosedur audit bank konvensional. 
 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah diatas, 
yaitu menemukan perbedaan dari  prosedur audit bank syariah  dan prosedur 
audit bank konvensional. Untuk mencapai tujuan itu, penulis  membandingkan 
prosedur audit pada setiap akun dari laporan keuangan yang menjadi obyek audit 
bank syariah dengan bank konvensional. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memudahkan auditor 
dalam menyelesaikan tujuan audit dalam tahap perencanaan audit untuk 
memperoleh pemahaman atas bisnis bank syariah dan konvensional, bagaimana 
pengujian pengendalian dan pengujian substantifnya Sasaran dari hasil 
penelitian ini adalah membandingkan prosedur audit bank syariah dan bank 
konvensional untuk menemukan perbedaannya, karena secara teori audit 
syariah tidak sama dengan teori audit konvensional, yang seiring dengan 
perkembangan perbankan syariah, audit syariah tidak hanya memberikan 
jaminan pernyataan atas laporan keuangan tetapi juga pernyataan atas 
pemenuhan prinsip-prinsip syariah. 
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1.4.2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pustaka bagi pembaca dan 
peneliti selanjutnya. Selain itu, dapat memberi kontribusi tambahan dan menjadi 
acuan dalam mengaudit  bank syariah dan bank konvensional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Audit 
2.1.1 Dasar – Dasar Auditing 
a. Pengertian Auditing 
Report of the Commttee on Basic Auditing Concepts of the American 
Accounting Association” (Accounting Review, vol.47) dalam Boynton et al 
(2002:5) memberikan defenisi auditing sebagai: 
Suatu objek sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan 
menetapkan derajat keseuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. 
 
Holmes & Overmyers (1975) dalam Harahap (2002:55) mendefinisikan 
“Auditing adalah fungsi penyaksi yang menyangkut pemeriksaan secara objektif 
terhadap laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh manajemen”. 
Alvin A. Arens  et al (2008:4) mendefenisikan, “Auditing adalah 
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah 
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 
independen..” 
Pengertian Auditing menurut Sukrisno Agoes (2004:3) adalah:  
Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang 
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, 
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 
tersebut.  
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Pengertian Audit menurut Mulyadi (1998:9) adalah: 
Proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 
tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya 
kepada pemakai yang berkepentingan.  
 
 
Sedangkan pengertian audit menurut penulis adalah proses/prosedur untuk 
memperoleh bukti obyektif yang dilakukan oleh auditor dengan membandingkan 
kesuaian infomasi yang diberikan oleh manajemen (asersi manajemen) dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mengkomunikasikan temuan 
melalui laporan audit. 
 
b. Filosofi dan Teori Auditing 
Menurut Harahap (2002:69) filosofi audit berarti: 
Kita mengikuti pandangan synoptic dalam mana suatu persoalan dapat dipahami 
secara menyeluruh dalam ketotalitasannya dan dalam kaitannya dengan dunia 
secara luas, mempertimbangkan setiap isu secara berkaitan satu sama lain, 
memasuki wilayah keyakinan yang diterima akan dan melihat jauh ke depan baik 
prospeknya maupun tujuannya. 
 
Sedangkan Teori Auditing menurut Harahap (2002:69) memiliki asumsi 
dasar (basic assumptions) atau body of itegrated ideas, dengan ini diharapkan 
akan dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan praktek audit serta 
dapat memecahkan (minimal petunjuk untuk memecahkan) berbagai persoalan 
yang ditemukan dalam professi dan ilmu audit. Teori Auditing beguna menurut 
Harahap (2002:70) dalam hal: 
1. Menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar auditing dalam 
menyusunnya. 
2. Memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah auditing dalam hal 
yang tidak ada standar resmi. 
3. Menentukan batas dalam hal melakukan “judgment” dalam penyusunan strategi 
atau program audit. 
4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelaku audit terhadap pelaksanaan 
auditing. 
5. Meningkatkan kualitas audit. 
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c. Postulat Auditing 
Moutz dan Sharaf (1961) dalam Harahap (2002:70) mengemukakan bahwa 
Postulat adalah syarat penting dalam pengembangan disiplin, tidak perlu 
diperiksa kebenarannya lagi, sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan, 
sebagai dasar dalam membangun struktur teori dan bisa juga dimodifikasi sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
Berdasarkan defenisi diatas, Moutz and Sharaf (1961:42) dalam Harahap 
(2002:71) mengemukakan delapan tentatif postulat auditing: 
1. Laporan dan data keuangan harus bisa diperiksa 
2. Tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang 
diperiksa. 
3. Laporan dan informasi keuangan yang diserahkan untuk diperiksa bebas dari 
kolusi dan ketidakteraturan lainnya. 
4. Sistem internal control yang memuaskan dapat mengeliminasi kemungkinan 
ketidakteraturan dalam laporan keuangan. 
5. Konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar yang diterima umum 
sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. 
6. Dalam hal bukti tidak jelas atau bertentangan, maka apa yang selama ini 
dianggap benar dalam laporan keuangan yang diperiksa akan dianggap benar 
sekarang dan dimasa yang akan datang. 
7. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, 
auditor harus bertindak selaku auditor. 
8. Status professional dari seorang independen auditor menekankan pada 
tanggung jawab professional. 
 
d. Konsep Auditing 
“... Konsep berbeda dengan persepsi, ...  konsep adalah bentuk abstraksi 
yang diambil dari pengamatan, pengalaman, ide umum yang membantu kita 
melihat kesamaan dan perbedaan yang dapat memudahkan dan memahami 
lebih baik suatu persoalan yang dibahas” (Harahap, 2002) 
Mautz dan Sharaf (1961:67) dalam Harahap (2002:73) mengemukakan 
beberapa tentative konsep auditing sebagai berikut: 
1. Bukti (evidence) 
2. Pelaksanaan audit yang hati-hati (due professional care) 
3. Penyajian yang wajar 
4. Independensi 
5. Perilaku yang etis 
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2.1.2 Jenis-Jenis Audit 
Berdasarkan Boynton et al (2002:6) ada tiga jenis audit yang ada umumnya 
menunjukkan karakteristik kunci, yaitu: 
1. Audit Laporan Keuangan (financial statement audit) berkaitan dengan 
kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas 
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan 
tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. 
2. Audit Kepatuhan (compliance audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh 
dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau 
operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau 
peraturan tertentu. 
3. Audit Operasional (operational audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh 
dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas 
dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. 
 
 
Dari tiga jenis audit diatas, penulis akan membahas tentang  audit laporan 
keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional untuk menjawab masalah 
dalam penelitian ini. 
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2.1.3 Proses Audit 
Proses Audit menurut Harahap (2002:121) adalah: 
Proses audit atau disebut juga tahap-tahap audit merupakan kegiatan atau 
langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, 
pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Proses audit ini perlu 
diketahui agar para auditor dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan 
yang berlaku sehingga ia dapat menjaga diri dari kemungkinan kesalahan fatal 
berupa kesalahan auditor yang dapat menimbulkan risiko audit, berupa 
kemungkinan terjadinya tuntutan di depan pengadilan, bahkan yang lebih fatal lagi, 
pencabutan izin praktek akuntan publik itu sendiri. 
 
 
Arens & Laebbecke (1980) dalam Harahap (2002:122), menggambarkan 
proses audit, sebagai berikut: 
a. Dapatkan informasi untuk memahami situasi perusahaan 
b. Nilai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko yang dapat diterima dari 
audit yang akan dilaksanakan. 
c. Nilai faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan adanya kesalahan. 
d. Pelajari nilai sistem pengawasan intern perusahaan. 
e. Uji saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan. 
f. Gabungkan hasil pengujian dan ambil kesimpulan tentang risiko seluruh tingkat 
pengujian. 
g. Keluarkan laporan audit. 
 
 
Holmes dan Overmyer (1979) dalam Harahap (2002:123) mengemukakan 
langkah-langkah (proses) audit, khususnya untuk audit yang dilaksanakan 
pertama kali, adalah : 
a. Pelajari perusahaan klien, dapatkan struktur organisasi, bagan arus pekerjaan, 
dan lain-lain. 
b. Nilai mutu pengawasan intern dan audit intern perusahaan. 
c. Tetapkan tujuan audit. 
d. Tentukan periode yang akan diperiksa 
e. Laksanakan pengujian (testing). 
f. Laksanakan konfirmasi atas piutang, surat berharga, saham-saham, hutang dan 
lain-lain. 
g. Periksa sistem akuntansi yang dianut. 
h. Tetapkan kapan audit akan dimulai. 
i. Bicarakan honor audit. 
j. Tetapkan jumlah orang dalam tim audit yang akan bertugas. 
k. Tetapkan apakah buku perusahaan harus ditutup sebelum audit dimulai atau 
sesudahnya. 
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Sedangkan Balley (1979) dalam  Harahap (2002:124) menjelaskan tahap-tahap 
audit sebaga berikut: 
a. Meneliti keadaan lingkungan perusahaan. 
b. Melakukan penelitian terhadap sistem pengawasan intern. 
c. Laksanakan pengujian kesesuaian (test of compliance) 
d. Laksanakan pengujian substantif/kebenaran bukti (substantive test) 
 
Defliese et al (1982:204) dalam Harahap (2002:125) menggambarkan 
proses audit sebagai berikut: 
Gambar 2.1 Proses Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Defliese et al (1982:204) dalam Sofyan S. Harahap (2002:125) 
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Ga bar 2.1 Proses Audit 
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Sedangkan Boynton et al (2002:191), menggambarkan proses audit secara 
umum, sebagai berikut: 
 
Gambar 2.2 Gambaran Umum Proses Audit 
 
Sumber : Boynton, William, Raymond  Johnson diterjemahkan oleh: Paul A. Rajoe, Gina 
Gania, Ichsan Setiyo Budi (2003:191) 
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Sedangkan Harahap (2002:155) menggambarkan Diagram Proses Audit 
sebagai berikut: 
 
Gambar 2.3 Diagram Proses Audit 
PEMBICARAAN 
DENGAN KLIEN
informasi yang perlu diketahui:
- Bidang Usaha
- Tujuan Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Sistem Akuntansi
- Kontrak-kontrak
- Sistem Pengawasan Intern
- Laporan Keuangan
Mencakup:
- Mengenal Perusahaan
- Menjelaskan fungsi audit
- Menetapkan waktu audit,
Pelaksanaan audit.
- Menetapkan biaya audit
- Menandatangani kontrak kerja
PERENCANAAN 
AUDITING DISUSUN 
DALAM PROGRAM 
AUDITING
Untuk Perencanaan audit 
perusahaan perlu diketahui:
- Waktu pelaksanaan audit.
- Kesiapan perusahaan 
- Skala perusahaan
- Tujuan perusahaan
- Resiko perusahaan
- Sistem proses informasi
perusahaan
PELAKSANAAN
AUDITING
PENGUJIAN 
KESESUAIAN
PENGUJIAN 
KEBENARAN BUKTI
Yang dilakukan:
- Pemeriksaan Fisik
- Konfirmasi
- Inspeksi
- Voucher
- Penelusuran
- Perhitungan kembali
- Scanning
- Tanya jawab
- Pengamatan
- Proses Analitis
Yang dinilai:
- Keberadaan
- Kelengkapan
- Hak dan Kewajiban
- Penilaian dan lokasi
- Penyajian dan pengungkapan
- Melihat langkah-langkah yang 
belum sempurna
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AUDIT
PERUMUSAN
LAPORAN AKUNTAN
MENUNGGU RESPON 
DARI PEMAKAI 
LAPORAN
Isi Laporan Akuntan
a. Persyaratan Akuntan
b. Laporan Keuangan
c. Penjelasan laporan keuangan
d. Analisis Laporan keuangan
e. Lampiran-lampiran
f. Data tambahan.
Pendapat Akuntan
- Wajar
- Wajar dengan kualifikasi
- Tidak Wajar
- Tidak Wajar dengan kualifikasi
- Pedoman untuk mempengaruhi 
mutu audit dimasa yang akan 
datang
Sumber: Sofyan S. Harahap (2002:155) 
 
 
2.1.4 Prosedur Audit 
Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu 
tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. “Prosedur audit 
(audit procedures) adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor 
untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan 
kompeten.” (Boynton et al, 2003:236) 
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Berdasarkan Gambar 2.2 Gambaran Umum Proses Audit, dijelaskan 
tentang bukti audit diperoleh melalui prosedur audit, prosedur ini bertujuan untuk 
memperoleh pemahaman atas bisnis klien berikut struktur pengendalian 
internnya, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan 
pengujian substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut auditor dapat memilih 
sepuluh jenis prosedur audit menurut Boynton et al. (2003:237) yaitu: 
a. Prosedur analitis (analytical procedures) Terdiri dari kegiatan yang 
mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur 
analitis menghasilkan bukti analitis. 
b. Inspeksi (inpecting) meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau 
pemeriksaan secara mendalam atas dokumen catatan atau pemeriksaan fisik 
atas sumber-sumber berwujud. Dengan cara ini auditor dapat membuktikan 
keaslian suatu dokumen. 
c. Konfirmasi (confirming) adalah suatu bentuk pengujian pertanyaan yang 
memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber 
independen dari luar perusahaan. 
d. Permintaan keterangan (inquiring),  permintaan keterangan bisa dilakukan 
dengan mengajukan pertanyaan, hal ini bisa dilakukan secara lisan ataupun 
tertulis. Pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber intern pada perusahaan klien 
atau pada perusahaan klien atau pada pihak luar. 
e. Penghitungan (counting), Penerapan prosedur menghitung yang paling umum 
dilakukan adalah: 
1. Melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud 
2. Menghitung dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak (prenumbered) 
f. Penelusuran (tracing), Yang biasa dilakukan adalah: 
1. Memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi. 
2. Menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan 
tepat dalam catatan akuntansi. 
g. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching), Kegiatan ini meliputi: 
1. Memilih ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi. 
2. Mendapatkan dan mengipeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat 
jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian transaksi yang 
dicatat. 
h. Pengamatan (observing), Aktivitas ini merupakan kegiatan rutin dari suatu tipe 
transaksi 
i. Pelaksanaan ulang (reperforming), Auditor juga bisa melakukan ulang 
beberapa aspek dalam proses transaksi tertentu untuk memastikan bahwa 
proses yang telah dilakukan klien sesuai dengan prosedur dan kebijakan 
pengendalian yang telah ditetapkan. 
j. Teknik audit berbantuan komputer (computer – assisted audit techniques) 
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Sedangkan Harahap (202:134), menyebutkan Prosedur yang dilakukan 
dalam audit adalah sebagai berikut: 
h. Pemeriksaan Fisik, yaitu prosedur yang dilakukan dengan cara melihat, 
menghitung dan mengenali langsung jumlah pos/barang seperti menghitung kas, 
melihat bagunan, melihat pabrik, menghitung persediaan barang, dan lain-lain. 
i. Konfirmasi, yaitu merupakan bentuk pernyataan yang disampaikan dalam 
bentuk tertulis oleh auditor kepada pihak lain diluar perusahaan yang berhak 
untuk memberikan informasi. 
j. Inspeksi adalah prosedur memeriksa, melihat dokumen. Misalnya melihat 
kontrak, keputusan dan lain-lain. 
k. Vouching adalah proses memeriksa apakah catatan pembukuan dan jumlah 
yang terdapat dalam buku itu didukung atau tidak oleh dokumen yang sah. 
Misalnya, melihat apakah penjualan didukung oleh faktur penjualan. 
l. Tracing (Menelusuri) proses ini adalah kebalikan dari vouching. Disini diperiksa 
dari mulai bukti sampai kepada buku catatan. 
m. Recomputation atau recalculating, recounting atau reperfomance. Prosedur 
ini adalah menghitung kembali (menjumlahkan, mengkalikan, mengurangkan 
atau membagi) daftar-daftar yang diserahkan klien. Misalnya diperiksa apakah 
perhitungan biaya penyusutan sudah benar dan dicatat dengan benar. 
n. Scanning adalah melihat buku atau tabel-tabel secara sepintas untuk melihat 
kemungkinan adanya trasaksi/hal-hal yang tidak biasa atau yang tidak konsisten. 
o. Tanya jawab (Inguiry), Kegiatan ini adalah menanyakan pimpinan, staf, pegawai 
yang ada kaitannya dengan tugas audit baik tertulis atau lisan. 
p. Observasi (Pengamatan). Pengamatan adalah prosedur melihat kegiatan 
pemeriksaan, aktiva atau lokasi perusahaan. 
q. Prosedur Pemeriksaan Analitis adalah kegiatan membuat analitis yang 
sistematis dengan jalan membanding-bandingkan, menghubungkan informasi 
yang satu dengan informasi lain baik yang berasal dari dalam perusahaan 
maupun dari luar perusahaan. 
 
 
 
2.1.5 Bukti Audit 
Bukti audit sangat mempengaruhi sifat pekerjaan audit, dimana 
pengumpulan dan evaluasi bukti audit merupakan inti dari audit. Menurut, 
Boynton et al. (2003:206), Bukti Audit adalah “Bahan bukti (evidential matter) 
kompeten yang mencukupi dapat diperoleh melaui inpeksi, pengamatan, 
permintaan keterangan, dan konfirmasi, yang digunakan sebagai dasar yang 
layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.” 
Sedangkan Menurut Mautz dan Sharaf (1961) dalam Harahap (2002:77) 
“Bukti merupakan dasar yang objektif dan rasional untuk membentuk pendapat atau 
kesimpulan. Bukti sebagai dasar logis dan objektif, bukti diperoleh dari prosedur yang 
sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan “sufficient competent evidential matter”. 
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Pada hakekatnya tujuan audit adalah penerbitan pernyataan intelektual dan 
moral yang merupakan kesaksian tertulis auditor tentang integritas pelaporan 
keuangan yang dikeluarkan atas dasar pemahaman dan keyakinan auditor 
bahwa evidential matter telah cukup dari segi kualitas dan kompetensinya 
sebagai pendukung laporan keuangan yang diauditnya. Menurut Sudibyo (2001) 
dalam Harahap (2002:76) “pemahaman dan keyakinan itu diperoleh melalui 
aktivitas psikomotoris observasi, inspeksi, konfirmasi, dan wawancara”.  
Bukti-bukti menurut Sudibyo (2001:9) dalam Harahap (2002:77) termasuk: 
b. Dokumen-dokumen dasar pendukung pembukuan 
c. Hasil pembukuan antara lain jurnal, rekening, dan laporan 
d. Entitas fisik seperti tanah, bagunan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya 
e. Manusia: ucapannya dan perbuatannya 
f. Aktivitas yang sedang berlangsung 
g. Komunikasi tertulis perusahaan dengan pihak ketiga 
h. Struktur pengendalian internal perusahaan 
i. Fakta-fakta empiris yang relevan dengan pengungkapan informasi dalam laporan 
keuangan. 
 
Menurut Sudibyo (2001) dalam Harahap (2002:77), “prinsip akuntansi yang 
sangat populer “substance over form” merupakan prinsip yang sangat sejalan 
dengan pengertian evidential matter, prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi 
lebih mengutamakan substansi atau kebenaran hakiki dibandingkan dengan 
formulir atau bukti legal formal lainnya”. Oleh karena itu, kompetensi (reliabilitas) 
bukti audit tergantung pada faktor berikut menurut Boynton (2003:209): 
Gambar 2.4 Kompetensi Bahan Bukti Audit 
BUKTI AUDIT KURANG KOMPETEN 
FAKTOR 
KOMPTENSI 
BUKTI AUDIT LEBIH KOMPETEN 
   Relevan secara tidak langsung RELEVAN Relevan secara langsung 
   Hanya dari dalam Perusahaan 
SUMBER 
Sumber independen luar 
Pengendalian intern yang tidak memuaskan Pengendalian intern yang memuaskan 
Pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung Pengetahuan yang diperoleh secara langsung 
   Bukti audit berlaku pada tanggal selain tanggal 
neraca 
KETETAPAN 
WAKTU 
Bukti audit berlaku pada tanggal neraca 
   Subjektif OBJEKTIVITAS Objektif 
Sumber : Boynton, William, Raymond  Johnson (2003:209) 
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2.1.6 Asersi Manajemen, Materialitas, dan Risiko Audit 
a. Asersi Manajemen 
Laporan keuangan terdiri dari asersi manajemen yang eksplisit dan implisit. 
Asersi ini merupakan hal yang penting karena menjadi pedoman auditor dalam 
pengumpulan bukti. Apabila salah satu asersi tersebut salah saji, berarti laporan 
keuangan telah salah saji secara material. Karena asersi mendasari semua 
komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. 
Berikut lima kategori asersi laporan keuangan manajemen. 
 
Gambar 2.5 Kategori Asersi Laporan Keuangan Manajemen 
Kategori Asersi Sifat 
1. Keberadaan atau 
Keterjadian 
 
2. Kelengkapan 
 
 
3. Hak dan Kewajiban 
 
 
4. Penilaian atau 
Alokasi 
 
5. Penyajian dan 
Pengungkapan 
Aktiva dan Kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, serta 
transaksi pendapatan dan beban terjadi dalam periode tertentu 
 
Semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam 
laporan keuangan, telah disajikan. 
 
Aktiva adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban entitas 
pada tanggal tertentu. 
 
Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah 
disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. 
 
Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, 
diuraikan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya. 
Sumber : Boynton, William, Raymond  Johnson diterjemahkan oleh: Paul A. Rajoe, Gina 
Gania, Ichsan Setiyo Budi (2003:199) 
 
 
b. Materialitas 
“Materialitas merupakan konsep penting yang akan menjadi pedoman auditor 
dalam penetapan lingkup pekerjaan audit untuk menemukan pengabaian 
ataupun salah saji yang secara bersama-sama berpotensi mencapai suatu 
jumlah yang akan mempengaruhi para pengguna laporan keuangan.” (Boynton 
et al, 2003:201). 
Sedangkan Pernyataan Konsep FABS No. 2 dalam Boynton et al 
(2003:200) mendefinisikan “Materialitas (materiality) adalah besarnya 
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pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan 
kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang 
berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau 
terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut.” 
Defenisi tersebut mensyaratkan auditor untuk mempertimbangkan baik (1) 
situasi yang berkenaan dengan entitas, dan (2) informasi yang dibutuhkan oleh 
mereka yang akan bergantung pada laporan keuangan yang diaudit. 
Dalam merencanakan suatu audit, auditor menilai materialitas pada dua 
tingkatan berikut (Boynton et al,  2003:331): 
1. Tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas 
sampai laporan keuangan secara keseluruhan. 
2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh 
kesimpulan keseluruhan kewajaran laporan keuangan. 
 
 
c. Risiko Audit 
Membuat keputusan mengenai risiko audit merupakan salah satu langkah 
kunci dalam melaksanakan audit. Model risiko audit menjadi pedoman para 
auditor dalam pengumpulan bukti audit, sehingga auditor dapat mencapai tingkat 
keyakinan yang memadai yang diinginkan. Audit Risk and Materiality in 
Conducting an Audit (SAS No. 47 dan 82), AU 312.02 dalam Boynton et al 
(2003:201) mendefinisikan risiko Audit (audit risk) adalah risiko bahwa auditor 
mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat 
mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit 
terbagi dalam tiga komponen menurut Boynton et al (2003:202-203) yaitu: 
1. Risiko Bawaan (inherent risk), adalah kerentanan suatu asersi terhadap 
kemungkinan salah saji yang material, dengan asumsi tidak terdapat 
pengendalian intern yang terkait. 
2. Risiko Pengendalian (control risk), adalah risiko terjadinya salah saji material 
dalam suatu asersi yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat 
waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. 
3. Risiko Deteksi (detection risk), adalah risiko yang timbul karena auditor tidak 
dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. 
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2.2. Audit Menurut Syariah (Islam) 
2.2.1 Landasan Syariah tentang Audit 
Harris (1999) menyebutkan beberapa landasan syariah tentang audit, yaitu: 
“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 
orang-orang yang ragu”. (QS. Al Baqarah/2:147) 
 
“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 
wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An Nahl/16:43) 
 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”  
(QS. Al  Maidah/5:8) 
 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,  kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” 
(QS. Al Ashr/103:1-3) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 
berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 
menyesal atas perbuatanmu itu.”  (QS. Al Hujurat/4:6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”  (QS. Al Hujurat/49:12) 
  
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” (QS. Alam Nasyrah/94: 7-8) 
 
“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit” (HR. Ibnu Hibban) 
 
 “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah 
dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia masih tidak 
mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR. 
Muslim). 
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Berdasarkan Landasan Syariah tentang Audit yang bersumber pada          
Al-Quran dan As-Sunnah diatas, dapat penulis simpulkan bahwa: 
1. Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh Kaum 
Kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme dan sosalisme, 
sedangkan dalam Akuntansi Islam berasal dari hukum syariah yang 
diciptakan Allah Subhana Wata’ala (Al-Quran dan As-Sunnah).  
2. Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana seorang muslim harus mencek 
kebenaran (tabayyun) jika ada informasi yang diterima, jangan ditelan 
mentah-mentah apalagi informasi itu menyangkut kepentingan yang luas. 
Bukan itu saja, Islam menganjurkan mempromosikan kebenaran dan 
keadilan. Fungsi audit yang dilakukan oleh Akuntan independen, tidak 
menyalahi, bahkan sangat sesuai dengan sistem nilai Islam yang 
menginginkan informasi yang benar yang tidak merugikan (menzalimi) 
siapapun, yang fungsinya  untuk menjaga agar informasi yang dikonsumsi 
masyarakat memang informasi yang benar bukan informasi palsu atau 
informasi yang dapat melahirkan fitnah atau kemudharatan. 
3. Pengguna laporan keuangan membutuhkan auditor untuk memberikan 
informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya atas laporan keuangan. 
Oleh karena itu, Auditor dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disampaikan untuk 
selalu menegakkan kebenaran walaupun pahit dan memberikan masukan 
(nasehat menasehati) kepada pengguna laporan keuangan dan memberikan 
penilaian secara independen tanpa ada pilih kasih antara kaum muslim dan 
non muslim. Tugas audit bukan mencari kesalahan (prasangka), tetapi jika 
ditemukan kesalahan auditor wajib melaporkannya agar tidak merugikan 
pengguna laporan keuangan, karena auditorlah yang mampu melihat dan 
mengubah suatu kesalahan (kemungkaran) dengan tangan dan lisannya. 
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2.2.2 Munculnya Audit Syariah (Islam) 
“Dalam sivilisasi yang didominasi oleh faham sekuler dan rasionalisme, 
Islam sebagai “way of life” hanya ditempatkan pada posisi “way of ritual”, tata 
cara beribadah. Sehingga agama diredusir hanya sebagai tata cara menghadap 
Tuhan. Sedangkan masalah yang menyangkut tata cara hidup termasuk 
didalamnya sistem ekonomi sepenuhnya diatur oleh manusia melalui cara berfikir 
sekuler dan rasionalisme”. (Harahap, 2002:1) 
“Sistem Ekonomi Islam sudah lama menjadi bahan diskuisi para ahli dan 
akhirnya sistem ini bukan saja berada dalam tataran teoritis, tetapi juga sudah 
menjadi sistem yang dipraktekkan di lapangan. Pada mulanya sistem ini 
diterapkan dalam sektor perbankan, kemudian merambat pada sektor keuangan 
lainnya seperti asuransi dan pasar modal ... Dengan diterapkannya sistem 
syariah ini di berbagai sektor ekonomi maka secara otomatis menarik pentingnya 
Akuntansi Islam dan Auditing Islam.” (Harahap, 2002:3) 
“Akuntansi Islam ini muncul karena sistem akuntansi konvensional tidak 
memperhatikan sama sekali nilai-nilai syariah Islam ... Akuntansi konvensional 
tidak mengenal halal dan haram dan tidak mampu mengemban nilai-nilai 
keadilan murni sebagaimana yang disyariatkan Islam. Akuntansi konvensional 
hanya memiliki satu tujuan yaitu mengabdikan diri pada kepentingan pemilik 
modal. Tugas moral dari perusahaan adalah mencari laba tanpa memperhatikan 
dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, moralitas, dan sebagainya. 
Akhirnya sebagai seorang muslim mereka tidak melihat akuntansi konvensional 
ini sesuai dengan nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, 
dan kesejahteraan ummat, bukan saja dari aspek material tetapi juga moral, 
bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat.” (Harahap, 2002:4) 
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2.2.3 Pengertian Auditing Syariah 
Pengertian audit syariah menurut Bank Negeri Malaysia adalah  
penilaian independen secara periodik  dan penjaminan yang dirancang untuk 
memberikan nilai tambah dan menambahkan derajat kesesuaian pada operasi 
lembaga keuangan islam, dengan tujuan memastikan sistem kontrol internet yang 
ada sesuai dengan asas syariah.  
Audit Syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit 
internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat 
kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan 
oleh IFI dan Syariah Supervisor Board (AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3).  
 
Berdasarkan definisi serta aturan tersebut, institusi syariah telah 
memberikan kabar gembira dengan disusunnya sistem audit yang memiliki 
fondasi prinsip yang kuat. Tak hanya dalam dasar operasionalnya saja, dalam 
proses audit bank syariah memiliki aturan yang spesifik dan berbeda dengan 
institusi konvensional. 
 Dalam konsep syariah, audit dinamakan hisbah yang didasar pada prinsip 
amar ma’ruf nahi munkar. Tujuan hisbah adalah untuk membantu manusia dalam 
proses beribadah (menyembah Allah), yang salah satunya dengan melakukan 
transaksi atau pencatatan aktivitas ekonomi sesuai ketetapan-Nya. 
Dalam hisbah, terdapat pos-pos pelaporan audit yang berbeda dibanding 
pada audit konvensional, yaitu melaporkan hasil audit pertama kepada 
penanggung jawab tertinggi (manusia). Memang tidak ada proses formal dalam 
pelaporan ini, namun melaporkan hasil penilaian kepada zat tertinggi merupakan 
suatu hal yang luar biasa dan berisikan amanah terbesar dimana tak bisa suatu 
kebohongan pun dibuat. Karena Allah adalah maha mengetahui, maka proses ini 
justru menuntut kejujuran yang luar tinggi dibanding pos pelaporan audit lainnya. 
Hal tersebut sering disebut ‘true accoutability’ atau akuntabilitas yang sebenar-
benarnya. 
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Gambar 2.6 Hisbah sebagai Dasar dari Audit Sistem Syariah 
 
Sumber:http://www.google.com/search?nomo=1&hl=en&q=hisbah+sebagai+dasar+dari+
audit+sistem+syariah 
 
 
 
Hukum hisbah dalam aturan syariah adalah fardhu kifayah, dimana bila 
telah ada salah seorang melakukannya, maka gugurlah kewajiban umat lain. 
Dalam hal ini, seseorang yang melakukannya adalah auditor (muhtasib), dengan 
pengertian lebih lanjut bahwa tidak semua orang muslim berkewajiban 
melakukan hisbah karena juga menuntut kemmpuan khusus untuk 
melakukannya. Hisbah tidak dilakukan sebagai bagian dari praktek dalam 
perusahaan, namun kewajiban dalam agama. 
Dalam institusi islam, kapabilitas auditor juga menjadi pertimbangan 
penting untuk memastikan proses yang berjalan sesuai koridor. Syarat auditor 
(muhtasib) dalam audit sistem syariah: 
a. Muslim yang sudah dewasa baik fisik maupun pemikiran 
b.  Mempunyai pengetahuan agama dan kecakapan audit yang memadahi 
c. Berpijak pada sunah agama 
d. Jujur dalam melaporkan temuannya atas nama Allah dan tidak munafik 
e. Menyadari bahwa apa yang dikatakan olehnya harus sesuai dengan apa 
yang dilakukannya 
f. Tidak haus harta 
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2.2.4 Pendekatan Perumusan Auditing Syariah (Islam) 
“Karena Auditing Islam masih baru dan lahir dari pemikiran intelektual 
muslim ditengah dominasi sistem sosial kapitalis dan cara berfikir sekuler maka 
pendekatan dalam perumusan Auditing Islam ini dapat disebut lebih mudah 
karena tidak perlu lagi kita mulai dari awal ... Kita menganggap bahwa hasil 
sivilisasi Barat ini tidak seluruhnya tertentangan dengan Islam maka tentu ada 
beberapa sistem, hasil yang sudah mapan masih bisa dipergunakan dalam 
membangun sistem yang Islami ... Pendekatan ini ternyata sejalan dengan 
pendekatan yang ditempuh oleh AAOIFI (Acconting and Auditing Standard for 
Islamic Financial Institution) dalam merumuskan standar akuntansi dan Auditing 
untuk lembaga keuangan Islam”. (Harahap,2002:29) 
Pendekatan AAOIFI tercantum dalam SFA #1 dalam Harahap (2002:29) 
menyatakan dua tahap pendekatan dalam merumuskan Tujuan Akuntansi dan 
Auditing Islam: 
a. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian 
menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya 
dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 
b. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian 
mengujinya menurut Hukum Syariah menerima hal-hal yang konsisten dengan 
hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah. 
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2.3. Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan 
2.3.1 Audit Kovensional 
2.3.1.1. Tujuan Audit Konvensional 
Berdasarkan SA Seksi 110 Paragraf 1, menjelaskan bahwa: 
Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah 
untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
 
Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, 
atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan 
pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak 
memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.  
 
Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor 
menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, 
menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 
 
 
2.3.1.2. Tanggung Jawab Auditor Konvensional 
Berdasarkan SA Seksi 110 Paragraf 2, menjelaskan bahwa: 
Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk 
memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah 
saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena 
sifat bukti audit dan karakterisitik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan 
memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.  
Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna 
memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh 
kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan. 
 
Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor 
adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen 
bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk 
membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, 
mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan 
kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan 
keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah 
berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen.  
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Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas 
pada yang diperolehnya melalui audit. karena itu, penyajian secara sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat 
dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen.  
 
Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan sisi laporan 
keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, 
berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung 
jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya 
atas laporan keuangan tersebut. 
 
 
 
2.3.1.3. Ruang Lingkup Audit Konvensional 
“Ruang lingkup jasa yang diberikan oleh auditor independen tergantung 
pada jenis laporan yang akan dikeluarkan. Pada awal penugasan, auditor 
independen harus memperoleh pemahaman dengan manajemen bank untuk 
menentukan ruang lingkup penugasan dan laporan-laporan yang akan 
diterbitkan, termasuk audit atas laporan keuangan bank berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.” (PABK, 2003:18) 
Paragraf 05 dari SA Seksi 310, Penunjukan Auditor Independen, 
menyatakan bahwa: 
Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab 
manajemen, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan. Auditor independen 
harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik 
dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman 
dengan klien belum terbentuk, auditor independen tersebut harus menolak untuk 
menerima atau menolak untuk melaksanakan perikatan. 
 
Berdasarkan PABK (2003:19), ruang lingkup audit pada bank (konvensional) 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. Penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan penyisihan kerugian 
aktiva produktif yang dibentuk bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-
kurangnya mencakup presentasi tertentu dari setiap jenis aktiva produktif bank 
dengan sekurang-kurangnya mencakup jumlah tertentu debitur terbesar atau 
berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan akuntan publik. 
b. Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk tidak terbatas pada agunan yang 
diambil alih oleh bank. 
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c. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, termasuk catatan atas 
laporan keuangan. 
d. Pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus sesuai 
dengan PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa. 
e. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait. 
f. Rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang meliputi 
nama debitur kualitas, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah 
pelanggaran. 
g. Rincian pelampauan batas maksimum pemberikan kredit (BMPK) yang meliputi 
nama debitur, persentase, dan jumlah pelampauan. 
h. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. 
i. Transaksi spot dan transaksi derivatif. 
j. Rasio posisi devisa neto dan rasio-rasio lainnya yang dianggap signifikan. 
k. Keandalan sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia dan pengujian 
terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank 
Indonesia. 
l. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia 
dengan kantor akuntan publik. 
 
 
2.3.2 Audit Syariah 
2.3.2.1. Tujuan Audit Syariah 
Menurut Harahap (2002:160), menjelaskan tujuan audit syariah adalah: 
Tujuan audit adalah agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah 
laporan keuangan yang disusun oleh lembaga itu, dari semua aspek yang bersifat 
material, “true and fair” atau benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip 
syariah, standar akuntansiIIAOFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang 
berlaku di negara itu. Pendapat audit tidak memberikan keyakinan yang 
menyakngkut kesehatan suatu lembaga dimasa yang akan datang dan juga tidak 
menilai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan tugas manajemen. 
 
 
2.3.2.2. Tanggungjawaab Audit Syariah 
Menurut Harahap (2002:162) menjelaskan Tanggung Jawab audit adalah: 
Auditor bertanggungjawab untuk menetapkan dan menyatakan pendapat atas 
laporan keuangan. Sedangkan manajemen bertanggungjawab menyajikan 
laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah dan peraturan 
resmi lainnya. Pelaksanaan audit tidak berarti melepaskan tanggungjawab 
manajemen terhadap penyajian laporan keuangan. 
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2.3.2.3. Ruang Lingkup Audit Syariah 
Ruang lingkup audit termasuk sebagaimana yang ditetapkan oleh ASIFIs 
dan standar audit nasional yang berlaku dalam pelaksanaan audit dalam 
Harahap (2002:194), yaitu: 
1. Audit akan dilakukan sesuai dengan standar ASIFIs. Standar Audit Internasional 
(International Standards on Auditing), standar nasional harus diikuti sepanjang 
tidak bertentangan dengan aturan, Prinsip Syariah. 
2. Auditor perlu mendapatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi untuk 
menilai kecukupan sistem itu sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan. 
3. Auditor perlu mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan terpercaya sebagai 
dasar baginya untuk mengambil kesimpulan. 
4. Sifat dan batas prosedur audit bisa berbeda tergantung pada penilaian auditor 
terhadap sistem pengawasan intern. 
5. Auditor harus merencanakan auditnya sehingga bisa diharapkan audit mampu 
mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, catatan akuntansi akibat 
kecurangan, data yang tidak sesuai dengan kesalahan lain yang mungkin terjadi. 
6. Karena sifatnya yang melakukan pengujian, keterbatasan yang dikandung oleh 
pelaksanaan audit, keterbatasan oleh sistem akuntansi, sistem pengawasan 
intern, maka harus diakui adanya risiko yang tidak bisa dihindari kemungkinan 
kesalahan saji yang tidak dapat dideteksi. 
 
Sedangkan Antonio (2001:212), menjelaskan bahwa secara garis besar, 
beberapa hal yang secara khusus yang dilakukan dalam audit atas bank syariah, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga 
diungkapkan unsur  kepatuhan syariah. 
b. Perbedaan accounting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana 
maupun pembiayaan. 
c. Pemeriksaan distribusi profit. 
d. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil. 
e. Pengakuan beban yang secara accrual basis. 
f. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden 
depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. 
Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. 
g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat 
h. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi 
square. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang 
dianggap square. 
i. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan 
syariah. 
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2.4. Bank 
2.4.1 Pengertian Bank 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 
tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :  
     “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 
banyak”. 
 
 
Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan 
maupun pinjaman Bank dapat dibedakan menjadi dua (Totok dan Sigit, 2006) 
1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang 
berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu 
periode tertentu. 
2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 
prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. 
 
Sedangkan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: 
1. Bank Konvensional, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 
konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas: 
a. Bank Umum Konvensional (BUK), adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2. Bank Syariah, adalah Bank yang menjankan kegiatan usahanya berdasarkan 
Prinsip Syariah, dimana Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah 
menurut jenisnya teridir atas: 
a. Bank Umum Syariah (BUS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah Bank Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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2.4.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Berdasarikan PABS (2005:14-15), menyebutkan ada beberapa perbedaan 
antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu: 
1. Dalam melakukan audit terhadap bank syariah hal utama yang menjadi perhatian 
auditor adalah pemahaman terhadap prinsip dasar syariah, implementasi dari 
prinsip tersebut adalah: 
a. Adanya pelarangan riba dalama berbagai bentuk 
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang 
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas 
d. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 
e. Tidak menggunakan dua harga untuk satu barang 
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad, dan 
g. Tidak diperkenankan menyalurkan dana kepada usaha yang tidak sesuai 
dengan prinsip syariah. 
2. Sumber dana bank konvensional terdiri dari kewajiban dan ekuitas, sedangkan 
bank syariah terdiri dari kewajiban atau titipan, investasi tidak terikat (dominan) 
dan ekuitas. 
3. Bank konvensional hanya dapat melakukan transaksi di sektor moneter, 
sedangkan bank syariah dapat melaksanakan transaksi di sektor moneter dan 
sektor riil (jual beli dan sewa menyewa). 
4. Khusus untuk pemenuhan aspek syariah, auditor dapat mengetahui hal tersebut 
dari Himpunan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
 
 
 
2.4.3 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank 
Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki asas, tujuan, dan fungsi 
masing-masing dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank Syariah memiliki 
asas dan fungsi tambahan (fungsi sosial) yang harus memenuhi Prinsip Syariah 
yang berbeda dengan Bank Konvensional berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 
disajikan dalam tabel berikut: 
 
Tabel 2.1 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah dan Bank Konvensional 
 Bank Syariah Bank Konvensional 
Asas Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip 
kehati-hatian. 
Demokrasi ekonomi dan 
menggunakan prinsip kehati-
hatian. 
Tujuan Menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka 
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 
pemerataan kesejahteraan rakyat. 
Sama 
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Tabel 2.1 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah dan Bank Konvensional 
 Bank Syariah Bank Konvensional 
Fungsi 1. Bank Syariah wajib menjalankan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 
2. Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial 
dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu 
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 
sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 
menyalurkannya kepada organisasi pengelola 
zakat. 
3. Bank Syariah menghimpun dana sosial yang 
berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 
kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan 
kehendak pemberi wakaf (wakif). 
1. Lembaga kepercayaan 
masyarakat dalam kaitannya 
sebagai penghimpun dan 
penyalur dana. 
2. Pelaksana kebijakan 
moneter. 
3. Lembaga yang ikut berperan 
dalam membantu 
pertumbuhan ekonomi serta 
pemerataan. 
Sumber: Diolah sendiri berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008  dan  UU No.7 Tahun 1992 
 
 
2.4.4 Kegiatan Usaha Bank 
Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS, pada dasarnya melakukan 
kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan 
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa 
keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha Bank Syariah 
didasarkan pada Prinsip Syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai 
dengan prinsip hukum islam juga karena prinsip syariah memiliki berbagai variasi 
yang menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan 
produk Bank Konvensional. 
Tabel 2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 
Bank Umum Syariah Bank Umum Konvensional 
1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan 
berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi 
berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah; 
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil 
berdasarkan akad mudharabah, akad 
musyarakah, atau akad lain yang tidak 
1. Menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan 
itu; 
2. Memberikan kredit; 
3. Menerbitkan surat pengakuan 
hutang; 
4. Membeli, menjual atau menjamin 
atas risiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas perintah 
nasabahnya: 
o Surat-surat wesel termasuk wesel 
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Tabel 2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 
Bank Umum Syariah Bank Umum Konvensional 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah, akad salam, akad istishna’,atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah; 
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 
qardh atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang 
bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah 
berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah; 
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan 
akad hawalah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko 
sendiri surat berharga pihak ketiga yang 
diterbitkan atas dasar transaksi nyata 
berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti 
akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 
murabahah, kafalah, atau hawalah; 
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip 
syariah yang diterbitkan oleh pemerintah 
dan/atau BI; 
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas 
surat berharga dan melakukan perhitungan 
dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga 
berdasarkan prinsip syariah; 
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan 
pihak lain berdasarkan suatu akad yang 
berdasarkan pinsip syariah; 
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan 
barang dan surat berharga berdasarkan 
prinsip syariah; 
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan 
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 
berdasarkan prinsip syariah; 
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat 
berdasarkan akad wakalah; 
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank 
garansi berdasarkan prinsip syariah; dan 
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim 
dilakukan di bidang perbankan dan di bidang 
sosial sepanjang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
18. Melakukan kegiatan valuta asing 
berdasarkan prinsip syariah; 
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada 
yang diakseptasi oleh bank yang 
masa berlakunya tidak lebih lama 
daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 
o Surat pengakuan hutang dan 
kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama 
daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 
o Kertas perbendaharaan negara 
dan surat jaminan pemerintah; 
o Sertifikat BI (SBI); 
o Obligasi; 
o Surat dagang berjangka waktu 
sampai dengan 1 (satu) tahun; 
o Instrumen surat berharga lain yang 
berjangka waktu sampai dengan 1 
(satu) tahun; 
5. Memindahkan uang baik untuk 
kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah; 
6. Menempatkan dana pada, meminjam 
dana dari, atau meminjamkan dana 
kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana 
telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana 
lainnya; 
7. Menerima pembayaran dari tagihan 
atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak 
ketiga; 
8. Menyediakan tempat untuk 
menyimpan barang dan surat 
berharga; 
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk 
kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu kontrak;  
10. Melakukan penempatan dana dari 
nasabah kepada nasabah lainnya 
dalam bentuk surat berharga yang 
tidak tercatat di bursa efek; 
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, 
usaha kartu kredit dan kegiatan wali 
amanat; 
12. Menyediakan pembiayaan dan atau 
melakukan kegiatan lain 
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh BI; 
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim 
dilakukan oleh bank sepanjang 
tidak bertentangan dengan 
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Tabel 2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 
Bank Umum Syariah Bank Umum Konvensional 
Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan 
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah; 
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal 
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya; 
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana 
pensiun berdasarkan prinsip syariah; 
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal; 
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk 
bank yang berdasarkan prinsip syariah 
dengan menggunakan sarana elektronik; 
24. Menerbitkan, menawarkan, dan 
memperdagangkan surat berharga jangka 
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
melalui pasar uang; 
25. Menerbitkan, menawarkan, dan 
memperdagangkan surat berharga jangka 
panjang berdasarkan prinsip syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
melalui pasar modal; 
26. Menyediakan produk atau melakukan 
kegiatan usaha bank umum syariah lainnya 
yang berdasarkan prinsip syariah. 
Undang-undang tentang Perbankan 
dan peraturan perundangundangan 
yang berlaku; 
14. Melakukan kegiatan dalam valuta 
asing dengan memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan oleh BI; 
15. Melakukan kegiatan penyertaan 
modal pada bank atau perusahaan 
lain di bidang keuangan, seperti 
sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta 
lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh BI; 
16. Melakukan kegiatan penyertaan 
modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit atau 
kegagalan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, 
dengan syarat harus menarik 
kembali penyertaannya, dengan 
memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh BI; dan 
17. Bertindak sebagai pendiri dana 
pensiun dan pengurus dana 
pensiun sesuai dengan ketentuan 
dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang 
berlaku. 
 
Sumber: Diolah sendiri, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008  dan  UU No.7 Tahun 1992 
 
Tabel 2.3 Kegiatan Usaha BPRS dan BPR 
BPR Syariah BPR Konvensional 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk: 
a. Simpanan berupa tabungan atau yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 
wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
b. Investasi berupa deposito atau tabungan 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan akad mudharabah 
atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam 
bentuk: 
a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 
mudharabah atau musyarakah; 
1. Menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk 
simpanan berupa deposito 
berjangka, tabungan , dan/atau 
bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; 
2. Memberikan kredit; 
3. Menempatkan dananya dalam 
bentuk Sertifikat BI (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat 
deposito dan/atau tabungan 
pada bank lain. 
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Tabel 2.3 Kegiatan Usaha BPRS dan BPR 
BPR Syariah BPR Konvensional 
b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli 
berdasarkan akad murabahah, salam, atau 
istishna; 
c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh; 
d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak 
atau tidak bergerak kepada nasabah 
berdasarkan akad ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 
e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad 
hawalah; 
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain 
dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah 
atau Investasi berdasarkan akad mudharabah 
dan/atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan 
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 
melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank 
Umum Konvensional, dan UUS; dan 
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan 
usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai 
dengan Prinsip Syariah berdasarkan 
persetujuan BI. 
Sumber: Diolah sendiri, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008  dan  UU No.7 Tahun 1992 
2.4.5 Larangan Kegiatan Usaha Bank 
Bank Syariah dan Bank Konvensional juga memiliki larangan Kegiatan 
Usaha, yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: 
Tabel 2.4 Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Konvensional 
Bank Umum Syariah Bank Umum Konvensional 
1. Melakukan kegiatan usaha yang 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
2. Melakukan kegiatan jual beli saham 
secara langsung di pasar modal; 
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali 
sebagaimana dimaksud pada angka 19 
dan 20 pada kegiatan usaha Bank Umum 
Syariah; 
4. Melakukan kegiatan usaha 
perasuransian, kecuali sebagai agen 
pemasaran produk asuransi syariah. 
1. Melakukan penyertaan modal, kecuali 
melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada 
penjelasan kegiatan usaha Bank Umum 
Konvensional tersebut di atas; 
2. Melakukan usaha perasuransian; 
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud dalam 
tabel 2.2 di atas. 
Sumber: Diolah sendiri, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008  dan  UU No.7 Tahun 1992 
36 
 
Tabel 2.5 Larangan Kegiatan Usaha BPRS dan BPR 
BPRS BPR Konvensional 
1. Melakukan kegiatan usaha yang 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut 
serta dalam lalu lintas pembayaran; 
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta 
asing, kecuali penukaran uang asing 
dengan izin BI 
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, 
kecuali sebagai agen pemasaran produk 
asuransi syariah; 
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada 
lembaga yang dibentuk untuk 
menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; 
dan 
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan 
usaha BPRS sebagaimana dimaksud 
dalam tabel 2.3 di atas. 
1. Menerima simpanan berupa giro dan 
ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 
2. Melakukan kegiatan usaha dalam 
valuta asing kecuali sebagai pedagang 
valuta asing (PVA); 
3. Melakukan penyertaan modal; 
4. Melakukan usaha perasuransian; 
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud dalam 
tabel 2.3 di atas. 
Sumber: Diolah sendiri, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008  dan  UU No.7 Tahun 1992 
2.4.6 Risiko Bank 
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank menghadapi berbagai risiko 
yang berasal dari luar bank maupun dari dalam bank itu sendiri. Risiko yang 
dihadapi bank secara umum dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.6 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Risiko Bank Syariah Risiko Bank Konvensional 
a. Risiko Piutang atau Pembiayaan 
Risiko ini terjadi ketika pihak nasabah tidak 
dapat memenuhi kewajibannya untuk 
melunasi hutangnya atau mengembalikan 
pembiayaan yang diterimanya kepada 
bank. 
b. Risiko Pasar 
Risiko Pasar merupakan risiko pergerakan 
arah yang berlawanan dari nilai tukar/kurs, 
atau harga komoditas/surat berharga. 
c. Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas merupakan risiko dimana 
bank tidak dapat memenuhi kewajibannya 
pada saat harus dibayar karena 
ketidakmampuannya untuk mencairkan 
aktiva atau memperoleh pendanaan yang 
cukup yang disebabkan antara lain, karena 
jangka waktu penyaluran dana dalam 
a. Risiko Kredit  
Risiko Kredit adalah risiko yang timbul 
akibat kegagalan debitur (obligor) untuk 
memenuhi kewajibannya sesuai kontrak 
yang diperjanjikan dengan bank. 
b. Risiko Pasar  
Risiko pasar adalah risiko yang 
disebabkan oleh perubahan suku 
bunga, harga potofolio instrumen 
keuangan yang diperdagangkan dan 
konversi laporan keuangan dari suatu 
valuta lainnya. 
c. Risiko Likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko yang 
timbul akibat ketidakmampuan bank 
untuk memenuhi kewajibannya yang 
jatuh tempo. 
d. Risiko Operasional 
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Tabel 2.6 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Risiko Bank Syariah Risiko Bank Konvensional 
bentuk aktiva produktif bank syariah 
biasanya lebih lama dari jangka waktu 
penempatan dana dari pihak ketiga. 
d. Risiko Operasional 
Risiko Operasional merupakan risiko yang 
mungkin timbul sebagai akibat sistem 
operasi dan prosedur maupun pengawasan 
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
perbankan. Lemahnya sistem operasi 
dapat menyebabkan membengkaknya 
biaya operasional dan pada akhirnya 
mengurangi laba usaha. 
e. Risiko Hukum 
Risiko Hukum merupakan risiko yang 
mungkin timbul dari tidak 
terdokumentasikannya akad-akad 
pembiayaan dan kontrak-kontrak hukum 
lainnya secara benar, atau secara legal, 
dan akad serta kontrak tersebut tidak bisa 
diterapkan. Akibatnya, ada risiko hilangnya 
nilai aktiva atau meningkatkan nilai 
kewajiban bank . 
 
f. Risiko Reputasi 
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang 
didasarkan atas kepercayaan, baik dari 
nasabah yang menyimpan dan ke bank 
syariah maupun dari bank syariah ke 
nasabahnya. Ketika masyarakat sudah 
tidak lagi percaya kepada suatu bank , 
maka yang terjadi adalah adanya 
penarikan dana besar-besaran oleh 
nasabah yang menyebabkan bank syariah 
mengalami kolaps dan bisa menghentikan 
operasinya. 
g. Risiko Peraturan 
Risiko peraturan merupakan risiko yang 
biasanya timbul dari tidak terpenuhinya 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah dan badan lainnya yang 
dapat menyebabkan kerugian bagi bank , 
bahkan dapat menyebabkan 
dihentikannyaoperasional bank syariah dan 
ditutupnya bank 
h. Risiko Syariah  
Risiko syariah merupakan risiko yang 
timbul akibat bank syariah melanggar 
ketaatan terhadap Prinsip Syariah  , 
sehingga mengakibatkan perubahan posisi 
keuangan dan hasil usaha bank . Risiko ini 
melekat di seluruh transaksi perbankan . 
Risiko operasional merupakan risiko 
yang secara potensial dapat timbul dari 
sistem yang lemah, permasalahan 
dalam kegiatan operasional/transaksi 
(yang berkaitan dengan layanan atau 
penjualan produk/jasa bank), 
penyimpangan atas pengendalian 
intern, kecurangan atau bencana yang 
dapat menimbulkan kerugian yang tidak 
terantisipas 
e. Risiko Hukum  
Risiko Hukum secara pontensial dapat 
timbul dari kontrak-kontrak, kasus-
kasus hukum atau judgment yang dapat 
mengganggu atau secara negatif 
mempengaruhi operasional atau kondisi 
keuangan bank. 
f. Risiko Reputasi 
Risiko reputasi dapat timbul akibat opini 
publik yang negatif. Risiko ini dapat 
menghadapkan bank pada masalah 
litigasi, kerugian keuangan, atau 
penurunan basis nasabah. 
g. Risiko Kepatuhan 
Risiko yang terjadi karena pelanggaran 
atas atau penyimpangan dari undang-
undang, peraturan, ketentuan, praktik-
praktik yang diwajibkan, prosedur dan 
kebijakan intern. 
h. Risiko Strategis 
Risiko strategis dapat timbul akibat 
kepatuhan bisnis yang bertentangan, 
implementasi keputusan yang tidak 
tepat, atau kurangnya respons terhadap 
perubahan industri Risiko ini merupakan 
fungsi kesesuaian dari sasaran strategis 
organisasi, strategi bisnis yang 
dikembangkan dan sumberdaya yang 
digunakan untuk mencapai sasaran 
tersebut, dan kualitas implementasinya. 
Sumber: Diolah Sendiri, Berdasarkan PABK 2003 dan PABS 2005 
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2.4.7 Pengaturan, Pengawasan, dan Sanksi Bank 
Bank Indonesia (BI) memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan 
kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan 
pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. ”Pengaturan dan 
pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia 
agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun 
individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, 
berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional” (Booklet 
Perbankan 2012:8) 
a. Pengaturan Bank  
Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan 
usaha dan menampung risiko kerugian. Kecukupan modal bank merupakan alat 
utama bank yang dipergunakan oleh lembaga pengatur dan pengawas bank (BI) 
untuk memonitoring kesehatan bank, Berikut beberapa pengungkapan mengenai 
ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh Bank (PABK, 2003:10): 
1. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan 
Ketentuan penilaian tingkat kesehatan dimaksudkan untuk dapat digunakan 
sebagai: 
a. Tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan 
sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik 
secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 
c. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian 
kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 
perkembangan suatu bank. Tingkat kesehatan bank ditentukan dengan 
menilai faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, 
rentabilitas, dan likuiditas (CAMEL=Capital, Asset, Management, Earnings, 
and Liquidity) 
2. Ketentuan Kehati-hatian 
Bank diwajibkan untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
Prinsip kehati-hatian diatur oleh BI antara lain, Pemenuhan Batas Maksimum 
Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), Kualitas Aktiva produktif 
termasuk kecukupan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP), Giro Wajib 
Minimum (GWM), 
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3. Ketentuan Self Regulatory Banking 
Dalam rangka mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan 
intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking), Bank Indonesia (BI) 
menetapkan ketentuan-ketentuan antara lain Pedoman Penyusunan Kebijakan 
Perkreditan Bank (PPKPB), Penugasan Direktur Kepatuhan (Complience 
Director), Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum 
(SPFAIB), Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan Ketentuan Teknologi 
Sistem Informasi. 
4. Ketentuan Lainnya 
Disamping ketentuan-ketentuan di atas, Bank Indonesia juga mengeluarkan 
beberapa ketentuan lainnya seperti Pinjaman Komersial Luar Negeri, Know Your 
Customer, dan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta Trans 
 
 
b. Pengawasan Bank 
“Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan terhadap bank baik secara 
tidak langsung (Off-site) maupun langsung (On-site). Pengawasan tidak langsung 
dilaksanakan oleh BI melalui penelitian, analisis, dan evakuasi terhadap laporan-
laporan yang disampaikan oleh bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi 
lainnya. Sedangkan Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan 
baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan”. (PABK, 
2003:11). 
Sedangkan berdasarkan Booklet Perbankan (2012:9), Sistem pengawasan 
yang dijankan BI saat ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: 
1. Pengawasan berdasarkan Kepatuhan (Complience Based Supervision), yaitu 
pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan 
operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan 
bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip 
kehati-hatian. 
2. Pengawasan berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision), yaitu pengawasan 
Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang 
memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara 
dini dan mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu. 
 
c. Sanksi Bank 
Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu 
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bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan, agar Bank beroperasi sesuai 
dengan azas perbankan yang sehat, Sanksinya antara lain (PABK: 2003:12): 
a. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu 
apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu transaksi patut diduga 
merupakan tindak pidana di bidang perbankan. 
b. Tindak lanjut dalam rangka pembinaan dan pengawasan (Cease and Desist 
Order) yaitu dalam hal terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip perbankan yang 
sehat dan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia akan meminta komitmen: 
a) Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan/tidak melakukan kegiatan 
tertentu hingga perbaikan atas penyimpangan tersebut dapat diselesaikan. 
b) Pemilik bank untuk menanggulangi masalah yang memerlukan kewenangan 
pemilik. 
c. Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk kewajiban membayar dan 
penurunan perhitungan tingkat kesehatan bank. 
 
2.4.8 Standar Akuntansi Bank 
“Dengan semakin berkembangnya industri perbankan, diperlukan pula 
standar khusus yang mengatur praktik-praktik akuntansi bank. Standar tersebut 
menyeragamkan praktik akuntansi Bank sehingga laporan keuangan Bank lebih 
mudah dibandingkan antar satu dengan yang lainnya serta dapat memberikan 
informasi mengenai keadaan keuangan bank secara wajar. Sehubungan dengan 
itu sebagai hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntansi 
Indonesia (IAI) diterbitkanlah beberapa Standar untuk Bank Konvensional dan 
Bank Syariah” (PABK, 2003:8).  
 
Tabel 2.7 Standar Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Bank Syariah Bank Konvensional 
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 59 “Akuntansi Perbankan 
Syariah”,PSAK No. 101, “Penyajian 
Laporan Keuangan ”, PSAK No. 102, 
“Akuntansi Murabahah”, PSAK 104, 
“Akuntansi Istishna”, PSAK 105, “Akuntansi 
Mudharabah”, PSAK No. 106, “Akuntansi 
Musyarakah”, PSAK No. 107, “Akuntansi 
Ijarah”; 
b. Akuntansi Perbankan Syariah dan 
pedoman pelaksanaannya (Pedoman 
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia – 
PAPSI) 
a. Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) 
b. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 
No. 31 
c. Pedoman Akuntansi Perbankan 
Indonesia (PAPI) Revisi 2001 yang 
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) 
d. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan 
Rakyat (PA-BPR) dengan Standar 
Akuntansi Keuangan untuk Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  
Sumber: Diolah Sendiri 
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2.4.9 Laporan Keuangan Bank 
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi 
keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang 
bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi 
serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 
daya yang dipercayakan kepada mereka (PAPI, 2008:5). Komponen laporan 
keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu: 
 
Tabel 2.8 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Bank Syariah Bank Konvensional 
1. Neraca 
2. Laporan laba rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Laporan perubahan dana investasi terikat 
6. Laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat, infak, dan shadaqah 
7. Laporan sumber dan penggunaan dana 
qardhul hasan 
8. Catatan atas laporan keuangan 
1. Neraca 
2. Laporan laba rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Catatan atas laporan keuangan 
Sumber: Diolah Sendiri, Berdasarkan PAPSI dan PAPI 
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2.4.10 Akun Laporan Keuangan Bank 
Laporan keuangan bank, baik bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dan perbedaan, seperti pada Tabel 2.8 
Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional  sehingga memiliki saldo akun yang sama dan ada pula yang 
berbeda disebabkan oleh kegiatan usaha bank syariah dan bank konvensional yang memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut tabel 
akun laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah: 
Tabel 2. 9 Akun Laporan Keuangan Bank Konvensional 
Akun Laporan Keuangan Bank Konvensional 
a. Kas dan  
Setara Kas 
a. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran 
yang sah. Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan 
besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur. 
b. Giro pada Bank Indonesia (BI) adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun mata uang asing BI. Giro pada BI 
merupakan salah satu alat likuid yang digunakan untuk pembiayaan perhitungan kliring antar-bank, dan besarnya giro pada BI 
ini dikaitkan dengan besarnya giro wajib minimum yang harus dimiliki. 
c. Giro pada bank lain adalah rekening giro bank pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun 
mata uang asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar-bank. 
d. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 
sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain umumnya dilakukan 
dalam bentuk interbank call money, deposito dan lain-lain yang sejenis. 
b. Investasi pada 
Surat Berharga 
(Efek) 
Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek terbagi menjadi 2 (dua) 
bagian besar: 
a) Efek utang (debt security) adalah efek yang menunjukkan hubungan utang-piutang antara kreditur dengan entitas yang 
menerbitkan efek. 
b) Efek ekuitas (equity security) adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas, atau hak untuk memperoleh 
(misalnya: waran, opsi beli) atau hak untuk menjual (misalnya opsi jual) kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau 
akan ditetapkan. 
c. Penyertaan Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk 
tujuan investasi jangka panjang atau pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap). 
d. Kredit yang 
Diberikan 
Kredit yang diberikan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
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Tabel 2. 9 Akun Laporan Keuangan Bank Konvensional 
Akun Laporan Keuangan Bank Konvensional 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.  
Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan jenis debitur dan tujuan pemberian kredit. Beberapa kategori kredit yang umum meliputi: 
a. Kredit komersial adalah bagian yang penting dari kebanyakan usaha bank. Jenis kredit yang termasuk dalam kredit komersial, 
antara lain: 
a) Kredit modal kerja jangka pendek (Short-term working capital loan) 
b) Kredit musiman (seasonal loan) 
c) Kredit modal kerja jangka panjang (Long-term working capital loan) 
d) Kredit untuk membiayai pembelian peralatan 
e) Kredit untuk membiayai proyek besar 
b. Kredit konsumsi merupakan kredit yang disalurkan kepada individu/perorangan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga, 
keluarga, dan pengeluaran pribadi lainnya... Dua jenis kredit konsumsi yang umum adalah: 
a) Installment loan (Kartu Kredit) 
b) Revolving credit arrangements – credit-card lending (Perlindungan Cerukan) 
c. Pembiayaan Perdangan Luar Negeri 
Pembiayaan perdagangan adalah area khusus dari kredit komersial yang kerap digunakan oleh perusahaan yang melibatkan 
diri dalam aktivitas internasional. 
d. Kredit Real Estate Komersial dan Kontruksi (Commercial real estate and contruction loan) 
e. Kredit Luar Negeri (cross border loan) adalah kredit konsumen dan kredit komersial, dan juga kredit real estat yang yang 
diberikan oleh cabang-cabang bank di luar negeri. 
f. Kredit yang Melibatkan dari Satu Pemberi Pinjaman (Kredit Sindikasi) adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama 
kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. 
e. Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Kredit 
Penyisihan kerugian kredit merupakan estimasi manajemen atas risiko penghapusan kredit yang melekat pada portofolio kredit 
bank pada tanggal neraca. Jumlah minimum penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk bank didasarkan pada peraturan 
Bank Indonesia yang berlaku. 
f. Agunan Kredit 
yang Diambil 
Alih 
Agunan kredit yang diambil alih meliputi aktiva yang diterima sebagai pelunasan kredit, baik dalam jumlah penuh ataupun 
sebagian, termasuk real estate dan harta pribadi seperti: saham dalam suatu perusahaan, kemitraan, serta usaha patungan yang 
diperlakukan seakan-akan agunan kredit yang dijaminkan telah disita karena bank yang bersangkutan telah mengambil alih 
agunan kredit tersebut, walaupun penyitaan ataupun langkah-langkah pengambil-alihan (reposession) secara hukum belum 
terjadi. 
g. Simpanan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan 
dana 
a. Giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 
giro, kartu ATM (kartu debet), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 
b. Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, 
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 
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Akun Laporan Keuangan Bank Konvensional 
c. Deposito dan Sertifikat Deposito 
Deposito adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 
perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 
d. Rekening Tidak Aktif 
Pada umumnya, bank mempunyai kebijakan untuk menggolongkan rekening-rekening yang tidak mempunyai transaksi selama 
periode tertentu (rekening tidak aktif). Jangka waktu pengklasifikasian rekening tidak aktif tergantung pada kebijakan masing-
masing bank baik untuk rekening tabungan maupun giro 
e. Rekening yang Sudah Ditutup 
Apabila suatu rekening ditutup, kartu tanda tangan biasanya dipindahkan dari arsip spesimen rekening yang aktif ke rekening 
yang sudah ditutup 
f. Jasa Lainnya 
Bank sering menawarkan jasa lainnya bagi pemilik simpanan, seperti gabungan rekening koran (automatic switching), fasilitas 
ekspor-impor tanpa jaminan dan bank garansi tanpa uang muka. 
h. Pinjaman 
Diterima 
Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, BI atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai 
dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Jenis-jenis pinjaman diterima adalah: 
a) Pinjaman dari BI, yaitu berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan kredit likuiditas 
yang masih berjalan. 
b) Pinjaman dari luar negeri, diantaranya adalah Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), dana two-steps loan dan fasilitas 
pendanaan lainnya. 
c) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah 
memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuiditas hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan 
pinjaman diterima. 
d) Pinjaman chanelling, yaitu dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit yang risiko kreditnya berada pada pihak bank. 
e) Pinjaman sindikasi, yaitu setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama). 
f) Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang disertai dengan penerbitan instrumen capital notes atau warkat lainnya yang dapat 
dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. 
g) Lain-lain, seperti giro pada bank lain yang bersaldo negatif, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang 
diterbitkan, kewajiban akseptasi. 
Sumber : Diolah Sendiri, berdasarkan Panduan Audit Bank Konvensional (PABK) 2003 
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a. Kas, Penempatan 
pada Bank 
Indonesia, Giro, 
dan Penempatan 
pada Bank Lain 
a. Kas 
b. Penempatan pada Bank Indonesia 
a) Giro pada Bank Indonesia, dan 
b) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, adalah bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah. 
c. Giro pada Bank Lain 
d. Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri 
dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan 
tabungan wadiah yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana. 
b. Surat-Surat 
Berharga 
Investasi pada surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: saham, obligasi, 
dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan 
yang berlaku dan prinsip syariah. 
c. Piutang atau 
Pembiayaan yang 
Diberikan 
a. Piutang adalah piutang yang berasal dari transaksi jual beli murabahah, salam, dan istishna yang pembayarannya 
ditangguhkan. 
a) Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (marjin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. 
b) Salam adalah transaksi jual beli barang dengan pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan 
pengiriman barang oleh penjual di belakang. 
c) Istishna adalah transaksi jual beli antara pemesan/pembeli dengan pemasok/penjual dengan cara pembayaran dimuka, 
cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. 
b. Pembiayaan yang diberikan terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 
a) Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan 
nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dengan nisbah pembagiah hasil (keuntungan atau kerugian) menurut 
kesepakatan dimuka. 
b) Pembiayaan musyarakah adalah akad yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) yang 
menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan 
sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 
d. Qardh (Pinjaman) Qardh (pinjaman) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu. Qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana 
diperkenankan untuk memberikan imbalan. 
Sumber dana Qardh dapat berasal dari internal (ekuitas/modal bank) dan eksternal bank(infaq, shadaqah, dan sumber dana 
non halal yang dilaporkan pada laporan sumber dan penggunaan dana qardh). 
e.  Ijarah Ijarah dibagi 2 (dua) yaitu ijarah murni tanpa pilihan (ijarah) dan ijarah dengan pilihan adanya pemindahan kepemilikan atas 
barang yang disewa dari pemilik/bank (Ijarah muntahiyah bittamlik). 
a. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pihak pemilik barang (bank) dengan pihak penyewa (nasabah) atas barang sewa 
untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan 
b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pihak pemilik barang (bank) dengan pihak penyewa 
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(nasabah) atas barang sewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan dan diakhiri dengan adanya pilihan 
untuk melakukan perpindahan hak milik atas obyek barang yang disewa. 
f. Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Aktiva Produktif 
(PKAP) 
PKAP merupakan estimasi manajemen atas risiko kerugian akibat penurunan kualitas penanaman dari bank pada tanggal 
neraca. Minimum PKAP yang wajib dibentuk mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penyisihan dan 
Penghapusan Aktiva Produktif bagi bank syariah. 
PKAP adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan 
kualitas aktiva produktif dari penempatan dana yang dilakukan oleh bank baik dalam bentuk penempatan langsung (on-
balance-sheet) atau tidak langsung (off-balance-sheet) 
g. Persediaan Akun persediaan barang pada neraca bank syariah dimungkinkan karena bank syariah disamping dapat melakukan transaksi 
finansial juaga dapat secara langsung melakukan kegiatan transaksi sektor riil baik transaksi perdagangan, industri, dan lain 
sebagainya. 
h. Penyertaan Penyertaan adalah penanaman dana bank syariah/lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan saham pada 
lembaga keuangan syariah lain untuk tujuan investasi jangka panjang baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam 
operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan 
i. Agunan yang 
Diambil Alih 
Sesuai dengan karakteristik perbankan syariah yang memperbolehkan bank untuk melakukan transaksi jual-beli dan/atau 
sewa, bank dimungkinkan untuk memanfaatkan agunan tersebut dalam rangka mendapatkan modal. 
j. Dana Wadiah Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan 
menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Berikut produk bank syariah dengan menggunakan prinsip 
wadiah, adalah: 
a. Giro Wadiah adalah titipan dana wadiah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 
Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.  
b. Tabungan Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang disepakati denga kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 
pemindahbukuan. 
Tidak ada kewajiban bank untuk memberikan bagi hasil kepada pemilik dana, namun bank dapat memberikan bonus 
apabila menghendaki. 
k. Kewajiban Kewajiban merupakan hutang bank masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan 
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya bank yang mengandung manfaat ekonomi. 
Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. 
Termasuk dalam kewajiban bank antara lain: 
a. Kewajiban segera 
b. Kewajiban kepada Bank Indonesia 
c. Kewajiban kepada Bank lain 
d. Kewajiban lainnya, dan  
e. Pembiayaan yang diterima 
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l. Dana Invesatasi 
tidak Terikat  
 
m. Laporan 
Perubahan Dana 
Investasi Terikat 
(Chanelling) 
Mudharabah muqayyadah (dana investasi terikat) adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan batasan 
kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. 
Dana investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk 
menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut tanpa persetujuan pemilik dana yang bersangkutan serta bank tidak 
memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Dana investasi terikat dicatat pada rekening 
administratif (off-balance sheet) dan dilaporkan dalam Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat. 
Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen investasi adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil 
investasi. 
n. Laporan Sumber 
dan Penggunaan 
Qardh 
Laporan sumber dan penggunaan dana qardh merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana qardh 
selam suatu jangka waktu tertentu, serta saldo Qardh pada tanggal tertentu. 
Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah 
pinjaman. 
Dana Qardh dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial atau diberikan kepada fakir, miskin, hamba sahaya, 
orang yang terlilit utang, orang yang sedang berjihad, dan orang yang dalam perjalanan. 
o. Pendapatan dan 
Beban Operasional 
serta Hak Pihak 
Ketiga atas 
Investasi Tidak 
Terikat 
Pendapatan Operasional adalah pendapatan dari kegiatan operasional harian bank. Pendapatan operasional dalam perbankan 
syariah dibedakan menjadi dua kategori yaitu:Pendapatan operasi utama dan Pendapatan operasional lainnya 
 
Beban operasional adalah beban yang muncul dari kegiatan operasional harian bank dalam rangka memperoleh pendapatan. 
Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan bank yang berasal dari penyaluran dana bank ke sektor-sektor 
produktif. Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan 
operasi utama lainnya. 
 
Pendapatan operasi lainnya merupakan pendapatan-pendapatan dari operasional bank dari penyelenggaraan jasa perbankan 
berbasis imbalan, misalnya: pendapatan fee wakalah, pendapatan fee kafalah, pendapatan fee hiwalah, pendatan fee bagi 
hasil investasi terikat, pendapatan jasa dan komisi lainnya, pendapatan administrasi dan transaksi dalam mata uang asing, dan 
pendapatan lainnya. 
p. Jasa Perbankan 
Lain Berbasis 
Imbalan 
Jasa perbankan lainnya yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain dalam bentuk transaksi L/C (letter of credit), bank 
garansi, jasa kustodian dan wali amanat. 
L/C adalah suatu akad yang diterbitkan Opening Bank atas permintaan importir (applicant) dimana bank berjanji akan 
melaksanakan pembayaran kepada eksportir (beneficiary) selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C. 
Sumber : Diolah Sendiri, berdasarkan Panduan Audit Bank Syariah (PABS) 2005 
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2.5. Proses Audit Bank 
2.5.1 Proses Audit Bank Konvensional 
Berikut ini adalah proses audit bank konvensioanal berdasarkan Harahap 
(2002:155) dan Pedoman Audit Industri Khusus Panduan Audit Bank 
Konvensional (2003), penulis membuat gambaran prosedur audit bank 
konvensional, sebagai berikut: 
Gambar 2.7 Proses Audit Bank Konvensional 
   
PEMBICARAAN 
DENGAN BANK 
KONVENSIONAL
Informasi yang perlu diketahui:
1. Bidang Usaha Bank meliputi jenis produk dan jasa, struktur
modal, lokasi, dan karekteristik  operasinya.
2. Sistem Akuntansi
3. Sistem Pengawasan Intern dan review atas manajemen risiko.
4. Pengetahuan tentang bisnis bank, melalui
diskusi dengan auditor sebelumnya, diskusi dengan personel
bank, dan penelaahan dokumen yang relevan.
Mencakup:
1. Mengenal Perusahaan
2. Menjelaskan fungsi audit /Batas tanggung
jawab auditor 
3. Menetapkan waktu audit, Pelaksanaan audit.
4. Menetapkan biaya audit
5. Menandatangani kontrak kerja
PERENCANAAN 
AUDITING DISUSUN 
DALAM PROGRAM 
AUDITING
Untuk Perencanaan audit bank perlu diketahui:
1. Waktu pelaksanaan audit.
2. Kesiapan bank
3. Skala bank
4.Tujuan bank
5. Jenis dan faktor Resiko bank dan Penelaahan (review)
terhadap Manajeman Risiko.
6. Pengendalian Intern bank
7. Sistem proses informasi perusahaan
8. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
9. Penggunaan Pekerjaan Spesialis
10. Pengolahan Transaksi oleh Organisasi Jasa
11. Pertimbangan kemungkinan terjadinya salah saji material.
12. Pengembangan Rencana Audit secara Keseluruhan.
13. Pertimbangan atas Fungsi Audit Intern.
14. Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan
15.Pertimbangan atas Kemampuan Bank dalam
mempertahankan kelangsugan hidupnya.
16. Me-review ketaatan pada kewajiban modal minimum.
17. Prosedur Analitik.
PELAKSANAAN
AUDITING
PENGUJIAN 
KESESUAIAN
PENGUJIAN 
KEBENARAN BUKTI
Yang dilakukan:
- Pemeriksaan Fisik
- Konfirmasi
- Inspeksi
- Penelusuran
- Perhitungan kembali
- Scanning
- Tanya jawab
- Pengamatan
- Proses Analitis
- Penggunaan Pekerjaan
Spesiali
- Teknik Audit Berbantuan
Komputer
Yang dinilai:
- Keberadaan
- Kelengkapan
- Hak dan Kewajiban
- Penilaian dan lokasi
- Penyajian dan pengungkapan
- Melihat langkah-langkah yang 
belum sempurna
SUPERVISI HASIL 
AUDIT
PERUMUSAN
LAPORAN AUDIT
MENUNGGU RESPON 
DARI PEMAKAI 
LAPORAN
Isi Laporan Akuntan
a. Persyaratan Akuntan
b. Laporan Keuangan
c. Penjelasan laporan keuangan
d. Analisis Laporan keuangan
e. Lampiran-lampiran
f. Data tambahan.
Pendapat Akuntan
- Wajar
- Wajar dengan kualifikasi
- Tidak Wajar
- Tidak Wajar dengan kualifikasi
- Pedoman untuk mempengaruhi 
mutu audit dimasa yang akan 
datang
Dokumen yang relevan seperti:
1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank
2. Komunikasi dengan instansi pemerintah seperti Bank
Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasa Modal (BAPEPAM), dan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia
4. Laporan Keuangan tahun sebelumnya
5. Notulen/risalah rapat dari dewan komisaris, dewan direksi,
komite audit, komite kredit, dan lainnya.
6. Strategi manajemen risiko dan laporannya, seperti tingkat suku 
bunga, kualitas aktiva, dan laporan likuiditas bank.
7. Struktur Organisasi Bank
8. Kebijakan operasi bank termasuk strategi dalam mengelola 
kredit, likuiditas asset/liability.
9. Laporan keuangan periodik.
10. Laporan internal dan infomasi keuangan yang digunakan 
manajemen untuk  mengambil keputusan.
11. Rencana kerja (bussiness plan) 
dan realisasinya.    
Sumber: Diolah Sendiri, berdasarkan Panduan Audit Bank Konvensional (PABK) 2003 dan 
Sofyan S. Harahap (2002 
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2.5.2 Proses Audit Bank Syariah 
Berdasarkan Harahap (2002:155) dan Pedoman Audit Industri Khusus 
Panduan Audit Bank Syariah (2005), penulis membuat gambaran prosedur audit 
bank syariah, sebagai berikut: 
Gambar 2.8 Proses Audit Bank Syariah 
   
PEMBICARAAN 
DENGAN BANK 
SYARIAH
Informasi yang perlu diketahui:
1. Bidang Usaha Bank Syariahmeliputi jenis produk dan jasa,
struktur modal, lokasi, dan karekteristik  operasinya.
2. Sistem Akuntansi
3. Sistem Pengawasan Intern dan review atas manajemen risiko.
4. Pengetahuan tentang bisnis bank syariah, melalui
diskusi dengan auditor sebelumnya, diskusi dengan personel
bank, dan penelaahan dokumen yang relevan.
Mencakup:
1. Mengenal Perusahaan
2. Menjelaskan fungsi audit
3. Menetapkan waktu audit, Pelaksanaan audit.
4. Menetapkan biaya audit
5. Menandatangani kontrak kerja
PERENCANAAN 
AUDITING DISUSUN 
DALAM PROGRAM 
AUDITING
Untuk Perencanaan audit bank perlu diketahui:
1. Pemahaman atas prinsip dasar syariah, bisnis bank syariah
2. Penilaian atas risiko bawaan (inherent risk), dan risiko
pengendalian (control risk).
3. Penentuan waktu dan proses audit yang akan dilaksanakan
4. Pertimbangan masalah asumsi kelangsungan usaha (going
concern) 
5. Risiko dalam Perbankan Syariah
6. Penelaahan terhadap Manajemen Risiko
7.Deteksi terhadap Kesalahan dan Kecurangan
8. Evaluasi dan Pengungkapan terhadap Kewajiban Kontijensi.
9. Pertimbangan atas Kelangsungan Entitas.
10. Pengendalian Intern
11. Teknologi Sistem Informasi
12. Prosedur Analitik
10. Komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan 
Syariah Nasional
13. Penggunaan Pekerjaan Spesialis
14. Pertimbangan atas Kemungkinan salah saji Material.
15. Ketaatan terhadap Prinsip Syariah, Hukum, dan Peraturan
yang  berlaku.
16. Penentuan waktu dan prosedur audit yang akan
dilaksanakan
PELAKSANAAN
AUDITING
PENGUJIAN 
KESESUAIAN
PENGUJIAN 
KEBENARAN BUKTI
Yang dilakukan:
- Pemeriksaan Fisik
- Konfirmasi
- Inspeksi
- Voucher
- Penelusuran
- Perhitungan kembali
- Tanya jawab
- Pengamatan
- Proses Analitis
- Penggunaan Pekerjaan 
Spesialis
- Teknik Audit Berbantuan
Komputer
Yang dinilai:
- Keberadaan
- Kelengkapan
- Hak dan Kewajiban
- Penilaian dan lokasi
- Penyajian dan pengungkapan
- Melihat langkah-langkah yang 
belum sempurna
SUPERVISI HASIL 
AUDIT
PERUMUSAN
LAPORAN AUDIT
MENUNGGU RESPON 
DARI PEMAKAI 
LAPORAN
Isi Laporan Akuntan
a. Persyaratan Akuntan
b. Laporan Keuangan
c. Penjelasan laporan keuangan
d. Analisis Laporan keuangan
e. Lampiran-lampiran
f. Data tambahan.
Pendapat Akuntan
- Wajar
- Wajar dengan kualifikasi
- Tidak Wajar
- Tidak Wajar dengan kualifikasi
- Pedoman untuk mempengaruhi 
mutu audit dimasa yang akan 
datang
Dokumen yang relevan seperti:
1. Peraturan perundang-undangan, Fatwah dari MUI, aturan, pedoman
yang dikeluarkan oleh  lembaga pengawas Syariah dan dokumen
lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas syariah resmi
termasuk misalnya yang berada di bawah naungan Bank Sentral atau
Departemen Keuangan atau Lembaga khusus lainnya yang berkaitan
dengan bank
2. Komunikasi dengan instansi pemerintah seperti Bank Indonesia (BI),
Badan Pengawas Pasa Modal (BAPEPAM), Kantor Pelayanan
Pajak (KPP), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah
Nasiional (DSN).
3. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia
4. Laporan Keuangan tahun sebelumnya
5. Notulen/risalah rapat dari dewan komisaris, dewan direksi, komite 
audit, komite kredit, dan lainnya.
6. Strategi manajemen risiko dan laporannya
7. Struktur Organisasi Bank Syariah
8. Sistem operasi dan prosedur Bank Syariah
9. Laporan keuangan periodik.
10. Laporan internal dan infomasi keuangan yang digunakan
manajemen untuk  mengambil keputusan.
11. Rencana kerja (bussiness plan)
dan realisasinya.   
PENGUJIAN 
KEPATUHAN SYARIAH
 Sumber: Diolah Sendiri, berdasarkan Panduan Audit Bank Syariah (PABS) 2005 dan Sofyan S. 
Harahap (2002:155) 
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2.6.  Prosedur Audit Bank 
2.6.1 Prosedur Audit Bank Konvensional 
Dalam buku Pedoman Audit Industri Khusus “Panduan Audit Bank Konvensional 2003” yang dikeluarkan oleh IAI-KAP, dijelaskan 
prosedur audit bank konvensional berdasarkan objek/akun yang diaudit oleh auditor independen, yang penulis rangkum dalam tabel 
berikut:  
Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
a Kas 1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menghitung jumlah kas dan mencocokkan dengan saldo pencatatan teller, kas, khasanah, dan ATM. 
    2 Inspeksi a Melakukan Inspeksi dan pengujian rekonsiliasi kas untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan dan di-review secara 
teratur. 
    3 Inspeksi b Me-review ikhtisar selisih kas 
    3 Vouching a Menguji dokumen penghitungan yang dilakukan secara mendadak atas kas pada teller, khasanah, ATM, dan kas lainnya 
untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan secara teratur sesuai dengan kebijakan bank. 
    4 Perhitungan 
Kembali  
a Menguji ketepatan matematis saldo pencatatan pada teller, kas, khasanah, dan ATM. 
    5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan Observasi atas kecukupan pemisahan tugas berkaitan dengan penanganan dan rekonsiliasi kas 
b Giro pada 
Bank 
Indonesia dan 
Giro pada 
Bank Lain 
 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo tercatat. 
  2 Inspeksi a Melakukan review atas komposisi rekening sementara (suspense accounts), terutama untuk unsur rekonsiliasi yang sering 
timbul dan untuk jangka waktu yang lama, serta unsur-unsur rekonsiliasi yang belum diselesaikan dalam jangka waktu 
yang panjang. 
  3  b Melakukan review atas pisah batas transfer antar bank. 
  3  c Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank koresponden untuk menguji kecukupan penyisihan kerugian. 
  3   d Me-review kepatuhan pada peraturan Bank Indonesia yang terkait. 
  3 Vouching a Menguji rekonsiliasi antara saldo tercatat bank dengan rekening koran Bank Indonesia dan Bank Lain 
  4 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Kembali  
a Mengecek kelayakan untuk salinghapus buku antara akun aktiva dan passiva dari/pada bank lain. 
  7 b Mengecek keakurasian penggunaan kurs pada tanggal neraca. 
  7 c Mengecek keakurasian tingkat suku bunga. 
c Penempatan 1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo penempatan pada bank lain. 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
  pada Bank 
Lain 
2 Inspeksip a Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank koresponden. 
  3 b. Me-review kecukupan penyisihan penghapusannya. 
  3 Vouching a Menguji kelayakan untuk salinghapus buku antara akun aktiva dan kewajiban dari/pada bank lain. 
  5  b Menguji keabsahan transaksi dengan antara lain meneliti keabsahan tanda tangan para pihak yang memiliki masing-
masing bank pemberi dan penerima penempatan. 
    4 Perhitungan 
Kembali 
a Predictive test atas pendapatan bunga yang diterima. 
    5 Observasi 
(Pengamatan) 
  
a Melakukan observasi (pengamatan) untuk  pengujian aktivitas pengendalian berfungsi secara efektif. 
    9   a. Adanya penetapan limit secara berjenjang untuk dealer. 
    9   b. Adanya kebijakan otorisasi untuk transaksi yang melampaui limit dealer. 
    9   c. Adanya penetapan limit transaksi harian. 
    9   d. Adanya penetapan credit line. 
    9   e. Adanya penetapan interest rate dan jumlah maksimal penetapan. 
d Investasi 
pada Surat 
Berharga 
(Efek) 
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a. Konfirmasi dengan penerbit (issuer) 
  2  b Konfirmasi dengan kustodian 
  2  c Konfirmasi dengan pialang mengenai transaksi yang belum diselesaikan. 
  2  d Konfirmasi dengan pihak imbangan (counterparty) 
  2 Inspeksi 
  
a. Inspeksi fisik, dengan memperhatikan apakah fisik sesuai dengan catatan perusahaan, dan memperhatikan adanya pihak 
ketiga yang dititipkan di bank. 
  3 b Membaca perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis. 
  3 c Me-review catatan buku tambahan surat berharga untuk mengetahui perubahan komposisi investasi yang dapat 
digunakan dalam mengembankan ekspektasi tagihan bunga dan hasil investasi. 
  3 d Membaca notulen rapat dari direksi dan/atau dewan komisaris sebagai bukti bahwa direksi dan/atau dewan komisaris 
telah melakukan review secara berkala atas kesesuaian transaksi surat berharga dan investasi dengan kebijakan investasi 
Bank. 
  3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
a Mengambil sampel untuk menghitung ulang pencatatan amortisasi premi dan diskonto dan keuntungan atau kerugian 
penjualan. 
    7 b Malakukan pengujian atas proses rekonsiliasi, dengan melakukan pengujian apakah perbedaan yang terjadi diinvestigasi, 
diselesaikan, dan disetujui oleh yang diberi otoritas. 
    7 c Membandingkan suatu sample transaksi surat berharga untuk meyakinkan transaksi-transaksi tersebut sudah sesuai 
dengan kebijakan investasi. 
    4 Tanya 
Jawab/Inquiry 
a Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen yang menegaskan bahwa entitas telah mengklasifikasikan 
secara semestinya surat berharga yang dimilikinya, sesuai tujuan adan kemampuan manajemen untuk memiliki surat 
berharga tersebut hingga jatuh tempo. 
    5 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan antara pendapatan bunga, deviden, dan tagihan bunga yang terkait tahun ini dengan tahun lalu. 
    # b Menghitung hasil rata-rata untuk tiap jenis investasi secara bulanan atau kuartalan, dan membandingkan hasilnya dengan 
perjanjian atau hasil efektif. 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    #  c Membandingkan aktivitas transaksi saham yang diklasifikasikan sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual dan held to 
maturity dengan kebijakan investasi bank. 
    #  d Membandingkan antara hasil tahun berjalan dengan hasil yang diekspektasi dalam tahun berjalan atau periode 
sebelumnya. 
    6 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Melakukan pengujian atas tagihan bunga (accrued interest receivable) dan pendapatan bunga. 
e Penyertaan 1 Konfirmasi a Konfirmasi dengan investee atau penerbit 
    2  b Konfirmasi dengan kustodian atau penerbit, untuk mendapatkan bukti mengenai biaya investasi jika bank mencatat 
investasinya pada biaya perolehan (cost). 
    2 Inspeksi a Inspeksi fisik 
    3 Inspeksi b Membaca perjanjian kemitraan atai perjanjian sejenis 
    3   c. Inspeksi terhadap dokumen yang menunjukkan harga perolehan penyertaan untuk mendapat bukti mengenai biaya 
investasi jika bank mencatat investasinya pada biaya perolehan (cost). 
f Kredit yang 
Diberikan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menguji keberadaan fisik dari agunan kredit dan menelaah bukti dokumen atas agunan yang dijadikan jaminan untuk 
kredit. 
  2 Konfirmasi a Konfirmasi keberadaan atau kepemilikan dari beberapa dokumen kredit jika berada di tangan pengacara atau pihak ketiga. 
  3 Inspeksi a Memeriksa dokumen kredit untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur kredit telah dilaksanakan. 
  3  b Menelaah laporan internal audit loan review, dan laporan pemeriksaan kredit untuk mengidentifikasi kelemahan 
pengendalian internal. 
  3  c Mengidentifikasi restrukturisasi kredit bermasalah  
  3  d Me-review dan menguji kewajaran atas provisi dan komisi sehubungan dengan kredit yang diberikan oleh bank. 
  4 Vouching a Merekonsiliasi saldo akhir dengan trial balance, buku besar, dan catatan pembantu (subsidiary record). 
  5 Tracing/Penelusu
ran 
a Mencari bukti persetujuan kredt oleh dewan direksi atau komite kredit seperti yang tertera di kebijakan kredit. 
  6 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji proses rekonsiliasi. Dengan menguji apakah selisih rekonsiliasi telah ditindaklanjuti dengan benar dan 
diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan rekonsiliasi telah di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang. 
  7 b Menguji keakuratan dan melaksanakan review atas laporan tunggakan (delinquency report) untuk melihat apakah bank 
telah menindaklanjuti tunggakan-tunggakan yang ada sesuai dengan kebijakan kredit dan apakah sistem dapat 
mengidentifikasi kredit yang berpotensi bermasalah secara tepat waktu. 
  7 c Mengecek keakuratan dan me-review laporan konsentrasi kredit dan laporan kredit kepada pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. 
  7 d Melaksanakan pengujian yang terinci atas pencatatan pencarian kredit, peerimaan kas, dan perubahan pada rincian kredit 
(seperti penyesuaian atas tingkat suku bunga) 
  7 Tanya 
Jawab/Inquiry 
a Auditor harus mendapatkan skedul rinci dari jumlah pokok kredit dan perkiraan yang saling berhubungan (piutang bunga 
yang masih harus dibayar, pendapatan diskonto yang belum diakui, provisi yang ditangguhkan dan sebagainya). 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9  a Mengamati atau memperoleh bukti bahwa adanya suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka yang menyetujui, 
mengeluarkan, mencatat, dan merekonsiliasi kredit. 
  8 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
a Menganalisa dan mengevaluasi perubahan komposisi di setiap jenis kredit yang ada di portofolio kredit bank. 
  # b Membandingkan laporan aging di tahun/periode berjalan dan tahun lalu 
  # c Membandingkan antara jumlah kredit yang diberikan per bulan dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun lalu. 
  # d Penghasilan tahun ini dibandingkan dengan penghasilan tahun lalu dan penghasilan yang diharapkan. 
  # e Menganalisa dan mengevaluasi saldo  kredit rata-rata pada tahun lalu, untuk setiap jenis kredit. 
  # f Menganalisa dan mengevaluasi perbandingan hasil (yield) kredit dengan yield di bank lain. 
  # g Menganalisa dan mengevaluasi rata-rata yield yang dihasilkan untuk setiap jenis kredit pada setiap bulan atau tiga 
bulanan. 
  9 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
  
a Penghasilan bunga diuji dengan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). 
  # a Menstratifikasi pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis pinjaman dan mengakumulasikan jumlah baki debet. 
  # b Menstratifikasi pinjaman yang diberikan berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran 
  # c Menstratifikasi rata-rata tertimbang suku bunga. 
  # e Melaporkan duplikasi nomor pinjaman. 
  # f Melaporkan nilai baki debet negatif. 
  # g Melaporkan kredit dengan kolektibitas tertentu yang nilai taksasi agunanannya tidak memenuhi persyaratan. 
  # h Melaporakan kredit yang diberikan kepada obligor tertentu. 
  # i Melakukan CMA (Cumulative Monetary Amount) Sampling untuk prosedur konfirmasi. Sample dipilih secara statistik 
dengan menggunakan suatuk teknik  yang disebut cumulative monetary selection technique. Metode ini dapat dilakukan 
secara manual tetapi lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan menggunakan file interrogation software, misalnya 
ACL. 
  # j Melaporkan kredit yang mendapatkan perlakuan "haircut". 
  # a Mengidentifikasi dan melaporkan akun yang mengalami keterlambatan pembayaran. 
  # b Melaporkan akun dengan baki debet di atas plafon kredit. 
  # c Menghitung dan memverifikasi marjin/bagi hasil yang dibebankan pada bulan berjalan. 
g Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Kredit 
  
  
  
  
  
  
1 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Mempertimbangkan apakah estimasi manajemen atas penyisihan kerugian kredit dapat diterima secara wajar dalam 
hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan kecukupan penyisihan kredit sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
  2 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menguji keberadaan agunan, baik jaminan dalam bentuk surat-surat berharga dan aktiva tetap, dan mengevaluasi 
keberadaannya apakah dibawah kendali bank (brankas atau safekeeping account atas nama bank yang diurus oleh 
custodian yang independen. 
  3 Konfirmasi a Konfirmasi independen untuk menguji keberadaan agunan. 
  4 Inspeksi a Me-review kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca sebelum menyelesaikan pekerjaan lapangan. 
  3  b Me-review dan menguji proses yang digunakan manajemen dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit. 
  3  c Mengidentifikasi kredit yang mengandung risiko kredit yang tinggi atau eksposur dan konsentrasi yang signifikan lainnya. 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  d Mengevaluasi kewajaran penyisihan kerugian kredit, yang berkonsentrasi pada faktor-faktor utama dan asumsi-asumsi 
yang: 
  3    a. Signifikan dalam mengestimasi jumlah penyisihan, seperti kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional, 
efektifitas pengendalian intern, dll. 
  3    b. Sensitivitas terhadap variasi 
  3    c. Penyimpangan historis 
  3     d Subyektivitas dan kemungkinan terjadinya kesalahan dan bias yang material. 
  5 Vouching b Mengevaluasi apakah restrukturisasi kredit bermasalah telah dicatat sesuai dengan PSAK No.54 
  6 Tanya Jawab/ 
Permintaan 
KeteranganI 
Inquiry 
a Komunikasi dengan manajemen mengenai perlunya pelaporan penyisihan kerugian kredit yang wajar, dimana auditor 
harus mempertimbangkan  
  #   a. tingkat integritas dan nilai-nilai etika 
  #   b. komitmen untuk mencapai hasil yang terbaik 
  #   c. tingkat keterlibatan dan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh direksi, komite audit, dan manajemen senior 
dalam mengevaluasi penyisihan kerugian kredit. 
  #    d. filosofi dari manajemen 
  #    e. struktur organisasi. 
  #    f. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, dan 
  #    g. kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 
  #   b Menyiapkan kertas kerja atau memoranda lainnya untuk mendokumentasikan prosedur yang dilakukan untuk 
mengikhtisarkan kesimpulan yang diambil dalam memilih tiap kredit (Penyisihan Kerugian dan Penghapusbukuan kredit) 
yang disiapkan oleh staf loan review intern bank. 
  7 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang)  
a Membentuk estimasi penyisihan kerugian kredit secara independen untuk meyakinkan kewajaran atas penyisihan kerugian 
kredit. 
  7 b Menguji kelengkapan dan keakurasian dari data dan laporan historis, seperti laporan kredit bermasalah, yang digunakan 
dalam mengestimasi penyisihan kerugian kredit tersebut 
    8 Observasi 
(Pengamatan) 
a Untuk kredit yang dijamin dengan agunan, auditor harus memperhatikan apakah penilaian agunan telah dilakukan secara 
seksama dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
    9 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Menggunakan jasa spesialis, seperti jika kondisi pasar berfluktuatif, seorang spesialis dapat menjawab pertanyaan 
tambahan berkaitan dengan status minyak dan gas pada saat ini (untuk kredit di bidang cadangan minyak dan gas) 
    # b Menggunakan jasa appraiser asset dan usaha atau saham, untuk menilai secara subyektif nilai real estate dan agunan 
dan auditor dapat mengevaluasi kompetensi dan kualifikasi dar appraisers. 
h Agunan Kredit 
yang Diambil 
Alih 
  
  
1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Dalam keadaan tertentu jika merasa perlu memeriksa ke lokasi real estate secara langsung untuk memeriksa tahap 
penyelesaian, penurunan mutu, atau untuk perkiraan tingkat hunian. 
  2 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Kembali  
a Mempertimbangkan pengujian atas ketetapan perhitungan keuntungan dan kerugian penjualan agunan kredit yang diambil 
alih 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    3 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Untuk memperoleh bukti tentang nilai wajar agunan kredit yang diambilalih, auditor melibatkan review oleh penilai 
independen (appraisal), strudi kelayakan, proyeksi (forecast), kontrak penjualan atau catatan prestasi pengembang real 
estate. 
  #   b Menugaskan penilai independen untuk menguji penilaian yang dilakukan oleh bank secara intern 
i Simpanan 1 Konfirmasi a Konfirmasi untuk memerikan bukti atas keberadaan dan ketetapan saldo simpanan, bentuk konfirmasi negatif lebih tepat 
digunakan apabila penilaian atas gabungan risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat yang rendah. 
    2 Vouching a Rekonsiliasi Saldo untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa saldo per rekening telah dicatat secara lengkap 
dan benar ke dalam buku besar. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Malakukan Pengujian atas rekonsiliasi rekening yang terkait, termasuk pertukaran posisi atas rekening yang direkonsiliasi 
dan review serta disetujui oleh personel yang bukan petugas pelaksana. 
    7 b Menguji pengendalian atas keaslian dan aksestasi kartu tanda tangan dan arsip alamat surat-menyurat. 
    7 c Menguji pengendalian atas pengiriman rekening koran/surat kepada nasabah. 
    7 d Menguji pengendalian ataspembatasan pada simpanan yang dijaminkan sebagai agunan, rekening yang tidak aktif, atau 
dormant account, dan penerimaan surat. 
    7 e. Menghitung kembali bunga yang dibayar, bunga yang terutang, dan pendapatan jasa pelayanan, dan pengujian atas 
beban bunga dan pendapatan jasa pelayanan selama periode tersebut. 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Pengamatan atau pembuktian adanya pemisahan tugas dan review pengawasan atas aktivitas/transaksi rekening 
karyawan. 
    5 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan tandatangan pada slip penarikan dengan kartu tanda tangan. 
    # b Membandingkan persentase pertumbuhan simpanan selama periode berjalan dengan persentase historis 
    # c Membandingkan rata-rata saldo simpanan selama periode berjalan dengan periode sebelumnya. 
    # d Me-review proporsi komposisi simpanan dari satu periode dengan periode lainnya. 
    # e Membandingkan tingkat bunga simpanan dengan tingkat bunga pasar yang berlaku untuk periode yang sama. 
    #  f Me-review konsentrasi simpanan nasabah untuk periode tertentu. 
j Pinjaman 
Diterima 
1 Konfirmasi a Konfirmasi dengan pemberi pinjaman atas informasi tertentu mencakup seluruh persyaratan, saldo yang belum dibayar, 
akrual utang bunga, pembayaran pokok, dan bunga yang dilakukan sepanjang tahun, penjelasan mengenai barang 
jaminan, dan terjadinya pelanggaran atas persyaratan perjanjian. 
    2 Inspeksi a Membaca berita acara rapat dewan direksi untuk memastikan apakah transaksi keuangan telah disetujui dan sesuai 
dengan kebijakan tertulis. 
    3  b Menelaah dokumen perjanjian formal dan data pendukungnya serta mencocokkannya dengan informasi tertentu pada 
buku pembantu, informasi seperti: 
    3    a. Jenis Pinjaman 
    3    b. Tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga 
    3    c. Jatuh tempo pinjaman. 
    3    d. Jaminan atas Pinjaman 
    3    e. Perubahan kondisi dan persyaratan pinjaman. 
    3    f. Bukti persetujuan otoritas pengawas, jika diperlukan 
    3    g. Keberadaan persyaratan yang membatasi (restrictive covenants) 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    3  c Menelaah persyaratan pinjaman dan menguji apakah bank telah menaati persyaratan tersebut. Menentukan apakah 
pengungkapan telah memadai. 
    3  d Menelaah dan mendapatkan skedul pendukung rinci atas saldo pinjaman diterima. 
    3   e Memeriksa surat-surat utang yang telah dibayar penuh (cancelled notes) 
    3 Perhitungan 
Kembali   
a Menguji apakah transaksi pelunasan pinjaman telah dicatat dengan benar. 
    4 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan beban bunga berdasarkan kelompok pinjaman sebagai persentase dari rata-rata saldo pinjaman selama 
tahun berjalan dengan tingkat bunga yang dinyatakan pada instrumen pinjaman. 
    # b Mengevaluasi kewajaran akrual yang ada pada neraca dan akun lain yang berhubungan (akrual utang bunga, biaya 
penerbitan yang ditangguhkan dan agio serta diskon) dengan melakukan perbandingan ke saldo tahun sebelumnya. 
    #   c Membandingkan beban bunga yang dicatat dan akrual utang bunga dengan pinjaman tercatat untuk memastikan 
kelengkapan saldo pinjaman. 
k Aktivitas Jasa 
Kustodian 
dan Wali 
Amanat 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi terhadap efek yang dikelola oleh kustodian dan harta wali amanat dilakukan oleh petugas yang 
independen. 
  2 Inspeksi a Melakukan pengkajian untuk meyakinkan bahwa semua tugas yang diwajibkan dalam kontrak kustodian dan wali amanat 
yang berlaku telah dilaksanakan. 
  3   b Memeriksa/Mengecek fisik secara berkala terhadap efek yang dikelola oleh kustodian dan harta wali amanat dilakukan 
oleh petugas yang independen. 
  3 Tracing/Penelusu
ran 
a Akun individual dan transaksi antar divisi (pengendalian atas aktivitas) dan akun-akun sementara (suspense) dicatat 
dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu. 
  6 b Menelaah dokumen yang terkait untuk menentukan apakah ada kewajiban kontijensi yang harus diakui dan diungkapkan 
dalam laporan keuangan bank. 
  4 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang)   
a Merekonsiliasi akun individual dan transaksi antar divisi (pengendalian atas aktivitas) dan akun-akun sementara 
(suspense) 
  7 b Merekonsiliasi secara berkala dana nasabah yang disimpan di bank oleh petugas yang independen untuk 
menandatangani cek atau yang dapat mengakses cek yang belum diterbitkan dan catatan lainnya. 
  7 c Merekonsiliasi akun-akun agen (misalnya, deviden, kupon, bond redemption) dilakukan secara berkala. 
  7 d Menguji akun-akun secara independen atau digabungkan dengan pengujian atas operasi kustodian dan wali amanat 
lainnya. 
  5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Adanya pengawasan ganda terhadap pengamatan efek dan harta nasabah yang dikelola oleh wali amanat. 
l Perpajakan 1 Inspeksi a Memperhatikan peraturan yang khusus berlaku untuk industri perbankan dan juga harus memperhatikan peraturan 
perpajakan yang berlaku umum. 
    1 b Pastikan apakah perubahan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan telah secara tepat tercermin pada saldo 
perhitungan akun pajak. 
    1 c Periksa alokasi, pencatatan, dan sumber pendapatan dan beban, apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    1 d Periksa klasifikasi akun dan penjelasannya untuk mengidentifikasi kemungkinan perbedaan pelaporan pajak dengan 
pelaporan komersial seperti cadangan penyisihan atau beban yang tidak diperkenankan. 
    1 e Periksa strategi perencanaan pajak dan asumsi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan tangguhan. 
    1 f Evaluasi kontijensi pajak, perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang diperlukan untuk hal-hal yang tercermin pada 
PSAK No. 57, Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontijensi, dan juga memeriksa dokumen yang 
dikeluarkan pihak pajak untuk menentukan kontijensi pajak. 
    1 g Evaluasi kecukupan pengungkapan perpajakan pada laporan keuangan. 
    2 Inquiry a Dapatkan daftar kewajiban pajak, pelaporan bulanan (SPM) dan tahunan (SPT) 
    2 b Dapatkan rekonsiliasi laba rugi menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak. 
    3 Vouching a Mencocokkan buku besar dan dokumen pendukung dari rekonsiliasi laba rugi dengan penghasilan kena pajak  
    3  b Uji akun pajak pada neraca dan periksa pembayaran dan kredit pajaknya. 
    4 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
a Periksa klasifikasi kerugian yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak. Periksa akumulasi perbedaan temorer, 
ketetapannya dan tes kewajaran atas saldo pajak penghasilan. 
    4 b Periksa ketetapan penghitungan aktiva pajak tangguhan. 
    5 Tracing/Penelusu
ran 
a Periksa utang pajak tahu lalu dan pastikan telah dilakukan pencatatan yang tepat dan periksa pembayarannya pada tahun 
berjalan. 
m Instrumen 
Derivatif 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Inspeksi a Menelaah risalah rapat dari bagian yang bertanggunjawab untuk melaksanakan transaksi derivatif seperti Asset and 
Liability Committee (ALCO) untuk mendapatkan bukti adanya review secara berkala atas aktivitas derivative dan 
kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil. 
  1  b Melakukan tes terhadap dokumentasi hasil korelasi daripada institusi tersebut dan juga menilai apakah institusi telah 
secara tepat membedakan aktivitas lindung nilai (hedging) dari spekulasi (speculation) 
  1  c Melakukan inspeksi terhadap kontrak dan tiket-tiket transaksi terkait untuk dapat memahami sepenuhnya akan ketentuan-
ketentuan kontrak tersebut. 
  2 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
a Membandingkan suatu sample transaksi derivatif dengan kebijakan tertulis Bank. 
  2 b Melakukan pengujian atas pencatatan transaksi derivatif baik dari sudut klasifikasi ataupun harga. 
  2 c Melakukan tes atas pembayaran dan penerimaan kas setelah periode laporan keuangan, penentuan batas tanggal 
rekening koran yang ditujukan untuk kepentingan periode laporan, dan pencarian atas kewajiban-kewajiban yang belum 
dicatat dalam periode laporan tersebut. 
  2 d Melakukan tes apakah kriteria untuk penerapan akuntansi lindung nilai dapat dipenuhi. 
  2 e Melakukan tes untuk memastikan apakah trasaksi tersebut telah diperhitungkan atau dicatat dengan benar. 
  2 f Mengkaji laba yang diakui dalam periode tersebut untuk menilai apakah laba tersebut merupakan laba dari lindung nilai 
yang seharusnya ditangguhkan. 
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Tabel 2.11 Prosedur Audit Bank Konvensional 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
  2 g Melakukan tes terhadap ketepatan matematis daripada pencatatan akuntansi institusi, termasuk amortisasi laba dan rugi 
yang ditangguhkan pada instrumen keuangan yang diperlakukan sebagai alat lindung dan juga pada income yang belum 
seharusnya diterima/dicatat. 
  2 h Mengkaji pendukung sebuah transksi yang sudah selesai untuk memastikan apakah transaksi tersebut sudah dicatat 
secara tepat untuk periode yang bersangkutan. 
  2 i Memastikan perhitungan dan rates yang digunakan dalam realisasi laba dan rugi dalam periode yang bersangkutan 
    2 j Mengkaji ekposur terhadap individual counterparty dan menimbang keperluan untuk mengevaluasi risiko kredit individuall 
serta mengkaji posisi likuiditas secara keseluruhan. 
    3 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Memakai tenaga ahli dalam menaksir nilai wajar estimasi sebuah institusi atau model perhitungan terkait. 
    4 Inquiry a Selain Mendapatkan Representasi dari manajemen dari yang bertanggungjawab tehadap perusahaan dan laporan 
keuangan, dapat dipertimbangkan juga untuk mendapatkan representasi dari orang yang bertanggungjawab untuk 
aktivitas derivatif. 
    5 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga untuk menguji adanya transaksi derivatif yang tidak dicatat. 
    5  b Melakukan konfirmasi untuk mendukung asersi laporan keuangan eksistensi, occurrence, hak dan kewajiban, 
kelengkapan. 
    6 Inquiry a Memperoleh pengertian mengenai tujuan manajemen dalam transaksi-transaksi derivatif yang dilakukan. 
    7 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Pengkajian kontrak untuk mendukung asersi laporan keuangan eksistensi, occurrence, kelengkapan, penilaian dan 
pengukuran (valuation and measurement) 
n Pengendalian 
umum 
komputer 
1 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Pemeriksaan security setting pada sistem operasi yang digunakan melalui penggunaan sript. 
  # b Pengujian kualitas password untuk administrator dan privilege user melalui penggunaan alat bantu (tool) untuk 
menjalankan brute force attack. 
    #   c Pemeriksaan account atau user ID yang sudah tidak pernah atau jarang digunakan melalui penggunaan scirpt. 
Sumber : Diolah sendiri, Berdasarkan PABK 2003 
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2.6.2 Prosedur Audit Bank Syariah 
Dalam buku Pedoman Audit Industri Khusus “Panduan Audit Bank Syariah 2005” yang dikeluarkan oleh IAI-KAP, dijelaskan juga 
prosedur audit bank syariah berdasarkan objek/akun yang diaudit oleh auditor independen, yang penulis rangkum dalam tabel berikut: 
Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
a Kas 1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menghitung jumlah kas dan mencocokkan dengan saldo pencatatan teller, kas, khasanah, dan ATM. 
    2 Inspeksi a Melakukan inspeksi atas rekonsiliasi kas untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan dan di-review secara teratur. 
        b Me-review ikhtisar selisih kas. 
    3 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang  
a Menguji dokumen penghitungan yang dilakukan secara mendadak atas kas pada teller, khasanah, ATM dan kas lainnya 
untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan secara teratur sesuai kebijakan bank. 
      b Melakukan pengujian atas rekonsiliasi kas untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan dan di-review secara teratur. 
      c Menguji ketepatan matematis saldo pencatatan pada teller, kas khasanah, dan ATM. 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan observasi atas kecukupan pemisahan tugas dengan penanganan dan rekonsiliasi kas. 
b Giro pada 
Bank 
Indonesia dan 
Giro pada 
Bank Lain 
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo tercatat. 
  2 Inspeksi a Melakukan review atas komposisi rekening sementara (suspense accounts), terutama untuk unsur rekonsiliasi yang sering 
timbul dan untuk jangka waktu yang lama, dan unsur-unsur rekonsiliasi yang belum diselesaikan dalam waktu yang 
panjang. 
      b Melakukan review atas pisah batas transfer antar bank. 
      c Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank korespondensi untuk menguji kecukupan penyisihan kerugian. 
      d Me-review kepatuhan pada peraturan Bank Indonesia yang terkait. 
  3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang)  
 
a Menguji rekonsiliasi antara saldo tercatat bank dengan rekening koran Bank Indonesia dan bank lain. 
    b Mengecek kelayakan untuk saling hapus buku antara akun aktiva dan pasiva dari atau pada bank lain. 
    c Mengecek keakurasian penggunaan kurs pada tanggal neraca. 
    d Mengecek ketetapan pencatatan atas pendapatan dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan perbankan syariah. 
  4 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
a Mengidentifikasikan dan menelaah pertimbangan manajemen atas giro pada bank konvensional dan dapatkan 
pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariah atas hal tersebut. 
c Penempatan 
pada Bank 
Lain 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasi saldo penempatan pada bank lain. 
  2 Inspeksi a Me-review  reputasi dan kondisi keuangan bank koresponden 
      b Me-review kecukupan penyisihan  penghapusan 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    3 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
a Menguji kelayakan untuk sailing hapus buku antara akun  aktiva dan kewajiban dari/pada bank lain. 
      b Menguji keabsahan transaksi dengan antara lain meneliti keabsahan tanda tangan para pihak yang mewakili masing-
masing bank pemberi dan penerima penempatan. 
      c Predictive test atas pendapatan bagi hasil yang diterima. 
d Surat-Surat 
Berharga 
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi kepada Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh keyakinan bahwa transaksi surat berharga 
telah mengikuti Prinsip Syariah. 
        b Konfirmasi dengan penerbit (issuer) 
        c Konfirmasi dengan custodian 
        d Konfirmasi dengan pialang mengenai transaksi yang belum diselesaikan 
        e Konfirmasi dengan pihak imbangan (counterparty) 
    2 Inspeksi a Inspeksi Fisik 
        b Mempelajari notulen rapat dari direksi dan atau dewan komisaris sebagai bukti bahwa direksi dan/atau dewan komisaris 
telah melakukan review secara berkala atas kesesuaian transaksi surat berharga dan investasi dengan kebijakan investasi 
bank 
        c Membaca perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis 
        d Melakukan evaluasi apakah manajemen telah mempertimbangkan kemungkinan adanya penurunan nilai investasi yang 
tidak bersifat sementara dan keputusan manajemen atas adanya kondisi penurunan nilai yang sementara atau permanen 
dan mengevaluasi kondisinya. 
    3 Vouching a Memperhatikan apakah fisik surat berharga sesuai dengan catatan perusahaan 
        b Melakukan pengujian transaksi pembelian dan penjualan yang tercatat (termasuk pencatatan transaksi rugi laba dan 
transaksi amortisasi premium) dengan bukti pendukung pembelian atau penjualan yang didapat dari pialang. 
    4 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
  
  
  
  
  
a Melakukan pengujian apakah sensitivity analysis terhadap nilai tukar sebelum dilakukan  pembelian surat berharga (dalam 
valuta asing) sudah dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan investasi 
      b Melakukan pengujian apakah transaksi surat berharga telah diotorisasi dan dilakukan melalui broker yang telah diotorisasi 
      c Melakukan pengujian dokumen untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan portofolio surat 
berharga (termasuk penurunan nilai) dimonitor secara berkala 
      d Melakukan pengujian atas transaksi pembelian surat berharga, termasuk menentukan apakah transaksi tersebut telah 
diklasifikasikan dan dicatat secara tepat 
      e Mengambil sampel untuk menghitung ulang keuntungan atau kerugian penjualan 
      f Melakukan pengujian atas proses rekonsiliasi. Auditor independen dapat melakukan pengujian apakah perbedaan yang 
terjadi diinvestigasi, diselesaikan, dan disetujui oleh orang yang diberi otoritas 
      g Melakukan Kajian dan pengujian atas proses yang digunakan manajemen dalam melakukan estimasi untuk mengevaluasi 
keputusan manajemen atas adanya penurunan nilai yang sementara atau permanen 
      h Melakukan Ekspektasi independen atas estimasi tersebut untuk mengevaluasi keputusan manajemen atas adanya 
penurunan nilai yang sementara atau permanen 
      i Melakukan Kajian subsequent transaction pada saat melakukan pekerjaan lapangan untuk mengevaluasi keputusan 
manajemen atas adanya penurunan nilai yang sementara atau permanen 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    5 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
  
a Melakukan prosedur inquiry untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan portofolio surat berharga 
(termasuk penurunan nilai) dimonitor secara berkala. 
      b Memperoleh representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan entitas telah mngklasifikasikan surat berharga yang 
dimilikinya, sesuai tujuan dan kemampuan manajemen untuk memiliki surat berharga tersebut hingga jatuh tempo. 
      c Mempertimbangkan untuk memperoleh catatan yang menunjukkan mutasi surat berharga yaitu saldo awal, tambahan, 
penjualan, pembayaran pokok, pembayaran kembali, dan saldo akhir. 
    6 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Melakukan Perbandingan antara realisasi pendapatan bagi hasil pada tahun ini dengan tahun lalu. 
      b Melakukan review catatan buku tambahan surat berharga untuk mengetahui perubahan komposisi investasi yang dapat 
digunakan dalam mengembangkan ekspektasi hasil investasi. 
        c Melakukan Perhitungan hasil rata-rata untuk tiap jenis investasi secara bulanan atau kuartalan dan membandingkan 
hasilnya dengan perjanjian atau hasil efektif; dan 
        d Melakukan Pebandingan antara hasil tahun berjalan dengan hasil yang diekspektasi dalam tahun berjalan atau periode 
sebelumnya. 
e Piutang atau 
Pembiayaan 
yang 
Diberikan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi Piutang atau Pembiayaan yang diberikan dan konfirmasi keberadaan atau kepemilikan dokumen 
(berkas piutang atau pembiayaan) jika berada di tangan pengacara atau beberapa pihak ketiga. 
      b Meminta konfirmasi agunan yang tidak dipegang oleh nasabah. 
  2 Inspeksi a Memeriksa dokumen piutang atau pembiayaan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur piutang atau 
pembiayaan telah dilaksanakan. 
      b Menelaah laporan internal audit loan review, dan laporan audit piutang atau pembiayaan untuk mengidentifikasi 
kelemahan pengendalian internal. 
      c Melaksanakan review atas laporan tunggakan (delinquency report) untuk melihat apakah bank telah menindaklanjuti 
tunggakan-tunggakan yang ada sesuai dengan kebijakan piutang atau pembiayaan yang berpotensi bermasalah secara 
tepat waktu. 
      d  Me-review laporan konsentrasi piutang atau pembiayaan dan laporan piutang atau pembiayaan kepada pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa. 
      e Mempertimbankan untuk menguji keberadaan fisik agunan yang dikuasai oleh bank dan yang berada di pihak nasabah, 
misalnya tanah, gedung, kendaraan, persediaan. 
      f Memeriksa agunan yang tidak dipegang oleh nasabah. 
      g Membaca laporan keuangan dan bukti lain dari kondisi keuangan penjamin dan mempertimbangkan pengalaman masa 
lalu lembaga dengan memberikan jaminan untuk mempertimbangkan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif. 
      h Mencari bukti persetujuan oleh dewan direksi atau komite pembiayaan seperti yang tertera pada kebijakan tertulis 
pemberian piutang atau pembiayaan. 
      i Mengevaluasi apakah restrukturisasi piutang atau pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 
untuk mengidentifikasi restrukturisasi piutang atau pembiayaan bermasalah. 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 
  
  
  
  
  
  
  
Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
  
  
  
a Menguji proses rekonsiliasi. Hal ini mungkin termasuk aktivitas rutin seperti rekonsiliasi antar buku pembantu dengan buku 
besar. 
  b Menguji keakuratan atas laporan tunggakan (delinquency report. 
  c Mengecek keakuratan laporan konsentrasi piutang atau pembiayaan dan laporan piutang atau pembiayaan kepada pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa. 
  d Melaksanakan pengujian yang terinci atas pencatatan pencarian piutang atau pembiayaan, penerimaan kas, dan 
perubahan pada rincian piutang atau pembiayaan, seperti pemberian potongan piutang (muqasah). 
  e Merekosiliasikan saldo akhir dengan trial balance, buku besar, dan catatan tambahan 
  f Menguji reconciling item yang signifikan 
  g Melakukan perhitungan ulang atas jumlah akrual untuk nasabah 
  h Menguji pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan dengan menghitung ulang jumlah akrual menggunakan teknik 
informasi dibantu teknik audit, perkiraan individu, prosedur analitis, atau beberapa kombinasi daripadanya. 
  4 /Inquiry a Mendapatkan daftar nominatif piutang atau pembiayaan dan perkiraan yang saling terkait (pendapatan margin murabahah 
ditangguhkan, dan pendapatan margin murabahah jatuh tempo, piutang pendapatan bagi hasil yang belum diterima) 
  5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Mengamati atau memperoleh bukti bahwa adanya suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka yang menyetujui, 
mengeluarkan, mencatat, dan merekonsiliasi piutang atau pembiayaan; dan 
  6 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
  
  
  
  
  
a Melakukan analisa dan evaluasi perubahan komposisi disetiap jenis piutang atau pembiayaan yang ada dalam portofolio 
piutang atau pembiayaan bank. 
    b Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan antara laporan aging di tahun/periode berjalan. 
    c Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan antara jumlah piutang atau pembiayaan yang diberikan per bulan dengan 
jumlah piutang atau pembiayaan yang diberikan pada tahun lalu. 
    d Melakukan analisa dan evaluasi penghasilan tahun ini dibandingkan dengan anggaran dan penghasilan tahun lalu. 
    e Melakukan analisa dan evaluasi saldo piutang atau pembiayaan rata-rata pada tahun berjalan dibandingkan dengan saldo 
piutang atau pembiayaan rata-rata pada tahun lalu, untuk setiap jenis piutang atau pembiayaan. 
    f Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan hasil (yield) piutang atau pembiayaan dengan yield di lembaga keuangan 
lainnya 
    g Melakukan analisa dan evaluasi rata-rata yield yang dihasilkan untuk setiap jenis putang atau pembiayaan pada setiap 
bulan atau tiga bulanan. 
  7 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Menstratifikasi pembiayaan yang diberikan berdasarkan jenis pembiayaan dan mengakumulasikan jumlah baki debet. 
    b Menstratifikasi rata-rata tertimbang marjin/bagi hasil. 
    c Menghitung rata-rata tertimbang marjin/bagi hasil. 
    d Melaporkan duplikasi nomor pembiayaan. 
    e Melaporkan nilai baki debet negatif. 
    f Melaporkan pembiayaan dengan kolektibitas tertentu yang nilai taksasi agunanannya tidak memenuhi persyaratan. 
    g Melaporakan pembiayaan yang diberikan kepada obligor tertentu. 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
    h Melakukan CMA (Cumulative Monetary Amount) Sampling untuk prosedur konfirmasi. Sample dipilih secara statistik 
dengan menggunakan suatuk teknik  yang disebut cumulative monetary selection technique. Metode ini dapat dilakukan 
secara manual tetapi lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan menggunakan file interrogation software, misalnya 
ACL. 
    i Melaporkan pembiayaan yang mendapatkan perlakuan "haircut". 
  Pengelolaan 
kartu 
Pembiayaan 
8 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Mengidentifikasi dan melaporkan akun yang mengalami keterlambatan pembayaran. 
    b Melaporkan akun dengan baki debet di atas plafon pembiayaan. 
    c Menghitung dan memverifikasi marjin/bagi hasil yang dibebankan pada bulan berjalan. 
f Qardh 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi qardh jika diperlukan 
  2 Inspeksi a Memeriksa dokumen qardh untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur qardh telah dilaksanakan. 
      b Menelaah laporan internal audit loan review, dan laporan pemeriksaan qardh untuk mengidentifikasi kelemahan-
kelamahan pengendalian intern. 
      c Memeriksa dokumen qardh untuk  
        1. menguji keberadaan fisik agunan yang dikuasai oleh bank (apabila ada) atas qardh dan aset qardh yang berada di 
pihak nasabah (jika ada) apakah dalam keadaan baik dan telah sesuai dengan nilai yang tercatat pada pembukuan bank 
        2. mempertimbankan tujuan audit tentang Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Aktiva Produktif. 
        3. memastikan adanya persetujuan dewan direksi atau komite khusus seperti yang tertera pada kebijakan tertulis 
pemberian qardh. 
  3 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji proses rekonsiliasi. Hal ini mungkin termasuk aktivitas rutin seperti rekosiliasi antara buku pembantu dengan buku 
besar. Auditor independen harus menguji apakah selisih rekonsiliasi telah ditindaklanjuti dengan benar dan desesuaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan dan apakah rekonsiliasi tersebut telah di-review dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang. 
    b Menguji keakuratan dan melaksanakan review atas laporan tunggakan (delinquency report) untuk melihat apakah bank 
telah menindaklanjuti tunggakan yang ada sesuai dengan kebijakan qardh dan apakah sistem dapat mengindifikasi qardh 
yang berpotensi bermasalah secara tepat waktu. 
    c Mengecek keakuratan dan mereview laporan konsentrasi qardh dan laporan qardh kepada pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. 
    d Melakukan verifikasi rinci atas pencatatan pencairan qardh, penerimaan kas, dan perubahan pada rincian qardh. 
  4 Permintaan 
Keterangan 
a Harus mendapatkan daftar normative qardh dan perkiraan yang saling terkait antara lain fee administrasi yang sudah 
ditetapkan. 
  5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Mengamati dan memperoleh bukti bahwa adanya suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka yang menyetujui, 
mengeluarkan, mencatat, dan merekonsiliasi qardh. 
  6 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Melakukan analisa dan evaluasi perubahan komposisi disetiap jenis qardh yang ada di portofolio qardh 
    b Melakukan analisa dan evaluasi imbalan qardh tahun ini dibandingkan dengan imbalan qardh tahun lalu. 
    c Melakukan analisa dan evaluasi saldo qardh rata-rata pada tahun berjalan dibandingkan dengan saldo qardh rata-rata 
pada tahun lalu, untuk setiap jenis qardh. 
    d Melakukan analisa dan evaluasi rata-rata imbalan yang dihasilkan untuk qardh pada setiap bulan atau tiga bulanan. 
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OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
g Ijarah 1 Konfirmasi a Melakukan  bkonfirmasi ijarah jika diperlukan 
    2 Inspeksi a Memeriksa dokumen ijarah untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur ijarah telah dilaksanakan, contohnya, untuk 
menguji apakah ijarah telah disetujui oleh pejabat atau komite yang berwenang sehubungan dengan kebijakan ijarah, 
apakah pegawasan ijarah telah dilaksanakan, apakah prosedur untuk memperoleh semua dokumen ijarah yang diinginkan 
dapat dijalankan, apakah informasi dicatat dalam sistem pengolahan data digunakan bagi pelaporan manajemen telah diuji 
oleh personil yang independen dan akurat. 
        b Menelaah laporan internal audit atas penempatan dana khususnya dalam bentuk ijarah untuk mengidentifikasi kelemahan 
pengendalian intern. 
        c Memeriksa dokumen ijarah 
        d Mengidentifikasi restrukturisasi ijarah bermasalah dan mengevaluasi apakah restrukturisasi tersebut telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia. 
    3 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
  
  
  
a Menguji proses rekonsiliasi. Hal ini mungkin termasuk aktivitas rutin seperti rekonsiliasi antara buku pembantu dengan 
buku besar. Auditor independen harus menguji apakah selisih rekonsiliasi telah ditindaklanjuti dengan benar dan 
diselesaikan  dalam waktu yang telah ditentukan dan apakah rekonsiliasi tersebut telah di-review dan disetujui oleh pihak 
yang berwenang. 
      b Menguji keakuratan dan melaksanakan review atas laporan tunggakan (delinquency report) untuk melihat apakah bank 
telah menindaklanjuti tunggakan yang ada sesuai dengan kebijakan ijarah dan apakah sistem dapat mengidentifikasi ijarah 
yang berpotensi bermasalah secara tepat waktu. 
      c Mengecek keakuratan dan me-review laporan konsentrasi ijarah dan laporan ijarah kepada pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. 
      d Merekonsiliasikan saldo akhir dengan trial balance, buku besar, dan catatan tambahan 
      e Harus menguji reconciling item yang signifikan. 
      f Melakukan perhitungan ulang atas jumlah akrual untuk perkiraan individu untuk menguji pendapatan ijarah yang masih 
harus diterima. 
    4 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Ket./Inquiry 
a Harus mendapatkan daftar nominatif ijarah dan perkiraan yang saling terkait (rincian ijarah: jenis aktiva, harga perolehan 
aktiva ijarah, nilai bersih aktiva ijarah, pendapatan ijarah yang akan diterima, besarnya tunggakan sewa, kolektibitas dan 
PKAP Ijarah). 
    5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Mengamati atau memperoleh bukti bahwa adanya suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka yang menyetujui, 
mengeluarkan, mencatat, dan merekonsiliasi ijarah. 
    6 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
  
  
  
a Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan antara jumlah ijarah yang diberikan perbulan dengan jumlah ijarah yang 
diberikan pada tahun lalu. 
      b Melakukan analisa dan evaluasi penghasilan tahun ini dibandingkan dengan anggaran dan penghasilan tahun lalu. 
      c Melakukan analisa dan evaluasi saldo ijarah rata-rata pada tahun berjalan dibandingkan dengan saldo ijarah rata-rata 
pada tahun lalu, untuk setiap jenis ijarah. 
      d Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan hasil (yield) ijarah dengan yield sewa yang ada di lembaga keuangan 
lainnya (perusahaan leasing). 
      e Melakukan analisa dan evaluasi rata-rata yield yang dihasilkan untuk setiap jenis ijarah pada setiap bulan atau tiga 
bulanan. 
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OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
h Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Aktiva 
Produktif 
(PKAP) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan keberadaan dan persyaratan atas partisipasi dalam jumlah besar (dibeli, dijual atau kedua-duanya) 
dengan nasabah dan bank yang bertindak sebagai leader (untuk kredit pembiayaan bersama dan kredit yang dibeli) 
  2 Inspeksi a Me-review dan menguji proses yang digunakan oleh manajemen untuk membentuk PKAP. 
      b Me-review atas kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca sebelum menyelesaikan pekerjaan lapangan. 
      c Mengidentifikasikan apakah ada pengendalian terhadap penyiapan atas estimasi PKAP dan terhadap data pendukung 
yang berkaitan yang dapat berguna dalam mengevaluasi kecukupan penyisihan dan pengujian atas pengendalian internal. 
      d Indentifikasi atas sumber data dan faktor-faktor lain yang digunakan manajemen dalam membentuk asumsi-asumsi dan 
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dipengujian audit lainnya, pertimbangan apakah data dan faktor-faktor tersebut 
relevan, dapat diandalkan, dan mencukupi dalam menentukan penyisihan. 
      e Mempertimbangkan apakah ada tambahan faktor utama atau pilihan-pilihan asumsi tentang faktor tersebut. 
      f Mengevaluasi apakah asumsi-asumsi tersebut konsisten satu dengan yang lainnya, data pendukung, relevan data historis, 
dan data industri. 
      g Menganalisa data historis yang digunakan dalam mengembangkan asumsi-asumsi untuk menaksir apakah data dapat 
dibandingkan dan konsisten dengan data periode dimana audit dilakukan, dan menimbang apakah data tersebut cukup 
dapat diandalkan untuk penentuan penyisihan. 
      h Me-review ketersediaan dokumentasi dari asumsi yang digunakan dalam mengembangkan PKAP dan dapatkan 
pemahaman atas rencana dan tujuan bank, dan hubungannya antar asumsi. 
      i Mengidentifikasi penempatan dana yang mengandung risiko penempatan dana yang tinggi atau eksposur dan konsentrasi 
yang signifikan lainnya dari sumber-sumber yang harus dipertimbankan auditor independen: 
        1. Laporan pemeriksaan terakhir dari pihak yang berwenang (Bank Sentral). 
        2. Daftar-daftar yang dihasilkan secara internal 
        3. Laporan manajemen tentang total penempatan dana berdasarkan nasabah. 
        4. Laporan pengalaman rugi historis berdasarkan tipe penempatan dana atau tingkat risiko. 
        5. Review atas penempatan dana, yang seharusnya mengindentifikasi apakah terdapat kekurangan data keuangan yang 
terakhir dari nasabah dan penjamin atau data penilaian dan penempatan dana yang sering diperpanjang. 
        6. Dokumentasi penempatan dana dan compliance exception reports. 
        7. Notulen atas komite penempatan dana 
        8. Jawaban manaemen tentang pengalaman dan tingkat pergantian petugas penempatan dana. 
        9. Laporan dari fungsi independen review penempatan dana dan internal audit. 
        10. Kebijakan penempatan dana dari bank, terutama jika ada perubahan terakhir terhadap kebijakan. 
      j Memilih dan melakukan review secara detail terhadap sejumlah kredit bermasalah dan diikutkan dalam berkas loan 
review, yang umumnya auditor menyiapkan kertas kerja atau memoranda lainnya yang mendokumentasikan prosedur 
yang dilakukan dan mengikhtisarkan kesimpulan yang diambil. 
      k Untuk proses review individual atas kredit, auditor independen melakukan proses review atas analisa bank terhadap 
sumber keuangan nasabah, likuiditas dan aliran kas dimasa datang, dan prediksi keuangan lainnya, terutama untuk kredit 
yang tidak dijamin yang pembayarannya tergantung pada kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan dari 
kegiatan operasionalnya. 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
        l Mengevaluasi kepemilikan jaminan dalam bentuk agunan untuk menentukan apakah agunan tersebut telah diikat dan 
didukung oleh dokumen legal yang memadai, dan melakukan review atas kelayakan dari penilaian agunan oleh bank 
dengan mengacu kepada harga padar atau sumber-sumber lain yang berhubungan (seperti laporan penilai spesialis) serta 
menguji keberadaan agunan. 
        m Untuk proses kredit dengan personel gurantee, dapat dilakukan review semata-mata terhadap kemampuan nasabah untuk 
membayar, tetapi jika hasil review mengindikasikan bahwa penjamin dapat menjadi sumber pembayaran kembali, 
harusnya melakukan review atas laporan keuangan atau informasi yang berhubungan lainnya mengenai penjamin seolah-
olah penjamin merupakan nasabah. Serta mempertimbangkan dan mengevaluasi praktek bank dalam mendapatkan 
garansi, mungkin dengan konsultan hukum, kekuatan hukum dari garansi tersebut. 
        o Melakukan proses review atas dokumentasi berkas kredit yang berkait, baik kredit denga pembiayaan bersama dan kredit 
lainnya. 
    3 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji proses yang digunakan oleh manajemen untuk membentuk PKAP. 
      b Membentuk estimasi PKAP secara independen untuk menguatkan kewajaran atas PKAP. 
      c Uji perhitungan yang dibuat oleh manajemen dengan memasukkan asumsi-asumsi dan faktor-faktor utama ke dalam 
perhitungan PKAP 
      d Melakukan pengujian untuk menentukan bahwa penempatan dana dikategorikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 
dan diklasifikasikan sesuai dengan sistem sistem loan review bank (pengujian rinci harus berpusat pada dokumen-
dokumen yang relevan terhadap metodologi bank. 
        e Menguji dan menelaah secara umum ketaatan institusi pada kebijakan penghapusan dan kebijakan non-akrual dan 
menguji kelengkapan dan akurasi data dan laporan historis, seperti laporan penempatan dana bermasalah,yang 
dipergunakan dalam mengestimasi PKAP tersebut (Kelompok Besar Penempatan Dana). 
        f Menguji kelayakan dari kerugian dan pemullihan secara rinci (detail testing) 
    4 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
a Mendiskusikan status dan latar belakang dari kredit yang sedang dilakukan proses review dengan petugas kredit dan staf 
loan review yang bertanggungjawab. 
      b Jika informasi keuangan untuk kredit tidak memadai, auditor independen dapat mendiskusikannya dengan pejabat yang 
bersangkutan. 
    5 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
  
a Membandingkan penghapusbukuan periode ini dengan estimasi kerugian periode sebelumnya dalam menentukan 
keandalan estimasi periode sebelumnya. 
      b Mempertimbangkan apakah perubahan-perubahan dalam bisnis atau industri dapat menyebabkan adanya faktor-faktor 
lain yang mungkin menjadi signifikan untuk dijadikan asumsi. 
      c Menentukan kecukupan penyisihan menggunakan statistik untuk membandingkan pos laporan rugi laba terkait, tingkat 
kerugian bersih, tingkat kredit dengan kualitas yang kurang lancar dan kategori kredit lainnya, pengalaman masa lampau, 
dan hasil dari bank sebanding. dan memusatkan perhatian terhadap kecukupan PKAP sesuai ketentuan yang berlaku, 
karena kegagalan dalam menjaga kecukupan PKAP dapat dianggap sebagai praktek perbankan yang tidak sehat. 
        d Mempertimbangkan apakah estimasi manajemen atas PKAP dapat diterima secara wajar dalam hubungannya dengan 
laporan keuangan secara keseluruhan. 
        e Memperhatikan pengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan penyesuaian terhadap PKAP terhadap modal 
atau rasio lainnya. 
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OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
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    6 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Menggunakan Pekerjaan Spesialis untuk mengevaluasi kolektibitas penempatan dana secar tepat, karena auditor 
independen mungkin membutuhkan informasi-informasi diluar pengalamannya. Contohnya seorang spesialis untuk 
penempatan dana dibidang cadangan minyak dan gas, dan seorang appraiser aset dan usaha atau saham. 
i Persediaan 1 Konfirmasi a Melakukan Pengujian atas nilai terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. 
        b Melakukan pengujian atas kecukupan penyisihan persediaan yang usang. 
        c Melakukan pengujian menggunakan metode sampling atas nilai wajar terhadap akad pembelian 
    2 Inspeksi a Meneliti adanya persediaan jenis barang yang sukar dijual (slow moving inventory) 
        b Melakukan penelitian adanya kemungkinan persediaan barang dijadikan jaminan atas utang bank syariah kepada bank 
atau pihak lain. 
    3 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
a Melakukan Pengujian atas nilai terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. 
      b Melakukan pengujian atas kecukupan penyisihan persediaan yang usang. 
      c Melakukan pengujian menggunakan metode sampling atas nilai wajar terhadap akad pembelian 
      d Mekonsolidasi penyertaan bila memenuhi kriteria konsolidasi, bila penyertaan tidak dikonsolidasi harus ditentukan apakah 
akan dicatat dengan metode biaya atau metode ekuitas. 
      e Menentukan penurunan nilai penyertaan apakah bersifat permanen atau sementara yang dipengaruhi oleh pengetahuan 
dan pengalaman mengenai kejadian masa lampau, kini dan masa datang. Penyertaan yang bersifat sementara dibukukan 
sebagai pengurang nilai investasi, sementara yang bersifat permanen harus menilai apakah manajemen telah memper-
timbangkan faktor-faktor yang mengidikasikan kondisi itu. 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan Pengamatan atas penghitungan persediaan barang yang dilakukan bank syariah. 
j Penyertaan 1 Konfirmasi a Konfirmasi dengan investee atau penerbit 
        b Konfirmasi dengan custodian 
    2 Inspeksi a Melakukan Inpeksi fisik 
        b Membaca perjanjian kemitraan atau perjanjian sejenis 
    3 Permintaan 
Keterangan 
a Mendapatkan laporan keuangan terakhir investee. 
k Agunan yang 
Diambil Alih 
1 Inspeksi a Memperoleh dan mengevaluasi bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung estimasi akuntansi signifikan dalam 
audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, 
untuk memperoleh pemahaman bagaiman manajemen membuat estimasi, memusatkan faktor dan asumsi kunci yang 
digunakan, dan mengevaluasi kewajaran estimasi tersebut. 
        b Melakukan review atas agunan yang diambilalih untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai permanen 
dari agunan yang diambilalih setelah pengambilalihan, pada setiap tanggal neraca. 
        c Mengevaluasi hubungan penilai independen dengan bank (jika ada) 
        d Memastikan bahwa penjualan agunan yang diambil alih telah dilakukan sesuai prosedur yang benar. 
        e Mengevaluasi data penilaian yang dilakukan secara intern bank, jika tanpa menggunakan jasa penilai independen. 
    2 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang  
a Melakukan pengujian ketetapan perhitungan keuntungan dan kerugian penjualan agunan yang diambil alih. 
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    3 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Memperoleh bukti tentang nilai wajar agunan yang diambil alih dengan bank menggunakan penilai independen, yang 
merupakan bukti audit yang dapat diterima untuk mengevaluasi asersi laporan keuangan yang material. 
      b Meminta penilai independen untuk menguji kembali penilaian yang telah dilakukan oleh internal bank jika tidak 
menggunakan jasa penilai independen. 
l Dana Wadiah 1 Konfirmasi a Melakukan Konfirmasi bahwa tanda terima telah dikembalikan atas surat/pesan yang dikirim keluar. 
        b Melakukan konfirmasi dengan nasabah dengan memasukkan rekening aktif, rekening tidak aktif, dormant account dan 
rekening yang sudah ditutup selama periode berjalan dalam populasi yang digunakan. 
    2 Inspeksi a Melakukan perbandingan tandatangan slip penarikan dengan tanda tangan. 
    3 Vouching a Pencatatan dan pelaporan aktivitas penggunaan kartu ATM dan Islamic Card, benar-benar atas transaksi mutasi rekening 
yang dilakukan nasabah. 
    4 Tracing/ 
Penelusuran 
a Saldo rekening telah dicatat secara lengkap dan benar dalam buku besar 
      b Menenliti penjelasan atas rekening yang direkonsiliasi (seperti jumlah yang dikembalikan, yang disesuaikan, yang 
dipertahankan, cerukan, dan biaya jasa) untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian atas nilai yang dicatat. 
    5 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
  
  
  
a Melakukan pengujian rekonsiliasi rekening yang terkait, termasuk pertukaran posisi rekening yang direkonsiliasi dan di-
review serta disetujui oleh personil yang bukan petugas pelaksana. 
      b Melakukan pengujian pengendalian keaslian dan aksestasi kartu tandatangan dan arsip alamat surat menyurat. 
      c Melakukan pengujian pegendalian pengiriman rekening koran/surat kepada nasabah. 
      d Melakukan pengujian pengendalian pembatasan pada dana wadiah yang dijaminkan sebagai agunan, rekening yang tidak 
aktif atau dormant account, dan penerimaan surat.  
      e Melakukan pengujian atas prosedur otorisasi dan verifikasi. 
      f Melakukan pengujian nomor urut transfer keluar dan masuk 
      g Melakukan Rekonsiliasi Saldo Giro Bank Indonesia (harian) atau saldo kliring untuk perlakuan selisih rekonsiliasi yang di-
review dan ditinjau oleh pengawas. 
      h Melakukan pengujian atas rekonsiliasi antara buku besar dengan saldo per rekening. 
    6 Inquiry a Melakukan Prosedur indentifkasi dan verifikasi EFT dengan bank koresponden 
    7 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan pengamatan atau pembuktian adanya pemisahan tugas dan review pengawasan aktifitas/transaksi rekening 
karyawan. 
        b Melakukan pengamatan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan aksestasi. 
    8 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
  
  
   
a Membandingkan saldo dan jumlah rupiah yang dikirim dan diterima melalui EFT  (Elelectronic Fund Transfer), dengan 
ikhtisar/resume yang diterima dari Bank Indonesia setiap hari. 
      b Membandingkan persentase pertumbuhan dana wadiah selama periode berjalan dengan persentase historis. 
      c Membandingkan rata-rata saldo dana wadiah selama periode berjalan dengan periode sebelumnya. 
      d Me-review proporsi komposisi dan wadiah dari satu periode dengan periode lainnya  
      e  Membandingkan jumlah dan persentase rasio rekening yang sudah tidak aktif terhadap jumlah keseluruhan dana wadiah 
dengan periode sebelumnya. 
      f Me-review dana wadiah untuk periode tertentu. 
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m Kewajiban 1 Konfirmasi a Melakukan Konfirmasi untuk pembiayaan yang diterima dari Bank Indonesia, pembiayaan dari bank lain dan pinjaman 
qardh mengenai antara lain jumlah kewajiban dan jatuh tempo. 
    2 Inspeksi a Memeriksa titipan dana sosial yang berasal dari penerimaan dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip 
syariah, seperti penerimaan dari jasa giro bank konvensional dan penerimaan dari denda-denda keterlambatan 
pembiayaan. 
        b Menelaah persyaratan pinjaman dan menguji apakah bank telah menaati persyaratan tersebut. Menentukan apakah 
pengungkapan telah memadai. 
        c Membaca berita acara rapat dewan direksi untuk memastikan apakah transaksi keuangan telah disetujui dan sesuai 
dengan kebijakan tertulis. 
    3 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang  
a Jika bank mempunyai aktiva dimana arus kas yang dihasilkan digunakan untuk membayar kewajiban tertentu bank 
tersebut, menguji apakah transaksi tersebut merupakan pelunasan yang lebih rendah dan apakah telah dicatat dengan 
benar. 
    4 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
  
  
  
a Menganalisa jadwal jatuh tempo untuk setiap akun dalam kelompok kewajiban untuk mempertimbangkan likuiditas bank 
dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
      b Membandingkan daftar akun-akun dalam kelompok kewajiban dengan akun-akun yang sama pada periode sebelumnya, 
dan lakukan penyelidikan terhadap perubahan-perubahan yang tidak diharapkan. 
      c Membandingkan beban bunga yang dicatat dan akrual hutang bunga dengan pinjaman tercatat untuk memastikan 
kelengkapan saldo pinjaman. 
      d Mendapatkan skedul pendukung rinci atas saldo akun-akun neraca tahun lalu dan tahun berjalan. Mencocokkan saldo 
tahun lalu dengan kertas kerjanya dan neraca tahun berjalan dengan buku besar. Menelaah kewajaran aktivitas tersebut. 
n Dana 
Investasi tidak 
Terikat (Dana 
Investasi 
Mudharabah 
Muthalaqah) 
dan Surat 
Berharga 
yang 
Diterbitkan 
Bank 
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi atas saldo dana investasi tidak terikat (ekuitas investor tidak terikat) 
  2 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
a Menguji apakah bank telah menaati persyaratan tersebut, dan menentukan apakah pengungkapan telah memadai. 
    b Menguji kebenaran atas perhitungan bagi hasil. 
    c Menguji apakah transaksi penerimaan dana telah dicatat dengan benar. 
  3 
  
Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Mempertimbangkan saldo-saldo yang tidak normal atau tidak diharapkan serta hubungannya dengan data pendukung atau 
saldo lain 
  b Membandingkan jumlah bagi hasil yang dibayarkan dengan jumlah tabungan dan deposito (investasi tidak terkait) 
mudharabah, periode saat itu, periode yang lalu, ataupun dengan ekspektasi auditor. 
  4 Inspeksi a Menelaah dokumen dan laporan 
      b Menelaah akad penerimaan dana investasi tidak terikat. 
      c Menelaah persyaratan penerimaan dana. 
      d Menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan obligasi syariah dan atau reksadana syariah termasuk 
didalamnya prospektus, opini legal, dan laporan audit penjatahan. 
  5 Tanya Jawab  a tanya-jawab dengan personalia yang berkompeten 
  6 Observasi  a Melakukan Observasi  atas beberapa prosedur pengendalian tertentu. 
o Laporan 
Sumber dan 
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi kepada pihak yang memberi dan menerima dana qardh. 
  2 Perhitungan/Pela a Melakukan pengujian atas transaksi yang menggunakan dana qardh 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
  Penggunaan 
Qardh  
  ksanaan Ulang  b Melakukan pengujian silang atas dana qardh yang berasal dari pendapatan non halal bank syariah untuk mengetahui sifat 
dan penyebab timbulnya pendapatan non-halal tersebut. 
p Pendapatan 
dan Beban 
Operasional 
serta Hak 
Pihak Ketiga 
atas Investasi 
Tidak Terikat 
  
  
  
  
1 Inspeksi 
  
  
  
  
  
a Mempelajari dokumen-dokumen seperti anggaran untuk periode yang bersagkutan, notulen rapat direksi, dan notulen 
assets and liabilities-committee (ALCO) serta laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan mempelajari fatwa-fatwa 
Dewan Syariah Nasional. 
    b mempertimbangkan sistem yang diapakai bank dalam melakukan pencatatan-pencatatan pendapatan dan beban tertentu 
apakah dilakukan secara otomatis oleh sistem atau dilakukan secara manual. 
    c Memperhatikan secara khusus pendapatan-pendapatan atau beban-beban yang berasal dari transaksi yang tidak sesuai 
dengan prinsip syariah. 
    d Mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dapat berdampak pada beban operasi. 
    e Mempertimbangkan apakah manajemen terbebani oleh target laba tertentu yang memungkinkan adanya perubahan 
kebijakan dan perubahan estimasi yang dipakai yang memungkinkan pengakuan pendapatan yang lebih besar, misalnya 
menunda-nunda pengakuan suatu biaya tertentu. 
    f Melakukan review atas kecukupan biaya tenaga kerja yang diestimasi sesuai dengan PSAK 24, Imbalan Kerja dan PSAK 
terkait lainnya. 
    2 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang  
a Melakukan penilaian atas kebijakan dan penggunakan estimasi berdasarkan ukuran yang wajar 
q Jasa 
Perbankan 
lain Berbasis 
Imbalan 
  
  
  
  
  
  
  
  
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi terhadap efek yang dikelola oleh kustodian dan harta wali amanat dilakukan oleh petugas yang 
independen. 
  2 Inspeksi a Melakukan pengkajian untuk meyakinkan bahwa semua tugas yang diwajibkan dalam kontrak kustodian dan wali amanat 
yang berlaku telah dilaksanakan 
  b Memeriksa/Mengecek fisik secara berkala terhadap efek yang dikelola oleh kustodian dan harta wali amanat dilakukan 
oleh petugas yang independen. 
  3 Tracing/ 
Penelusuran 
a Akun individual dan transaksi antar divisi (pengendalian atas aktivitas) dan akun-akun sementara (suspense) dicatat 
dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu. 
      b Menelaah dokumen yang terkait untuk menentukan apakah ada kewajiban kontijensi yang harus diakui dan diungkapkan 
dalam laporan keuangan bank. 
  4 Perhitungan/ 
Pelaksanaan 
Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Merekonsiliasi akun individual dan transaksi antar divisi (pengendalian atas aktivitas) dan akun-akun sementara 
(suspense) 
    b Merekonsiliasi secara berkala dana nasabah yang disimpan di bank oleh petugas yang independen untuk 
menandatangani cek atau yang dapat mengakses cek yang belum diterbitkan dan catatan lainnya. 
    c Merekonsiliasi akun-akun agen (misalnya, deviden, bagi hasil observasi syariah) dilakukan secara berkala. 
    d Menguji akun-akun secara independen atau digabungkan dengan pengujian atas operasi kustodian dan wali amanat 
lainnya. 
  5 Observasi  a Adanya pengawasan ganda terhadap pengamatan efek dan harta nasabah yang dikelola oleh wali amanat. 
r Perpajakan 1 Inspeksi a Pastikan apakh perubahan pada Undang-undang Pajak Penghasilan telah secara tepat tercermin pada saldo perhitungan 
akun pajak. 
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Tabel 2.12 Prosedur Audit Bank Syariah 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
        b Periksa alokasi, pencatatan, dan sumber pendapatan dan beban, apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 
        c Periksa klasifikasi akun dan penjelasannya untuk mengidetifikasi kemungkinan perbedaan pelaporan pajak dengan 
pelaporan komersial seperti cadangan penyisihan atau beban yang tidak diperkenankan. 
        d Periksa kerugian yang belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak. Periksa akumulasi perbedaan temporer, 
ketetapannya dan tes kewajaran atas saldo pajak penghasilan. 
        e Periksa strategi perencanan pajak dan asumsi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan tangguhan. 
    2 Vouching a Dapatkan rekonsiliasi laba rugi menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak. Cocokkan ke buku besar dan 
dokumen pendukungnya. Pertumbangkan kewajaran saldo akun pajak tahun berjalan. 
    3 Tracing/ 
Penelusuran 
a Uji akun pajak pada neraca dan periksa pembayaran dan kredit pajaknya. 
      b Periksa utang pajak tahun lalu dan pastikan tela dilakukan pencatatan yang tepat dan periksa pembayarannya pada tahun 
berjalan. 
    4 Perhitungan/Pela
ksanaan Ulang 
/Recomputation/ 
recalculating  
a Periksa ketetapan penghitungan aktiva pajak tangguhan. 
      b Mengevaluasi kontijensi pajak, perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang diperlukan untuk hal-hal yang tercamtum 
pada PSAK No. 57, Kewajiban Diestimasi, Kewajiban kontijensi, dan Aktiva kontijensi. 
      c Evaluasi kecukupan pengungkapan perpajakan pada laporan keuangan. 
    5 Permintaan 
Keterangan 
a Dapatkan daftar kewajiban pajak, pelaporan bulanan (SPM) dan tahunan (SPT). 
s Pengenda-
lian umum 
komputer 
 
1 Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
 
a Pemeriksaan security setting pada sistem operasi yang digunakan melalui penggunaan script. 
    b Pengujian kualitas password untuk administrator dan privilege user melalui penggunaan alat bantu (tool) untuk 
menjalankan brute force attack. 
    c Pemeriksaan account atau user ID yang sudah tidak pernah atau jarang digunakan melalui penggunaan scirpt. 
Sumber : Diolah Sendiri, Berdasarkan PABS 2005 
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2.7. Peraturan BI Tentang Kewajiban Audit BPR dan BPRS 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/47/PBI/2005 
tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan 
PBI Nomor: 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa BPR dan BPRS yang mempunyai total 
aset Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) atau lebih, Laporan Keuangan 
Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan kepada BI,  wajib diaudit 
oleh Akuntan Publik, jika tidak BPR dan BPRS akan mendapat Sanksi dari BI. 
Berdasarkan PBI diatas BPR dan BPRS dalam memberikan penugasan 
audit terhadap Laporan Keuangan, wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor 
Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, serta tidak diperkenankan KAP 
memiliki keterkaitan dengan BPR dan BPRS, serta penugasan dan penujukan 
KAP yang sama oleh BPR dan BPRS paling lama dilakukan untuk periode 3 
(tiga) tahun buku berturut-turut. 
Penunjukan Akuntan Publik dan KAP oleh BPR dan BPRS wajib 
didasarkan pada perjanjian kerja sesuai dengan PBI diatas, yang paling sedikit 
mencakup: 
1. nama Kantor Akuntan Publik 
2. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in charge) 
3. kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar 
Profesional Akuntan Publik; 
4. ruang lingkup audit; 
5. jangka waktu penyelesaian audit; 
6. pernyataan dari BPR mengenai izin kepada Kantor Akuntan Publik dan 
kewajiban Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan secara langsung 
kepada Bank Indonesia: 
a. laporan hasil audit; 
b. Surat Komentar (Management Letter); 
c. informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang 
dilakukan setiap saat apabila diperlukan;  
7. kewajiban Akuntan Publik untuk memberitahukan kepada Bank Indonesia 
sebelum pelaksanaan audit. 
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Ruang lingkup audit BPR dan BPRS berdasarkan PBI tersebut, paling sedikit 
mencakup: 
1. penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan penyisihan 
penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPR dan BPRS; 
2. penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada 
agunan yang diambil alih BPR dan BPRS; 
3. hal-hal lain yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan 
Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI-BPR) dan Pedoman Akuntasi 
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI-BPRS), termasuk catatan atas Laporan 
Keuangan; 
4. pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan 
perlakuan khusus; 
5. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait; 
6. rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang meliputi nama 
nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran batas 
maksimum pemberian kredit; 
7. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum; 
8. keandalan sistem pelaporan BPR dan BPRS kepada Bank Indonesia dan 
pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR 
dan BPRS kepada Bank Indonesia. 
 
Dalam PBI tersebut juga menyatakan bahwa Akuntan Publik yang melakukan 
audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BPR dan BPRS wajib: 
1. melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, serta 
perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. 
2. memberitahukan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
sejak ditemukannya: 
a. pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
keuangan dan perbankan; dan 
b. keadaaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha BPR dan BPRS. 
3. menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Bank 
Indonesia. 
4. memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 
5. memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan 
BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah, sebelum menerbitkan Laporan 
Audit atas Laporan Keuangan BPRS. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Rancangan Penelitian 
Penulis merancang penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif,  
yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan membandingkan prosedur audit 
syariah dan audit konvensional untuk menemukan perbedaanya dengan 
menggunakan jenis penelitian studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
3.2. Lokasi Penelitian 
Untuk melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. yang bertempat di 
Jalan Rusa No. 65 A Makassar, yang telah mengaudit Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) X dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) X.  
 
3.3. Sumber Data 
Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Hasyim (2009: 84), 
data adalah serangkaian bukti, fakta, atau info yang menggambarkan tentang 
suatu hal atau keadaan. Data dibagi menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan 
data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu 
data yang tidak berbentuk angka, Contohnya, Naratif, deskriptif, dalam kata-kata 
yang diteliti, dokumen pribadi, catatan lapangan, artifak, dokumen resmi dan 
video tapes, transkip.  
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Adapun sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam 
penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung 
dengan Auditor KAP yang telah mengaudit BPR X dan BPRS X. 
b. Data Sekunder 
Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-
dokumen berupa prosedur audit, catatan, dan laporan Keuangan BPR X dan 
BPRS X, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan 
mempelajari  literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian 
yang dapat berupa buku, majalah, dan tulisan-tulisan ilmiah untuk 
mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori 
yang sangat berguna dalam pembahasan. Dalam hal ini studi kepustakaan 
yang dilakukan peneliti adalah buku tentang pedoman audit bank yaitu 
Prosedur Audit Bank Konvensional (PABK) 2003 dan Prosedur Audit Bank 
Syariah (PABS) 2005, PSAK Syariah, PAPI dan PAPSI, SPAP yang menjadi 
pedoman KAP dalam mengaudit BPR X dan BPRS X, Peraturan BI, dan 
Fatwa terkait dari MUI. 
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2. Studi Lapang (Field Research) 
Studi lapang dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan 
data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Teknik 
yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang 
adalah sebagai berikut: 
a) Observasi/pengamatan, Observasi/pengamatan dilakukan untuk 
memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi objek 
penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
operasional, budaya kerja, prosedur audit dan penerapan teknologi oleh 
KAP dalam mengaudit BPR X dan BPRS X.  
b) Interview/wawancara, Interview/wawancara dilaksanakan dengan 
melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang 
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang 
berlandaskan pada tujuan penelitian.  
c) Dokumentasi, Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan 
data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini 
berupa laporan keuangan dan dokumen terkait. 
3. Akses internet 
Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan 
informasi yang berhubungan dengan penelitian. 
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3.5. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan cara membandingkan prosedur audit bank syariah dan bank 
konvensional pada BPR X dan BPRS X, yang telah diaudit oleh KAP Drs. 
Rusman Thoeng, M.Com., BAP, setelah itu, dianalisa untuk menemukan dan 
menjelaskan perbedaan prosedur audit bank syariah dan prosedur audit bank 
konvensional. 
 
3.6. Tahap-Tahap Penelitian 
Berikut Tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis: 
1. Meminta Laporan Keuangan BPR X dan BPRS X pada KAP Drs. Rusman 
Thoeng, M.Com., BAP.  
2. Penulis memilih akun yang menjadi objek audit berdasarkan Prosedur Audit 
Bank Syariah dan Bank Konvensional per akun pada Bab II, dan Laporan 
Keuangan BPRS X dan BPRS X,  
3. Membuat Prosedur Audit per akun berdasarkan IAI-KAP dan kertas Kerja 
Audit untuk BPR X dan BPRS X. 
4. Berdasarkan prosedur audit BPR X dan BPRS X, kemudian dibuat 
perbandingan untuk melihat perbedaannya. 
5. Melakukan wawancara dengan Pimpinan KAP Drs. Rusman Thoeng, M. 
Com. BAP. mengenai pengalaman dan pengetahuannya saat mengaudit 
BPR X dan BPRS X untuk mengetahui perbedaan prosedur audit BPR X 
dengan BPRS X 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini membahas tentang perbedaan prosedur audit bank syariah 
dan bank konvensional, yang secara khusus (study kasus) pada BPR X dan 
BPRS X, untuk menemukan perbedaan itu, pertama-tama peneliti 
membandingkan laporan keuangan BPR X dan BPRS X yang diaudit di KAP Drs. 
Rusman Thoeng, M.Com. BAP. kemudian dari laporan itu peneliti memilih akun 
yang menjadi objek audit untuk melihat prosedur audit untuk masing-masing 
objek audit BPR  X dan BPRS X, dari rincian prosedur audit itu dilihat 
perbandingan untuk mencari perbedaannya, selain itu, peneliti juga melakukan 
analisa dan perbadingan kertas kerja audit BPR X dan BPRS X, kemudian 
melakukan wawancara dengan Pimpinan KAP Drs. Rusman Thoeng, M.Com. 
BAP. 
4.1 Laporan Keuangan BPR X dan BPRS X 
Laporan keuangan BPR X disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi 
Perbankan Indonesa (PAPI), Pedoman Akuntansi BPR, Prinsip-Prinsip Akuntansi 
yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula 
pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan 
Indonesia, dan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan yang berlaku bagi seluruh 
perbankan, akan tetapi, untuk PSAK 31 sesuai dengan SE No.11/37/DKBU/2009 
tanggal 31 Desember 2009 Tentang Penetapan Standar Akuntansi Keuangan 
bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku tanggal 1 Januari 2010 adalah 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 
karena standar ini yang sesuai dengan BPR karena PSAK 31 (Penyajian dan 
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Pengungkapan-PSAK 50 dan Pengakuan dan Pengukuran-PSAK 55) tidak 
sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar 
dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.  
Sedangkan Laporan Keuangan BPRS X disajikan sesuai dengan Pedoman 
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Prinsip-Prinsip Akuntansi yang 
berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula 
pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan 
Indonesia, dan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, akan tetapi, 
mulai tanggal 1 Januari 2008, BPRS X juga mengacu pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, “Penyajian Laporan Keuangan ”, PSAK 
No. 102, “Akuntansi Murabahah”, PSAK 104, “Akuntansi Istishna”, PSAK 105, 
“Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106, “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 
107, “Akuntansi Ijarah”. 
Laporan keuangan BPR X, terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Sedangkan Laporan BPRS X terdiri 
dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, 
dan Laporan Sumber & Penggunaan Dana Qardh. Berikut ini penulis membuat 
gambar yang membandingkan laporan keuangan BPR X dan BPRS X: 
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Gambar 4.1 Neraca Aset BPR X dan BPRS X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
Catatan Per 31 Des 2009 Per 31 Des 2008
Rp Rp
ASET
KAS 3a.1 588.752               346.325               
GIRO PADA BANK LAIN 3a.2 6.230.049            2.678.667            
PENEMPATAN PADA BANK LAIN 3a.3 21.154.160           5.583.279            
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (105.771)              (27.916)                
Bersih 21.048.389           5.555.363            
KREDIT YANG DIBERIKAN 3a.4 144.658.278         107.175.893         
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (817.803)              (632.357)              
Bersih 143.840.475         106.543.536         
ASET TETAP 3a.5 1.459.413            713.012               
Akumulasi Penyusutan  Aset Tetap (550.919)              (376.309)              
Nilai Buku Aset Tetap 908.494               336.703               
ASET LAIN-LAIN 3a.6 2.855.320            1.395.927            
JUMLAH  ASET 175.471.479         116.856.521         
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
( Dalam Ribuan Rupiah )
Catatan 2010 2009
Tdk Diaudit
Rp Rp
ASET
KAS 1. 3a 79.459          147.539       
GIRO PADA BANK LAIN 2. 3a 21.386          1.548.898    
Penyisihan kerugian (107)             (7.744)          
Bersih 21.279          1.541.154    
PENEMPATAN PADA BANK LAIN 3. 3a 323.060        -              
Penyisihan kerugian (1.615)          -              
Bersih 321.445        -              
PIUTANG MURABAHAH 4. 3a
Tidak terkait dengan Bank 13.625.951   9.807.756    
Terkait dengan Bank 122.582        132.999       
Jumlah Piutang Murabahah 13.748.533   9.940.755    
(3.038.833)   (2.380.469)   
Penyisihan kerugian (326.926)      (138.001)      
Bersih 10.382.774   7.422.285    
ASET TETAP 5. 3a
Tanah & Bangunan 100.000        100.000       
Inventaris 821.221        765.346       
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (536.580)      (420.594)      
Nilai buku 384.641        444.752       
RUPA-RUPA ASET BERSIH 6. 3a 242.780        360.074       
JUMLAH ASET 11.432.378   9.915.804    
PT. BPR SYARIAH X
NERACA
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
Pendapatan margin murabahah yang 
ditangguhkan
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Gambar 4.2 Neraca Kewajiban & Ekuitas BPR X dan Neraca Kewajiban, Invesatasi Tidak Terikat, dan Ekuitas BPRS X 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
Catatan Per 31 Des 2009 Per 31 Des 2008
Rp Rp
KEWAJIBAN & EKUITAS
KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN SEGERA 3a.7 679.733               502.792               
SIMPANAN 3a.8 103.481.193         57.351.564           
SIMPANAN DARI BANK LAIN 3a.9 51.871                 690                      
PINJAMAN YANG DITERIMA 3a.10 55.028.370           48.945.428           
KEWAJIBAN LAIN-LAIN 3a.11 766.923               261.332               
JUMLAH KEWAJIBAN 160.008.090         107.061.806         
EKUITAS
MODAL DISETOR
Modal Dasar 3a.12 20.000.000           20.000.000           
Modal yang belum disetor (14.500.000)         (15.000.000)         
Modal yang telah disetor 5.500.000            5.000.000            
CADANGAN 3a.13 1.274.220            406.533               
LABA DITAHAN 3.490.495            49.747                 
LABA TAHUN BERJALAN 5.198.674            4.338.435            
JUMLAH EKUITAS 15.463.389           9.794.715            
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 175.471.479         116.856.521         
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
( Dalam Ribuan Rupiah )
Catatan 2010 2009
Tdk Diaudit
Rp Rp
KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT & EKUITAS
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN SEGERA 7. 3a 5.978            7.118          
TABUNGAN WADIAH 8. 3a 603.205        643.333      
PEMBIAYAAN/PINJAMAN YG DITERIMA 9. 3a 83.488          125.689      
RUPA-RUPA PASSIVA 11. 3a 138.412        20.648        
JUMLAH KEWAJIBAN 831.083        796.788      
INVESTASI TIDAK TERIKAT
TABUNGAN MUDHARABAH 10. 3a 1.373.949     1.547.479   
DEPOSITO MUDHARABAH 10. 3a 3.775.000     3.021.000   
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT 5.148.949     4.568.479   
EKUITAS
MODAL DISETOR 12. 3a
Modal Dasar 5.000.000     5.000.000   
Modal yang belum ditempatkan & disetor (2.700.000)   (2.700.000)  
Modal yang telah ditempatkan & disetor 2.300.000     2.300.000   
CADANGAN UMUM 13. 3a 925.635        475.687      
LABA DITAHAN 1.046.933     574.003      
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH PPH BADAN 1.179.778     1.200.847   
JUMLAH EKUITAS 5.452.346     4.550.537   
JUMLAH KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT & EKUITAS 11.432.378   9.915.804   
PT. BPR SYARIAH X
NERACA
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
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Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi BPR X dan BPRS X 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
Catatan 2010 2009
Tdk Diaudit
Rp Rp
PENDAPATAN
PENDAPATAN OPERASI UTAMA 1. 3b
Pendapatan Margin Murabahah 2.883.651   2.578.406   
PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA 2. 3b 80.577       12.147        
JUMLAH PENDAPATAN 2.964.228   2.590.553   
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL 3. 3b (244.100)    (152.234)     
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 4. 3b 366.386      268.716      
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH BAGI HASIL 3.086.515   2.707.036   
BEBAN OPERASIONAL
Premi 5. 3b 16.516       8.928          
Tenaga Kerja 6. 3b 1.005.495   895.227      
Pendidikan & Pelatihan 7. 3b 25.583       19.177        
Sewa 8. 3b 61.500       53.467        
Promosi 9. 3b 4.425         2.375          
Pajak-Pajak (Tidak Termasuk Pajak Penghasilan) 10. 3b 6.506         6.696          
Pemeliharaan/Perbaikan 11. 3b 12.039       15.857        
Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi 12. 3b 433.304      298.785      
Barang & Jasa 13. 3b 304.806      168.011      
Jumlah Beban Operasional 1.870.175   1.468.522   
LABA OPERASIONAL 1.216.340   1.238.514   
PENDAPATAN NON OPERASIONAL 15. 3b 34.338       61.351        
BEBAN NON OPERASIONAL 16. 3b (70.900)      (99.018)       
LABA TAHUN BERJALAN 1.179.778   1.200.847   
PPH BADAN TERHUTANG -             -              
ZAKAT -             -              
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH PPH BADAN 1.179.778   1.200.847   
PT. BPR SYARIAH X
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
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Gambar 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas BPR X dan BPRS X 
 Com. BAP. 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
 
Saldo Per 31 Desember 2007 Rp 2.000.000   Rp 2.556.280   Rp -                 Rp 4.556.280     
Setoran Modal 3.000.000   -                 -                 3.000.000     
Pembentukan Cadangan -                 -                 406.533      406.533        
Pengurangan Laba Ditahan -                 (2.506.533) -                 (2.506.533)   
Laba Tahun 2008 -                 4.338.435   -                 4.338.435     
Saldo Per 31 Desember 2008 Rp 5.000.000   Rp 4.388.182   Rp 406.533      Rp 9.794.715     
Setoran Modal 500.000      -                 -                 500.000        
Pengurangan Laba Ditahan (897.687)    -                 (897.687)      
Pembentukan Cadangan Umum -                 -                 867.687      867.687        
Laba Tahun 2009 -                 5.198.674   -                 5.198.674     
Saldo Per 31 Desember 2009 Rp 5.500.000   Rp 8.689.169   Rp 1.274.220   Rp 15.463.389   
Jumlah
Modal Saham 
Ditempatkan 
dan Disetor 
Penuh
Laba ( Rugi ) 
Ditahan
Cadangan
( Dalam Ribuan Rupiah )
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
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Gambar 4.5 Laporan Arus Kas BPR X dan  BPRS X 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
2010 2009
(Tidak Diaudit)
(Rp) (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan bagi hasil, sewa dan margin 2.964.228    2.590.553         
Pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat (244.100)     (152.234)          
Penerimaan pendapatan operasional lainnya 366.386       268.716            
Pembayaran beban operasional (1.870.175)   (1.468.522)       
Penerimaan pendapatan non-operasional 34.338         61.351              
Pembayaran beban non-operasional (70.900)       (99.018)            
Penyesuaian penyusutan & penyisihan 298.888       566.339            
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan -                  -                       
Pembayaran Zakat -                  -                       
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi :
Penerimaan (Penempatan) dari (pada) Bank Lain -                  -                       
Piutang Murabahah Netto (3.149.414)   (7.560.286)       
Aset Lain-lain 117.294       (360.074)          
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi :
Kewajiban Segera (1.140)         7.118                
Tabungan Wadiah (40.128)       643.333            
Rupa-rupa Passiva 117.764       20.648              
Arus Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Operasi (1.476.959)   (5.482.075)       
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian Aset Tetap (55.875)       (865.346)          
Pembiayaan Yang Diterima (42.201)       125.689            
Arus kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi (98.076)       (739.657)          
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan Modal Saham -                  2.300.000         
Kenaikan Investasi Tidak Terikat 580.470       4.568.479         
Kenaikan Cadangan Umum 449.948       475.687            
Penurunan Laba Ditahan (1.050.976)   574.003            
Kenaikan Dana Setoran Modal -                  -                       
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (20.558)       7.918.169         
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (1.595.592)   1.696.437         
Kas dan setara kas pada awal tahun 1.696.437    -                   
Kas dan setara kas pada akhir tahun 100.845       1.696.437         
PT. BPR SYARIAH X
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010 & 2009
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
2009 2008
(Rp) (Rp)
I .   Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Laba Tahun Berjalan 5.198.674           4.338.435           
Penyesuaian Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 174.610              173.900              
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja 5.373.284           4.512.335           
   Perubahan Modal Kerja :
Penempatan Pada Bank Lain (15.570.881)       484.858              
Kredit yang diberikan (37.482.385)       (58.325.158)       
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 263.301              317.909              
Aset Lain-Lain (1.459.393)         (1.059.522)         
Kewajiban segera 176.941              410.457              
Simpanan 46.129.629         12.038.036         
Simpanan Dari Bank Lain 51.181               140                    
Kewajiban Lain-Lain 505.591              (551.808)            
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (2.012.732)         (42.172.753)       
II . Arus Kas dari Aktivitas Inventasi
Perolehan Aset Tetap (746.401)            (190.337)            
Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Investasi (746.401)            (190.337)            
III . Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Penerimaan Pinjaman 6.082.942           42.478.763         
Modal Disetor 500.000              3.000.000           
Cadangan 867.687              406.533              
Laba Ditahan (897.687)            (2.506.533)         
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 6.552.942           43.378.763         
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 3.793.809           1.015.673           
Kas dan setara kas pada awal tahun 3.024.992           2.009.319           
Kas dan setara kas pada akhir tahun 6.818.801           3.024.992           
( Dalam Ribuan Rupiah )
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
85 
 
Gambar 4.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh BPRS X 
 
Sumber : KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP 
  
 
Berdasarkan gambar di atas, mempermudah penulis untuk melihat 
perbedaan dari laporan keuangan BPR X dan BPRS X, yaitu sebagai berikut: 
1. Gambar 4.1 Neraca Aset BPR X dan BPRS X 
Berdasarkan gambar tersebut terdapat akun yang berbeda yaitu pada BPR X 
akunnya Kredit Yang Diberikan, sedangkan BPRS X akunnya Piutang 
Murabahah yang terdiri Piutang Murabahah yang tidak terkait dengan Bank, 
Terkait dengan Bank, Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. 
2. Gambar 4.2 Neraca Kewajiban & Ekuitas BPR X dan Neraca Kewajiban, 
Invesatasi Tidak Terikat, dan Ekuitas BPRS X 
Berdasarkan gambar tersebut, BPR X dan BPRS X berbeda karena: 
a. BPR X terdiri dari Kewajiban dan Ekuitas sedangkan BPRS X terdiri dari 
Kewajiban, Ekuitas, dan Investasi Tidak Terikat. 
2010 2009          
(Tidak Diaudit)
(Rp) (Rp)
SUMBER DANA
- Infaq & Shadaqah -                  -                     
- Denda -                  -                     
- Sumbangan / Hibah -                  -                     
- Pendapatan Non Halal ( Bunga ) -                  -                     
Total Sumber Dana -                  -                     
PENGGUNAAN DANA
- Pinjaman -                  -                     
- Sumbangan / Hibah -                  -                     
Total Penggunaan Dana -                  -                     
KENAIKAN / PENURUNAN -                  -                     
SALDO AWAL -                  -                     
SALDO AKHIR -                  -                     
LAPORAN SUMBER & PENGGUNAAN
DANA QARDHUL HASAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010 & 2009
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
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b. Terdapat perbedaan akun, dimana BPR X akunnya Simpanan dan 
Pinjaman yang Diterima, sedangkan BPRS X akunnya Tabungan 
Wadiah dan Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima. 
3. Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi BPR X dan BPRS X 
Berdasarkan gambar tersebut, BPR X dan BPRS X berbeda karena: 
a. BPR X Pendapatan diperoleh dari Pendapatan Bunga yang terdiri dari 
Bunga Antar Bank, Bunga Kredit, Provisi Kredit, Adm. Kredit sedangkan 
BPRS X Pendapatan Operasi Utama terdiri dari Pendapatan Margin 
Murabahah. 
b. BPR X harus membayar Beban Bunga yang terdiri dan Bunga Pihak 
Ketiga, sedangkan BPRS X harus membayar Hak Pihak Ketiga atas 
Bagi Hasil. 
c. BPR X Laba bersih diperoleh setelah dipotong Pajak, sedangkan BPRS 
X Laba bersih diperoleh setelah dipotong Pajak dan Zakat. 
4. Gambar 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas BPR X dan BPRS X 
berdasarkan gambar tersebut perubahan ekuitas BPR X terdiri dari Modal 
Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh, Laba (Rugi) Ditahan, dan 
Cadangan, sedangakan BPRS X terdiri dari Modal Saham Ditempatkan dan 
Disetor Penuh, Dana Setoran Modal, Cadangan Umum, dan Laba Ditahan. 
5. Gambar 4.5 Laporan Arus Kas BPR X dan BPRS X 
Berdasarkan gambar tersebut Arus Kas BPR X dan BPRS X berbeda pada 
Aktivitas Operasi dan Pendaan karena kegiatan operasional dan 
pendanaanya berbeda. 
6. Gambar 5.5 Laporan Sumber & Penggunaan Dana Qardh 
BPRS X (Bank Syariah) harus menyusun Laporan Sumber & Penggunaan 
Dana Qardh Sedangkan BPR X (Bank Konvensional) tidak ada. 
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Berdasarkan gambar di atas penulis juga memilih akun laporan keuangan 
yang menjadi objek audit untuk BPR X dan BPRS X,  yaitu sebagai berikut: 
1. Akun/Objek Audit untuk Laporan Keuangan BPR X 
a. Kas, Giro pada Bank Lain, dan Penempatan pada Bank Lain 
b. Kredit yang Diberikan 
c. Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Kredit 
d. Simpanan 
e. Pinjaman Diterima 
f. Perpajakan 
2. Akun/Objek Audit untuk Laporan Keuangan BPRS X 
a. Kas, Giro pada Bank Lain, Penempatan pada Bank Lain 
b. Piutang Murabahah 
c. Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Aktiva Produktif (PKAP) 
d. Dana Wadiah 
e. Kewajiban 
f. Dana Investasi Tidak Terikat (Dana Investasi Mudharabah Muthalaqah) 
dan Surat Berharga yang Diterbitkan Bank. 
g. Pendapatan dan Beban Operasional serta Hak Pihak Ketiga atas 
Investasi Tiak Terikat 
h. Perpajakan 
i. Laporan Sumber dan Penggunaan Qardh 
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4.2 Prosedur Audit BPR X dan BPRS X 
Prosedur audit dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas bisnis klien 
dan struktur pengendalian internalnya, dan cara auditor untuk mengumpulkan 
dan mengevaluasi bukti audit untuk mencapai tujuan audit. Dalam Penelitian ini 
prosedur audit BPR X dan BPRS X sesuai dengan buku IAI-KAP (Pedoman 
Audit Industri Khusus “Panduan Audit Bank Konvensional 2003” dan “Panduan 
Audit Bank Syariah 2005”), karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
pimpinan KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BAP. yang menyatakan bahwa 
prosedur audit yang dipilih dalam mengaudit BPR X dan BPRS X berpedoman 
pada buku IAI-KAP tersebut. 
 Berikut ini adalah prosedur audit yang dipilih auditor untuk mencapai tujuan 
audit yaiitu memperoleh keyakinan yang memadai (keberadaan, kelengkapan, 
hak & kewajiban, penilaian dan lokasi, dan penyajian & pengungkapan) untuk 
setiap akun/objek audit BPR X dan BPRS X berdasarkan buku IAI-KAP: 
1. Prosedur Audit untuk Akun/Objek Audit BPR X, yaitu: 
a. Kas, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan Pemeriksaan 
Fisik, Inspeksi, Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang), dan Observasi 
(Pengamatan). 
b. Giro pada Bank Lain, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan 
Konfirmasi, Inspeksi, dan Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang). 
c. Penempatan pada Bank Lain, Prosedur audit yang dilakukan adalah 
melakukan Konfimasi, Inspeksi, Vouching, Perhitungan Kembali 
(Pelaksanaan Ulang), dan Observasi (Pengamatan). 
d. Kredit yang Diberikan, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan 
Pemeriksaan Fisik, Konfirmasi, Inspeksi, Vouching, Tracing/Penelusuran, 
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Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang), Tanya Jawab (Inquiry), 
Prosedur Pemeriksaan Analitis, dan Teknik Audit Berbantuan Komputer. 
e. Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Kredit, Prosedur audit yang 
dilakukan adalah melakukan Prosedur Pemeriksaan Analitis, 
Pemeriksaan Fisik, Konfirmasi, Inspeksi, Tanya Jawab/Permintaan 
Keterangan (Inquiry), Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang), dan 
Penggunaan Pekerjaan Spesialis. 
f. Simpanan, Prosedur Audit yang dilakukan adalah melakukan Konfirmasi, 
Inspeksi, Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang), Observasi 
(Pengamatan), dan Presedur Pemeriksaan Analitis. 
g. Pinjaman Diterima, Prosedur Audit yang dilakukan adalah melakukan 
Konfirmasi, Inspeksi, Pelaksanaan Ulang, dan Prosedur Pemeriksaan 
Analitis 
h. Perpajakan, Prosedur Audit yang dilakukan adalah melakukan Vouching, 
Inspeksi, dan Perhitungan kembali, . 
2. Prosedur Audit untuk Akun/Objek Audit BPRS X, yaitu: 
a. Kas, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan Pemeriksaan 
Fisik, Inspeksi, Perhitungan Kembali (Pelaksanaan Ulang), dan Observasi 
b. Giro pada Bank Lain, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan 
Konfirmasi, Inspeksi, Perhitungan Kembali (Pelaksanaan Ulang), Tanya 
Jawab/Permintaan Keterangan (Inquiry). 
c. Penempatan pada Bank Lain, Prosedur audit yang dilakukan adalah 
melakukan Konfirmasi, Inspeksi, Vouching, Perhitungan Kembali 
(Pelaksanaan Ulang), dan Observasi (Pengamatan). 
d. Piutang Mudharabah /Pembiayaan, Prosedur audit yang dilakukan adalah 
melakukan Pemeriksaan Fisik, Konfirmasi, Inspeksi, Vouching, 
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Penelusuran, Perhitungan kembali (Pelaksanaan Ulang), Tanya 
Jawab/Permintaan Keterangan (Inquiry), Observasi (Pengamatan), 
Prosedur Pemeriksaan Analitis, dan Teknik Audit Berbantuan Komputer. 
e. Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Aktiva Produktif (PKAP), 
Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan Prosedur Pemeriksaan 
Analitis, Pemeriksaan Fisik, Konfirmasi, Inspeksi, Perhitungan Kembali 
(Pelaksanaan Ulang), Tanya Jawab/Permintaan Keterangan (Inquiry), 
dan Penggunaan Pekerjaan Spesialis. 
f. Dana Wadiah, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan 
Konfirmasi, Inspeksi, Vouching, Perhitungan Kembali (Pelaksanaan 
Ulang), Observasi (Pengamatan), dan Prosedur Pemeriksaan Analitis. 
g. Kewajiban, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan Konfirmasi, 
Inspeksi, Perhitungan kembali, dan Prosedur Pemeriksaan Analitis. 
h. Pepajakan, Prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan Vouching, 
Inspeksi, dan Perhitungan Kembali (Pelaksanaan Ulang). 
i. Dana Investasi Tidak Terikat (Dana Investasi Mudharabah Muthalaqah) 
dan Surat Berharga yang Diterbitkan Bank, Prosedur Audit yang 
dilakukan adalah melakukan Konfirmasi, Perhitungan kembali 
(Pelaksanaan Ulang), Prosedur Pemeriksaan Analitis, Inspeksi, Tanya 
Jawab, dan Observasi (Pengamatan) 
j. Perpajakan, Prosedur audit yang dilakukan adalah Inspeksi, Vouching, 
Tracing/Penelusuran, Perhitungan Kembali (Pelaksanaan Ulang), dan 
Tanya Jawab/Permintaan Keterangan (Inquiry). 
k. Laporan Sumber dan Penggunaan Qardh, Prosedur audit yang 
dilakuakan adalah melakukan Konfirmasi dan Pelaksanaan Ulang. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, untuk bisa melihat rincian prosedur apa-apa 
saja yang sebaiknya dilakukan auditor untuk masing-masing akun/objek audit, 
penulis membuat tabel dalam bentuk rincian prosedur audit per akun/objek audit, 
dan dalam bentuk perbandingan antara prosedur audit BPR X (Bank 
Konvensional) dan BPRS X (Bank Syariah) berdasarkan buku IAI-KAP,  yaitu 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
OBJEK/AKUN 
YANG DIAUDIT 
PROSEDUR 
AUDIT 
RINCIAN PROSEDUR 
a Kas 1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menghitung jumlah kas dan mencocokkan dengan 
saldo pencatatan teller, kas, khasanah, dan ATM. 
a Kas 1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menghitung jumlah kas dan mencocokkan dengan 
saldo pencatatan teller, kas, khasanah, dan ATM. 
    2 Inspeksi a Melakukan Inspeksi dan pengujian rekonsiliasi kas 
untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan 
dan di-review secara teratur. 
    2 Inspeksi a Melakukan inspeksi atas rekonsiliasi kas untuk 
menentukan apakah hal tersebut dilakukan dan di-
review secara teratur. 
        b Me-review ikhtisar selisih kas         b Me-review ikhtisar selisih kas. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting 
a Menguji dokumen penghitungan yang dilakukan 
secara mendadak atas kas pada teller, khasanah, 
ATM, dan kas lainnya untuk menentukan apakah 
hal tersebut dilakukan secara teratur sesuai 
dengan kebijakan bank. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recountinge 
a Menguji dokumen penghitungan yang dilakukan 
secara mendadak atas kas pada teller, khasanah, 
ATM dan kas lainnya untuk menentukan apakah hal 
tersebut dilakukan secara teratur sesuai kebijakan 
bank. 
      b Menguji ketepatan matematis saldo pencatatan 
pada teller, kas, khasanah, dan ATM. 
      b 
 
Menguji ketepatan matematis saldo pencatatan 
pada teller, kas khasanah, dan ATM. 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan Observasi atas kecukupan pemisahan 
tugas berkaitan dengan penanganan dan 
rekonsiliasi kas 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan observasi atas kecukupan pemisahan 
tugas dengan penanganan dan rekonsiliasi kas. 
b Giro pada 
Bank Lain 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo tercatat. b Giro pada 
Bank 
Indonesia dan 
Giro pada 
Bank Lain 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo tercatat. 
  2 Inspeksi a Melakukan review atas komposisi rekening 
sementara (suspense accounts), terutama untuk 
unsur rekonsiliasi yang sering timbul dan untuk 
jangka waktu yang lama, serta unsur-unsur 
rekonsiliasi yang belum diselesaikan dalam jangka 
waktu yang panjang. 
  2 Inspeksi a Melakukan review atas komposisi rekening 
sementara (suspense accounts), terutama untuk 
unsur rekonsiliasi yang sering timbul dan untuk 
jangka waktu yang lama, dan unsur-unsur 
rekonsiliasi yang belum diselesaikan dalam waktu 
yang panjang. 
       b Melakukan review atas pisah batas transfer antar 
bank. 
        b Melakukan review atas pisah batas transfer antar 
bank. 
       c Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank 
koresponden untuk menguji kecukupan penyisihan 
kerugian. 
        c Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank 
korespondensi untuk menguji kecukupan 
penyisihan kerugian. 
        d Me-review kepatuhan pada peraturan Bank 
Indonesia yang terkait. 
        d Me-review kepatuhan pada peraturan Bank 
Indonesia yang terkait. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji rekonsiliasi antara saldo tercatat bank 
dengan rekening koran Bank Lain 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji rekonsiliasi antara saldo tercatat bank 
dengan rekening koran Bank Indonesia dan bank 
lain. 
      b Mengecek kelayakan untuk salinghapus buku 
antara akun aktiva dan passiva dari/pada bank lain. 
      b Mengecek kelayakan untuk saling hapus buku 
antara akun aktiva dan pasiva dari atau pada bank 
lain. 
    7 c Mengecek keakurasian penggunaan kurs pada 
tanggal neraca. 
      c Mengecek keakurasian penggunaan kurs pada 
tanggal neraca. 
93 
 
Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
    7 d Mengecek keakurasian tingkat suku bunga.       d Mengecek ketetapan pencatatan atas pendapatan 
dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai 
dengan standar akuntansi keuangan perbankan 
syariah. 
                4 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
a Mengidentifikasikan dan menelaah pertimbangan 
manajemen atas giro pada bank konvensional dan 
dapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas 
Syariah atas hal tersebut. 
c Penempatan 
pada Bank 
Lain 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasikan saldo penempatan pada bank 
lain. 
c Penempatan 
pada Bank 
Lain 
1 Konfirmasi a Mengkonfirmasi saldo penempatan pada bank lain. 
    2 Inspeksi a Me-review reputasi dan kondisi keuangan bank 
koresponden. 
  2 Inspeksi a Me-review  reputasi dan kondisi keuangan bank 
koresponden 
    3 Inspeksi b
. 
Me-review kecukupan penyisihan 
penghapusannya. 
      b Me-review kecukupan penyisihan  penghapusan 
    3 Vouching a Menguji kelayakan untuk salinghapus buku antara 
akun aktiva dan kewajiban dari/pada bank lain. 
    3 Vouching a Menguji kelayakan untuk sailing hapus buku antara 
akun  aktiva dan kewajiban dari/pada bank lain. 
      b Menguji keabsahan transaksi dengan antara lain 
meneliti keabsahan tanda tangan para pihak yang 
memiliki masing-masing bank pemberi dan 
penerima penempatan. 
      b Menguji keabsahan transaksi dengan antara lain 
meneliti keabsahan tanda tangan para pihak yang 
mewakili masing-masing bank pemberi dan 
penerima penempatan. 
    4 Perhitungan 
Kembali 
a Predictive test atas pendapatan bunga yang 
diterima. 
    4 Perhitungan 
Kembali 
c Predictive test atas pendapatan bagi hasil yang 
diterima. 
    5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan observasi (pengamatan) untuk  
pengujian aktivitas pengendalian berfungsi secara 
efektif  dengan adanya penetapan limit secara 
berjenjang untuk dealer, kebijakan otorisasi untuk 
transaksi yang melampaui limit dealer, penetapan 
limit transaksi harian, penetapan credit line,  
penetapan interest rate dan jumlah maksimal 
penetapan) 
    5 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan observasi (pengamatan) untuk 
pengujian aktivitas pengendalian berfungsi secara 
efektif  dengan adanya penetapan limit secara 
berjenjang untuk dealer, kebijakan otoritas untuk 
transaksi yang melampau limit dealer, limit 
transaksi harian dan credit line 
d Kredit yang 
Diberikan 
1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Menguji keberadaan fisik dari agunan kredit dan 
menelaah bukti dokumen atas agunan yang 
dijadikan jaminan untuk kredit. 
d Piutang atau 
Pembiayaan 
yang Diberikan 
1 Pemeriksaan 
Fisik 
a Mempertimbangkan untuk memeriksa keberadaan 
fisik agunan piutang/pembiayaan yang dikuasai 
oleh bank, yang berada dipihak nasabah, dan yang 
tidak dipegang oleh nasabah. 
 
  2 Konfirmasi a Konfirmasi keberadaan atau kepemilikan dari 
beberapa dokumen kredit jika berada di tangan 
pengacara atau pihak ketiga. 
  
2 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi Piutang atau pembiayaan 
yang diberikan dan konfirmasi keberadaan atau 
kepemilikan dokumen jika berada di tangan 
pengacara atau beberapa pihak ketiga. 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
 
  3 Inspeksi a Memeriksa dokumen kredit untuk menentukan 
apakah kebijakan dan prosedur kredit telah 
dilaksanakan. 
    3 Inspeksi a Memeriksa dokumen piutang atau pembiayaan 
untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur 
piutang atau pembiayaan telah dilaksanakan. 
 
  3  b Menelaah laporan internal audit loan review, dan 
laporan pemeriksaan kredit untuk mengidentifikasi 
kelemahan pengendalian internal. 
        b Menelaah laporan internal audit loan review, dan 
laporan audit piutang atau pembiayaan untuk 
mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. 
 
  3  c Mengidentifikasi restrukturisasi kredit bermasalah          c Mengidentifikasi restrukturisasi piutang atau 
pembiayaan bermasalah. 
 
  3  d Me-review dan menguji kewajaran atas provisi dan 
komisi sehubungan dengan kredit yang diberikan 
oleh bank. 
        d Menguji pendapatan margin murabahah 
ditangguhkan yang sudah diakru. 
 
    e Membaca laporan keuangan dan bukti lain dari 
kondisi keuangan penjamin dan 
mempertimbangkan pengalaman masa lalu bank 
dalam mencairkan jaminan tersebut untuk 
mempertimbangkan Penyisihan Kerugian dan 
Penghapusbukuan Kredit. 
        e Membaca laporan keuangan dan bukti lain dari 
kondisi keuangan penjamin dan 
mempertimbangkan pengalaman masa lalu 
lembaga dengan memberikan jaminan untuk 
mempertimbangkan Penyisihan Kerugian Aktiva 
Produktif. 
 
  4 Vouching a Merekonsiliasi saldo akhir dengan trial balance, 
buku besar, dan catatan pembantu. 
    4 Vouching a Merekosiliasikan saldo akhir dengan trial balance, 
buku besar, dan catatan tambahan 
 
  5 Tracing/Penelu
suran 
a Pada saat pemeriksaan dokumen kredit, auditor 
harus mencari bukti persetujuan kredit oleh dewan 
direksi atau komite kredit seperti yang tertera di 
kebijakan kredit. 
    5 Tracing/Penel
usuran 
a Pada saat audit dokumen piutang atau 
pembiayaan, auditor harus mencari bukti 
persetujuan oleh dewan direksi atau komite piutang 
atau pembiayaan seperti tertera pada kebijakan 
tertulis pemberian piutang atau pembiayaan. 
 
  6 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Menguji proses rekonsiliasi. Dengan menguji 
apakah selisih rekonsiliasi telah ditindaklanjuti 
dengan benar dan diselesaikan dalam waktu yang 
ditentukan dan rekonsiliasi telah di-review dan 
disetujui oleh pihak yang berwenang. 
    6 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
a Menguji proses rekonsiliasi. Hal ini mungkin 
termasuk aktivitas rutin seperti rekonsiliasi antar 
buku pembantu dengan buku besar. 
 
  7 b Menguji keakuratan dan melaksanakan review atas 
laporan tunggakan (delinquency report)  
      b Menguji keakuratan atas laporan tunggakan 
(delinquency report) 
 
  7 c Mengecek keakuratan dan me-review laporan 
konsentrasi kredit dan laporan kredit kepada pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa. 
      c Mengecek keakuratan laporan konsentrasi piutang 
atau pembiayaan dan laporan piutang atau 
pembiayaan kepada pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa. 
 
  7   d Melaksanakan pengujian yang terinci atas 
pencatatan pencarian kredit, peerimaan kas, dan 
perubahan pada rincian kredit (seperti penyesuaian 
atas tingkat suku bunga) 
        d Melaksanakan pengujian yang terinci atas 
pencatatan pencarian piutang atau pembiayaan, 
penerimaan kas, dan perubahan pada rincian 
piutang atau pembiayaan, seperti pemberian 
potongan piutang (muqasah). 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
 
    e Menguji penghasilan bunga dengan menggunakan 
Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), 
Perhitungan ulang atas jumlah akrual untuk debitur, 
prosedur analitik, atau beberapa kombinasi dari hal 
tersebut. 
        e Menguji pendapatan pendapatan margin dan bagi 
hasil  dengan menggunakan Teknik Audit 
Berbantuan Komputer (TABK), perhitungan ulang 
atas jumlah akrual untuk nasabah, prosedur 
analitik, atau beberapa kombinasi dari hal tersebut. 
 
  7 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
a Auditor harus mendapatkan skedul rinci dari jumlah 
pokok kredit dan perkiraan yang saling 
berhubungan (piutang bunga yang masih harus 
dibayar, pendapatan diskonto yang belum diakui, 
provisi yang ditangguhkan dan sebagainya). 
    7 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
a Mendapatkan daftar nominatif piutang atau 
pembiayaan dan perkiraan yang saling terkait 
(pendapatan margin murabahah ditangguhkan, dan 
pendapatan margin murabahah jatuh tempo, 
piutang pendapatan bagi hasil yang belum diterima) 
 
     b Mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan 
manajemen dan menanyakan tentang 
perkembangan bisnis lain yang mempengaruhi 
risiko bawaan kredit. 
        b Mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan 
manajemen dan menanyakan tentang 
perkembangan bisnis lain yang mempengaruhi 
risiko bawaan piutang atau pembiayaan tersebut. 
 
  8 Observasi 
(Pengamatan) 
a Mengamati atau memperoleh bukti bahwa adanya 
suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka 
yang menyetujui, mengeluarkan, mencatat, dan 
merekonsiliasi kredit. 
    8 Observasi 
(Pengamatan) 
a Mengamati atau memperoleh bukti bahwa adanya 
suatu pemisahan tugas yang tepat diantara mereka 
yang menyetujui, mengeluarkan, mencatat, dan 
merekonsiliasi piutang atau pembiayaan; dan 
 
  9 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Menganalisa dan mengevaluasi perubahan 
komposisi di setiap jenis kredit yang ada di 
portofolio kredit bank. 
    9 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Melakukan analisa dan evaluasi perubahan 
komposisi disetiap jenis piutang atau pembiayaan 
yang ada dalam portofolio piutang atau pembiayaan 
bank. 
 
  # b Membandingkan laporan aging di tahun/periode 
berjalan dan tahun lalu 
        b Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan 
antara laporan aging di tahun/periode berjalan. 
 
  #  c Membandingkan antara jumlah kredit yang 
diberikan per bulan dengan jumlah kredit yang 
diberikan pada tahun lalu. 
        c Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan 
antara jumlah piutang atau pembiayaan yang 
diberikan per bulan dengan jumlah piutang atau 
pembiayaan yang diberikan pada tahun lalu. 
 
  #  d Penghasilan tahun ini dibandingkan dengan 
penghasilan tahun lalu dan penghasilan yang 
diharapkan. 
        d Melakukan analisa dan evaluasi penghasilan tahun 
ini dibandingkan dengan anggaran dan penghasilan 
tahun lalu. 
 
  #  e Menganalisa dan mengevaluasi saldo  kredit rata-
rata pada tahun lalu, untuk setiap jenis kredit. 
        e Melakukan analisa dan evaluasi saldo piutang atau 
pembiayaan rata-rata pada tahun berjalan 
dibandingkan dengan saldo piutang atau 
pembiayaan rata-rata pada tahun lalu, untuk setiap 
jenis piutang atau pembiayaan. 
 
  #  f Menganalisa dan mengevaluasi perbandingan hasil 
(yield) kredit dengan yield di bank lain. 
        f Melakukan analisa dan evaluasi perbandingan hasil 
(yield) piutang atau pembiayaan dengan yield di 
lembaga keuangan lainnya 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
 
  #   g Menganalisa dan mengevaluasi rata-rata yield 
yang dihasilkan untuk setiap jenis kredit pada 
setiap bulan atau tiga bulanan. 
        g Melakukan analisa dan evaluasi rata-rata yield yang 
dihasilkan untuk setiap jenis putang atau 
pembiayaan pada setiap bulan atau tiga bulanan. 
 
  # Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Menstratifikasi pinjaman yang diberikan 
berdasarkan jenis pinjaman dan 
mengakumulasikan jumlah baki debet. 
    # Teknik Audit 
Berbantuan 
Komputer 
a Menstratifikasi pembiayaan yang diberikan 
berdasarkan jenis pembiayaan dan 
mengakumulasikan jumlah baki debet. 
 
  #  b Menstratifikasi pinjaman yang diberikan 
berdasarkan jumlah hari keterlambatan 
pembayaran 
        b Menstratifikasi pembiayaan yang diberika 
berdasarkan jumlah hari keterlambatan 
pembayaran. 
 
  #  c Menstratifikasi rata-rata tertimbang suku bunga.         c Menghitung rata-rata tertimbang marjin/bagi hasil. 
 
  #  d Melaporkan duplikasi nomor pinjaman.         d Melaporkan duplikasi nomor pembiayaan. 
 
  #  e Melaporkan nilai baki debet negatif.         e Melaporkan nilai baki debet negatif. 
 
  #  f Melaporkan kredit dengan kolektibitas tertentu 
yang nilai taksasi agunanannya tidak memenuhi 
persyaratan. 
        f Melaporkan pembiayaan dengan kolektibitas 
tertentu yang nilai taksasi agunanannya tidak 
memenuhi persyaratan. 
 
  #  g Melaporakan kredit yang diberikan kepada obligor 
tertentu. 
        g Melaporakan pembiayaan yang diberikan kepada 
obligor tertentu. 
 
  #  h Melakukan CMA (Cumulative Monetary Amount) 
Sampling untuk prosedur konfirmasi. Sample dipilih 
secara statistik dengan menggunakan suatuk 
teknik  yang disebut cumulative monetary selection 
technique. Metode ini dapat dilakukan secara 
manual tetapi lebih efektif dan efisien jika dilakukan 
dengan menggunakan file interrogation software, 
misalnya ACL. 
        h Melakukan CMA (Cumulative Monetary Amount) 
Sampling untuk prosedur konfirmasi. Sample dipilih 
secara statistik dengan menggunakan suatuk teknik  
yang disebut cumulative monetary selection 
technique. Metode ini dapat dilakukan secara 
manual tetapi lebih efektif dan efisien jika dilakukan 
dengan menggunakan file interrogation software, 
misalnya ACL. 
 
  #  i Melaporkan kredit yang mendapatkan perlakuan 
"haircut". 
      i Melaporkan pembiayaan yang mendapatkan 
perlakuan "haircut". 
 
  #  j Mengidentifikasi dan melaporkan akun yang 
mengalami keterlambatan pembayaran. 
        j Mengidentifikasi dan melaporkan akun yang 
mengalami keterlambatan pembayaran. 
 
  #  k Melaporkan akun dengan baki debet di atas plafon 
kredit. 
        k Melaporkan akun dengan baki debet di atas plafon 
pembiayaan. 
 
  #   l Menghitung dan memverifikasi marjin/bagi hasil 
yang dibebankan pada bulan berjalan. 
        l Menghitung dan memverifikasi marjin/bagi hasil 
yang dibebankan pada bulan berjalan. 
e Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Kredit 
1 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Melakukan pengujian analitik secara keseluruhan 
untuk menambah pegujian secara rinci atas 
kelayakan jumlah penyisihan yang dibentuk oleh 
manajemen bank, yang dapat membantu auditor 
dalam menentukan kecukupan penyisihan 
e Penyisihan 
Kerugian dan 
Penghapusan 
Aktiva 
Produktif 
1 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Melakukan pengujian analitik secara keseluruhan 
untuk menambah pegujian secara rinci atas 
kelayakan jumlah penyisihan, yang dapat 
membantu auditor dalam menentukan kecukupan 
penyisihan 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
      b Mempertimbangkan apakah estimasi manajemen 
atas penyisihan kerugian kredit dapat diterima 
secara wajar dalam hubungannya dengan laporan 
keuangan secara keseluruhan.  
  (PKAP)     b Mempertimbangkan apakah estimasi manajemen 
atas PKAP dapat diterima secara wajar dalam 
hubungannya dengan laporan keuangan secara 
keseluruhan. 
      c Memusatkan perhatian terhadap kecukupan 
penyisihan kerugian kredit sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, karena kegagalan dalam 
menjaga kecukupan penyisihan kerugian  kredit 
dapat dianggap sebagai praktek perbankan yang 
tidak sehat. 
        c Memusatkan perhatian terhadap kecukupan PKAP 
sesuai ketentuan yang berlaku, karena kegagalan 
dalam menjaga kecukupan PKAP dapat dianggap 
sebagai praktek perbankan yang tidak sehat. 
      d Memperhatikan pengaruh terhadap laporan 
keuangan secara keseluruhan kemudian 
melakukan penyesuaian terhadap penyisihan kredit 
terhadap modal atau rasio lainnya. 
        d Memperhatikan pengaruh terhadap laporan 
keuangan secara keseluruhan penyesuaian 
terhadap PKAP terhadap modal atau rasio lainnya. 
    2 Pemeriksaan 
Fisik 
a Melakukan Pemeriksaan (Observasi) Fisik untuk 
menguji keberadaan agunan 
    2 Pemeriksaan 
Fisik 
a Melakukan Pemeriksaan (Observasi) Fisik untuk 
menguji keberadaan agunan. 
    3 Konfirmasi a Konfirmasi independen untuk menguji keberadaan 
agunan. 
    3 Konfirmasi a Melakukan Konfirmasi independen untuk menguji 
keberadaan agunan. 
    4 Inspeksi a Me-review dan menguji proses yang digunakan 
manajemen dalam pembentukan penyisihan 
kerugian kredit. 
    4 Inspeksi a Me-review dan menguji proses yang digunakan 
oleh manajemen untuk membentuk PKAP. 
    3  b Me-review kejadian dan transaksi yang terjadi 
setelah tanggal neraca sebelum menyelesaikan 
pekerjaan lapangan. 
        b Me-review atas kejadian dan transaksi yang terjadi 
setelah tanggal neraca sebelum menyelesaikan 
pekerjaan lapangan. 
    3  c Mengidentifikasi kredit yang mengandung risiko 
kredit yang tinggi atau eksposur dan konsentrasi 
yang signifikan lainnya. 
        c Mengidentifikasi penempatan dana yang 
mengandung risiko penempatan dana yang tinggi 
atau eksposur dan konsentrasi yang signifikan 
lainnya. 
    5 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
a Membentuk estimasi penyisihan kerugian kredit 
secara independen untuk meyakinkan kewajaran 
atas penyisihan kerugian kredit. 
    5 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
  
a Membentuk estimasi PKAP secara independen 
untuk menguatkan kewajaran atas PKAP. 
     b Menelaah dan menguji ketaatan bank pada 
kebijakan untuk menentukan penyisihan kerugian 
kredit dan kebijakan non-acrual secara umum. 
      b Menelaah dan menguji secara umum ketaatan 
institusi pada kebijakan penghapusan dan 
kebijakan non-akrual  
     c Menguji kelengkapan dan keakurasian dari data 
dan laporan historis, seperti laporan kredit 
bermasalah, yang digunakan dalam mengestimasi 
penyisihan kerugian kredit tersebut 
      c Menguji kelengkapan dan akurasi data dan laporan 
historis, seperti laporan penempatan dana 
bermasalah, yang dipergunakan dalam 
mengestimasi PKAP tersebut. 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
      d Melakukan pengujian untuk menentukan bahwa 
kredit dikategorikan sesuai dengan yang ditetapkan 
dan diklasifikasikan sesuai dengan sistem loan 
review bank. 
      d Melakukan pengujian untuk menentukan bahwa 
penempatan dana dikategorikan sesuai dengan 
tujuan yang ditetapkan dan diklasifikasikan sesuai 
dengan sistem loan review bank. 
      e Menguji kelayakan dari penghapusan dan 
pemulihan dengan melakukan pengujian substantif 
secara rinci (detail testing) 
        e Menguji kelayakan dari kerugian dan pemullihan 
dengan pengujian substantif secara rinci (detail 
testing) 
      f Untuk kredit yang dijamin dengan agunan, auditor 
harus memperhatikan apakah penilaian agunan 
telah dilakukan secara seksama dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dengan menguji 
agunan diikat dan didukung dengan dokumen yang 
legal dan memadai. 
        f Untuk piutang atau pembiayaan yang dijamin 
dengan agunan, evaluasi dan penilaian agunan 
harus dilakukan secara hati-hati, dengan menguji 
agunan diikat dan didukung oleh dokumen legal 
dan memadai. 
    6 Tanya Jawab/ 
Permintaan 
KeteranganI 
Inquiry 
a Menyiapkan kertas kerja atau memoranda lainnya 
untuk mendokumentasikan prosedur yang 
dilakukan untuk mengikhtisarkan kesimpulan yang 
diambil dalam memilih tiap kredit yang disiapkan 
oleh staf loan review intern bank. 
    6 Tanya Jawab 
/Permintaan 
Keterangan 
/Inquiry 
a Mendiskusikan status dan latar belakang dari 
piutang atau pembiayaan yang sedang dilakukan 
proses review dengan petugas piutang atau 
pembiayaan dan staf loan review yang 
bertanggungjawab. 
       b Jika auditor menemukan kekurangan pada 
informasi keuangan, auditor dapat memperoleh 
tambahan informasi dari manajemen/pejabat yang 
bersangkutan. 
        b Jika informasi keuangan untuk piutang atau 
pembiayaan tidak memadai, auditor independen 
dapat mendiskusikannya dengan pejabat yang 
bersangkutan. 
    7 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Menggunakan jasa spesialis, seperti jika kondisi 
pasar berfluktuatif, 
    7 Penggunaan 
Pekerjaan 
Spesialis 
a Menggunakan Pekerjaan Spesialis untuk 
mengevaluasi kolektibitas penempatan dana secara 
tepat,  
f Simpanan 1 Konfirmasi a Jika melakukan konfirmasi dengan nasabah, 
rekening aktif, rekening tidak aktif, dormant account 
dan rekening yang sudah ditutup selama periode 
berjalan harus dimasukkan dalam populasi yang 
digunakan untuk prosedur audit. 
f Dana Wadiah 1 Konfirmasi a Jika melakukan konfirmasi dengan nasabah, 
rekening aktif, rekening tidak aktif, dormant account 
dan rekening yang sudah ditutup selama periode 
berjalan harus dimasukkan dalam populasi yang 
digunakan untuk prosedur audit. 
    2 Inspeksi a Melakukan perbandingan tandatangan slip 
penarikan dengan tanda tangan. 
    2 Inspeksi a Melakukan perbandingan tandatangan slip 
penarikan dengan tanda tangan. 
        b Me-review permintaan tertulis dari nasabah dan 
menggunakan prosedur lainnya untuk memperoleh 
bukti yang cukup atas saldo rekening 
        b Me-review permintaan tertulis dari nasabah dan 
menggunakan prosedur lainnya untuk memperoleh 
bukti yang cukup atas saldo rekening 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
a Malakukan Pengujian atas rekonsiliasi rekening 
yang terkait, termasuk pertukaran posisi atas 
rekening yang direkonsiliasi dan review serta 
disetujui oleh personel yang bukan petugas 
pelaksana. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
a Melakukan pengujian rekonsiliasi rekening yang 
terkait, termasuk pertukaran posisi rekening yang 
direkonsiliasi dan di-review serta disetujui oleh 
personil yang bukan petugas pelaksana. 
99 
 
Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
    7 n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
b Menguji pengendalian atas keaslian dan aksestasi 
kartu tanda tangan dan arsip alamat surat-
menyurat. 
      n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
b Melakukan pengujian pengendalian keaslian dan 
aksestasi kartu tandatangan dan arsip alamat surat 
menyurat. 
    7 c Menguji pengendalian atas pengiriman rekening 
koran/surat kepada nasabah. 
      c Melakukan pengujian pegendalian pengiriman 
rekening koran/surat kepada nasabah. 
    7 d Menguji pengendalian ataspembatasan pada 
simpanan yang dijaminkan sebagai agunan, 
rekening yang tidak aktif, atau dormant account, 
dan penerimaan surat. 
        d Melakukan pengujian pengendalian pembatasan 
pada dana wadiah yang dijaminkan sebagai 
agunan, rekening yang tidak aktif atau dormant 
account, dan penerimaan surat.  
      e Melakukan Rekonsiliasi Saldo untuk memberikan 
keyakinan auditor bahwa saldo rekening telah 
dicatat secara lengkap dan benar dalam buku 
besar. 
        e Melakukan Rekonsiliasi Saldo untuk memberikan 
keyakinan auditor bahwa saldo rekening telah 
dicatat secara lengkap dan benar dalam buku 
besar. 
      f Meneliti Penjelasan atas rekening yang 
direkonsiliasi (seperi jumlah yang dikembalikan, 
yang disesuaikan, yang dipertahankan, cerukan 
dan biaya jasa) untuk menentukan apakah 
diperlukan penyesuaian atas nilai yang tercatat. 
        f Meneliti Penjelasan atas rekening yang 
direkonsiliasi (seperi jumlah yang dikembalikan, 
yang disesuaikan, yang dipertahankan, cerukan 
dan biaya jasa) untuk menentukan apakah 
diperlukan penyesuaian atas nilai yang tercatat. 
    7  g Menghitung kembali bunga yang dibayar, bunga 
yang terutang, dan pendapatan jasa pelayanan, 
dan pengujian atas beban bunga dan pendapatan 
jasa pelayanan selama periode tersebut. 
            
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Pengamatan atau pembuktian adanya pemisahan 
tugas dan review pengawasan atas 
aktivitas/transaksi rekening karyawan. 
    4 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan pengamatan atau pembuktian adanya 
pemisahan tugas dan review pengawasan 
aktifitas/transaksi rekening karyawan. 
    5 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan tandatangan pada slip penarikan 
dengan kartu tanda tangan. 
    5 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
b Membandingkan persentase pertumbuhan dana 
wadiah selama periode berjalan dengan persentase 
historis. 
    # b Membandingkan persentase pertumbuhan 
simpanan selama periode berjalan dengan 
persentase historis 
        b Membandingkan rata-rata saldo dana wadiah 
selama periode berjalan dengan periode 
sebelumnya. 
    #  c Membandingkan rata-rata saldo simpanan selama 
periode berjalan dengan periode sebelumnya. 
        c Me-review proporsi komposisi dan wadiah dari satu 
periode dengan periode lainnya  
    #  d Me-review proporsi komposisi simpanan dari satu 
periode dengan periode lainnya. 
        d Membandingkan jumlah dan persentase rasio 
rekening yang sudah tidak aktif terhadap jumlah 
keseluruhan dana wadiah dengan periode 
sebelumnya. 
    #  e Me-review konsentrasi simpanan nasabah untuk 
periode tertentu. 
        e  Me-review dana wadiah untuk periode tertentu. 
    #  f Membandingkan tingkat bunga simpanan dengan 
tingkat bunga pasar yang berlaku untuk periode 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
yang sama. 
g Pinjaman 
Diterima 
1 Konfirmasi a Konfirmasi dengan pemberi pinjaman atas 
informasi tertentu mencakup seluruh persyaratan, 
saldo yang belum dibayar, akrual utang bunga, 
pembayaran pokok, dan bunga yang dilakukan 
sepanjang tahun, penjelasan mengenai barang 
jaminan, dan terjadinya pelanggaran atas 
persyaratan perjanjian. 
g Kewajiban 1 Konfirmasi a Melakukan Konfirmasi untuk pembiayaan yang 
diterima dari Bank Indonesia, pembiayaan dari bank 
lain dan pinjaman qardh mengenai antara lain 
jumlah kewajiban dan jatuh tempo. 
    2 Inspeksi         2 Inspeksi a Memeriksa titipan dana sosial yang berasal dari 
penerimaan dari transaksi-transaksi yang tidak 
sesuai dengan prinsip syariah, seperti penerimaan 
dari jasa giro bank konvensional dan penerimaan 
dari denda-denda keterlambatan pembiayaan. 
    3  a Menelaah persyaratan pinjaman dan menguji 
apakah bank telah menaati persyaratan tersebut. 
Menentukan apakah pengungkapan telah 
memadai. 
        b Menelaah persyaratan pinjaman dan menguji 
apakah bank telah menaati persyaratan tersebut. 
Menentukan apakah pengungkapan telah memadai. 
    3  b Membaca berita acara rapat dewan direksi untuk 
memastikan apakah transaksi keuangan telah 
disetujui dan sesuai dengan kebijakan tertulis. 
        c Membaca berita acara rapat dewan direksi untuk 
memastikan apakah transaksi keuangan telah 
disetujui dan sesuai dengan kebijakan tertulis. 
    3  c Menelaah dan mendapatkan skedul pendukung 
rinci atas saldo pinjaman diterima. 
        d Mendapatkan skedul pendukung rinci atas saldo 
akun-akun neraca tahun lalu dan tahun berjalan. 
Mencocokkan saldo tahun lalu dengan kertas 
kerjanya dan neraca tahun berjalan dengan buku 
besar. Menelaah kewajaran aktivitas tersebut. 
    
    
            
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang)  
a Menguji apakah transaksi pelunasan pinjaman 
telah dicatat dengan benar. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
a Jika bank mempunyai aktiva dimana arus kas yang 
dihasilkan digunakan untuk membayar kewajiban 
tertentu bank tersebut, menguji apakah transaksi 
tersebut merupakan pelunasan yang lebih rendah 
dan apakah telah dicatat dengan benar. 
      b Membandingkan beban bunga yang dicatat dan 
akrual utang bunga dengan pinjaman tercatat untuk 
memastikan kelengkapan saldo pinjaman. 
        b Membandingkan beban bunga yang dicatat dan 
akrual hutang bunga dengan pinjaman tercatat 
untuk memastikan kelengkapan saldo pinjaman. 
    4 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan beban bunga berdasarkan 
kelompok pinjaman sebagai persentase dari rata-
rata saldo pinjaman selama tahun berjalan dengan 
tingkat bunga yang dinyatakan pada instrumen 
pinjaman. 
    4 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Membandingkan daftar akun-akun dalam kelompok 
kewajiban dengan akun-akun yang sama pada 
periode sebelumnya, dan lakukan penyelidikan 
terhadap perubahan-perubahan yang tidak 
diharapkan. 
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Tabel 4.1  Prosedur Audit BPR X dan BPRS X Berdasarkan IAI-KAP 
PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
    #  b Mengevaluasi kewajaran akrual yang ada pada 
neraca dan akun lain yang berhubungan (akrual 
utang bunga, biaya penerbitan yang ditangguhkan 
dan agio serta diskon) dengan melakukan 
perbandingan ke saldo tahun sebelumnya. 
        b Menganalisa jadwal jatuh tempo untuk setiap akun 
dalam kelompok kewajiban untuk 
mempertimbangkan likuiditas bank dalam 
pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
h Perpajakan 1 Vouching a Dapatkan daftar kewajiban pajak, pelaporan 
bulanan (SPM) dan tahunan (SPT) 
h Perpajakan 1 Vouching a Dapatkan daftar kewajiban pajak, pelaporan 
bulanan (SPM) dan tahunan (SPT). 
    2 b Dapatkan rekonsiliasi laba rugi menurut akuntansi 
dengan penghasilan kena pajak. Cocokkan ke 
buku besar dan dokumen pendukungnya. 
Pertimbangkan kewajaran saldo akun pajak tahun 
berjalan. 
      b Dapatkan rekonsiliasi laba rugi menurut akuntansi 
dengan penghasilan kena pajak. Cocokkan ke buku 
besar dan dokumen pendukungnya. 
Pertumbangkan kewajaran saldo akun pajak tahun 
berjalan. 
    2 Inspeksi a Periksa utang pajak tahu lalu dan pastikan telah 
dilakukan pencatatan yang tepat dan periksa 
pembayarannya pada tahun berjalan. 
    2 Inspeksi a Periksa utang pajak tahun lalu dan pastikan tela 
dilakukan pencatatan yang tepat dan periksa 
pembayarannya pada tahun berjalan. 
      b Pastikan apakah perubahan pada Undang-Undang 
Pajak Penghasilan telah secara tepat tercermin 
pada saldo perhitungan akun pajak. 
        b Pastikan apakah perubahan pada Undang-undang 
Pajak Penghasilan telah secara tepat tercermin 
pada saldo perhitungan akun pajak. 
    1  c Periksa alokasi, pencatatan, dan sumber 
pendapatan dan beban, apakah sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 
        c Periksa alokasi, pencatatan, dan sumber 
pendapatan dan beban, apakah sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 
    1  d Periksa klasifikasi akun dan penjelasannya untuk 
mengidentifikasi kemungkinan perbedaan 
pelaporan pajak dengan pelaporan komersial 
seperti cadangan penyisihan atau beban yang tidak 
diperkenankan. 
        d Periksa klasifikasi akun dan penjelasannya untuk 
mengidetifikasi kemungkinan perbedaan pelaporan 
pajak dengan pelaporan komersial seperti 
cadangan penyisihan atau beban yang tidak 
diperkenankan. 
    1  e Periksa strategi perencanaan pajak dan asumsi 
yang digunakan untuk menghitung pajak 
penghasilan tangguhan. 
        e Periksa strategi perencanan pajak dan asumsi yang 
digunakan untuk menghitung pajak penghasilan 
tangguhan. 
    1  f Evaluasi kontijensi pajak, perlakuan akuntansi dan 
pengungkapan yang diperlukan untuk hal-hal yang 
tercermin pada PSAK No. 57, Kewajiban 
Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva 
Kontijensi, dan juga memeriksa dokumen yang 
dikeluarkan pihak pajak untuk menentukan 
kontijensi pajak. 
    
 
  f Mengevaluasi kontijensi pajak, perlakuan akuntansi 
dan pengungkapan yang diperlukan untuk hal-hal 
yang tercamtum pada PSAK No. 57, Kewajiban 
Diestimasi, Kewajiban kontijensi, dan Aktiva 
kontijensi. Auditor harus memeriksa dokumen yang 
dikeluarkan pihak pajak untuk menentukan 
kontijensi pajak. 
    3 Perhitungan 
Kembali 
a Uji akun pajak pada neraca dan periksa 
pembayaran dan kredit pajaknya. 
    4 Perhitungan 
Kembali 
a Uji akun pajak pada neraca dan periksa 
pembayaran dan kredit pajaknya. 
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PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
      (Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformanc 
 
b 
Periksa kerugian yang belum dikompensasi dan 
akumulasi kredit pajak. Periksa akumulasi 
perbedaan temorer, ketetapannya dan tes 
kewajaran atas saldo pajak penghasilan. 
      (Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating 
/recounting/ 
reperformance 
b Periksa kerugian yang belum dikompensasikan dan 
akumulasi kredit pajak. Periksa akumulasi 
perbedaan temporer, ketetapannya dan tes 
kewajaran atas saldo pajak penghasilan. 
    4 c Periksa ketetapan penghitungan aktiva pajak 
tangguhan. 
      c Periksa ketetapan penghitungan aktiva pajak 
tangguhan. 
        d Evaluasi kecukupan pengungkapan perpajakan 
pada laporan keuangan. 
        d Evaluasi kecukupan pengungkapan perpajakan 
pada laporan keuangan. 
      
i Dana Investasi 
tidak Terikat 
(Dana 
Investasi 
Mudharabah 
Muthalaqah) 
dan Surat 
Berharga yang 
Diterbitkan 
Bank 
  
  
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi atas saldo dana investasi 
tidak terikat (ekuitas investor tidak terikat) 
      
  2 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan  
a Menguji apakah bank telah menaati persyaratan 
tersebut, dan menentukan apakah pengungkapan 
telah memadai. 
      
    b Menguji kebenaran atas perhitungan bagi hasil. 
      
    c Menguji apakah transaksi penerimaan dana telah 
dicatat dengan benar. 
      
  3 Prosedur 
Pemeriksaan 
Analitis 
a Mempertimbangkan saldo-saldo yang tidak normal 
atau tidak diharapkan serta hubungannya dengan 
data pendukung atau saldo lain 
      
      b Membandingkan jumlah bagi hasil yang dibayarkan 
dengan jumlah tabungan dan deposito (investasi 
tidak terkait) mudharabah, periode saat itu, periode 
yang lalu, ataupun dengan ekspektasi auditor. 
      
    4 Inspeksi a Menelaah dokumen dan laporan 
      
        b Menelaah akad penerimaan dana investasi tidak 
terikat. 
      
        c Menelaah persyaratan penerimaan dana. 
      
        d Menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan 
penerbitan obligasi syariah dan atau reksadana 
syariah termasuk didalamnya prospektus, opini 
legal, dan laporan audit penjatahan. 
      
    5 Tanya Jawab  a tanya-jawab dengan personalia yang berkompeten 
      
    6 Observasi 
(Pengamatan) 
a Melakukan Observasi  atas beberapa prosedur 
pengendalian tertentu. 
      
j Pendapatan 
dan Beban 
Operasional 
serta Hak 
Pihak Ketiga 
atas Investasi 
1 Inspeksi a Mempelajari dokumen-dokumen seperti anggaran 
untuk periode yang bersagkutan, notulen rapat 
direksi, dan notulen assets and liabilities-committee 
(ALCO) serta laporan hasil pemeriksaan auditor 
internal dan mempelajari fatwa-fatwa Dewan 
Syariah Nasional. 
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PROSEDUR AUDIT BPR X (BANK KONVENSIONAL) PROSEDUR AUDIT BPRS X (BANK SYARIAH) 
      
  Tidak Terikat     b mempertimbangkan sistem yang diapakai bank 
dalam melakukan pencatatan-pencatatan 
pendapatan dan beban tertentu apakah dilakukan 
secara otomatis oleh sistem atau dilakukan secara 
manual. 
      
        c Memperhatikan secara khusus pendapatan-
pendapatan atau beban-beban yang berasal dari 
transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
      
        d Mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku yang dapat berdampak pada beban 
operasi. 
      
        e Mempertimbangkan apakah manajemen terbebani 
oleh target laba tertentu yang memungkinkan 
adanya perubahan kebijakan dan perubahan 
estimasi yang dipakai yang memungkinkan 
pengakuan pendapatan yang lebih besar, misalnya 
menunda-nunda pengakuan suatu biaya tertentu. 
      
        f Melakukan review atas kecukupan biaya tenaga 
kerja yang diestimasi sesuai dengan PSAK 24, 
Imbalan Kerja dan PSAK terkait lainnya. 
      
    2 Pelaksanaan 
Ulang 
a Melakukan penilaian atas kebijakan dan 
penggunakan estimasi berdasarkan ukuran yang 
wajar 
      
k Laporan 
Sumber dan 
Penggunaan 
Qardh 
1 Konfirmasi a Melakukan konfirmasi kepada pihak yang memberi 
dan menerima dana qardh. 
      
  2 Perhitungan 
Kembali 
(Pelaksanaan 
Ulang) 
/Recomputatio
n/recalculating   
a Melakukan pengujian atas transaksi yang 
menggunakan dana qardh 
      
      b Melakukan pengujian silang atas dana qardh yang 
berasal dari pendapatan non halal bank syariah 
untuk mengetahui sifat dan penyebab timbulnya 
pendapatan non-halal tersebut. 
 
Sumber : Diolah Sendiri, Berdasarkan Panduan Audit Bank Konvensional (PABK) 2003 dan Panduan Audit Bank Syariah (PABS)  2005
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Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat perbandingan rincian 
prosedur audit per akun/objek audit dan bisa melihat perbedaan prosedur audit 
BPR X dan BPRS X, yaitu: 
1. BPR X dan BPRS X memiliki akun/objek audit dan prosedur audit yang 
secara umum sama, yaitu pada akun Kas, Giro pada Bank Indonesia dan 
Giro pada Bank Lain, dan Penempatan pada Bank Lain. Akan tetapi, untuk 
BPRS X (Bank Syariah) auditor harus memeriksa kesuaiannya dengan 
prinsip syariah, seperti: 
a. Mengecek ketetapan pencatatan atas pendapatan dari giro pada Bank 
Indonesia dan bank lain sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) Perbankan Syariah. 
b. Mengidentifikasikan dan menelaah pertimbangan manajemen atas giro 
pada bank konvensional dan dapatkan pertimbangan dari Dewan 
Pengawas Syariah atas hal tersebut. 
2. Adanya akun/objek audit dari BPR X dan BPRS X yang berbeda tetapi 
prosedur audit yang dilakukan auditor secara umum sama, karena kegiatan 
yang secara umum sama tetapi berbeda prinsip, dimana BPRS X (bank 
syariah) harus memenuhi prinsip syariah, seperti: 
a. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, BPR X memberikan kredit, 
sedangkan BPRS X memberikan pembiayaan bagi hasil berdasarkan 
akad. 
b. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BPR X menghimpun dalam 
bentuk  Simpanan, sedangkan BPRS X dalam bentuk Dana Wadiah. 
c. Sumber Dana yang diperoleh, BPR X memperolehnya dari Pinjaman 
Diterima, sedangkan BPRS X memperolehnya dari kewajiban yang harus 
sesuai dengan prinsip syariah, seperti auditor harus melakukan inspeksi 
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(prosedur tambahan) dengan Memeriksa titipan dana sosial yang berasal 
dari penerimaan dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip 
syariah, seperti penerimaan dari jasa giro bank konvensional dan 
penerimaan dari denda-denda keterlambatan pembiayaan. 
d. Penyisihan Kerugian Bank, BPR X memiliki Penyisihan Kerugian dan 
Penghapusan Kredit, sedangkan BPRS X memiliki Penyisihan Kerugian 
dan Penghapusan Aktiva Produktif (PKAP) yang harus memenuhi Prinsip 
Syariah). 
3. Adanya produk atau kegiatan usaha yang hanya dimiliki oleh Bank Syariah 
(BPRS X) yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI, 
seperti: Dana Investasi tidak Terikat (Dana Investasi Mudharabah 
Muthalaqah) dan Surat Berharga yang Diterbitkan Bank, Pendapatan dan 
Beban Operasional serta Hak Pihak Ketiga atas Investasi Tidak Terikat, dan  
Laporan Sumber dan Penggunaan Qardh 
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Berdasarkan penjelasan diatas, kita bisa melihat perbedaan prosedur audit 
BPR X (Bank Konvensional) dengan BPRS X (Bank Syariah) dalam bentuk  tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 4.2 Perbedaan Prosedur Audit BPR X dan BPRS X 
BPR X BPRS X KETERANGAN 
1  Akun/Objek Audit sama dan Prosedur Audit yang secara umum sama 
  a Kas a Kas Sama, tapi BPRS harus sesuai Prinsip Syariah 
  b Giro pada BI dan Giro 
pada Bank Lain 
b Giro pada BI dan Giro 
pada Bank Lain 
Sama, tapi BPRS harus sesuai Prinsip Syariah 
  c Penempatan pada Bank 
Lain 
c Penempatan pada Bank 
Lain 
Sama, tapi BPRS harus sesuai Prinsip Syariah 
2 Akun/Objek Audit yang berbeda dan Prosedur audit yang secara umum sama  
  a Kredit yang Diberikan a Pembiayaan yang 
Diberikan 
Untuk BPRS X harus memenuhi Prinsip Syariah 
  b Penyisihan Kerugian dan 
Penghapusan Kredit 
b Penyisihan Kerugian dan 
Penghapusan Aktiva 
Produktif (PKAP) 
Untuk BPRS X harus memenuhi Prinsip Syariah 
  c Simpanan c Dana Wadiah Untuk BPRS X harus memenuhi Prinsip Syariah 
  d Pinjaman Diterima d Kewajiban Untuk BPRS X harus memenuhi Prinsip Syariah 
3 Prosedur Akun/Objek Audit yang hanya dimiliki Bank Syariah (BPRS X) 
  a Tidak ada a Dana Investasi tidak 
terikat (Dana investasi 
Mudharabah Mutalaqah) 
dan Surat Berharga yang 
diteribitkan Bank 
  
  b Tidak ada b Pendapatan dan Beban 
Operasional serta Hak 
Pihak Ketiga atas 
investasi tidak terikat. 
  
  c Tidak ada c 
 
Laporan Sumber dan 
Penggunaan Qard 
(Pinjaman) 
  
Sumber : Diolah Sendiri 
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4.3 Kertas Kerja Audit BPR X DAN BPRS X 
Dalam Penelitian ini, Peneliti juga meminta data berupa kertas kerja 
(working paper) audit di KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. untuk 
membandingkan dan menganalisis untuk menemukan perbedaan prosedur audit 
BPR X dan BPRS X. Kertas Kerja Audit terdiri dari Kertas kerja neraca (working 
paper balance sheet – WBS) dan kertas kerja laba rugi (working paper profit and 
loss – WPL).  
Berdasarkan kertas kerja audit yang terlampir, penulis melihat bahwa 
kertas kerja audit ini dibuat sebagai salah satu prosedur audit yang telah 
dilakukan dan sumber informasi dalam mempertimbangkan pengambilan 
keputusan untuk menentukan kewajaran dari laporan keuangan secara rinci 
untuk setiap akun. Dimana prosedur audit yang telah dilakukan pada kertas kerja 
dapat dilihat dari tickmark kertas kerja, dan informasi dapat diperoleh melalui 
catatan pada kertas kerja audit, dan berdasarkan tickmark dan catatan audit 
dalam kertas kerja, auditor membuat kesimpulan apakah setiap akun sudah 
disajikan secara wajar atau tidak. Berikut ini tickmark/prosedur audit yang telah 
dilakukan oleh KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. dalam mengaudit BPR 
X dan BPRS X. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa auditor, selain 
memeriksa kewajaran dari saldo laporan keuangan, auditor juga harus 
memeriksa kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia (lihat Lampiran 4 dan 5).  
1. Lampiran 1 : Kertas Kerja Neraca (Working Balance Sheet - WBS) Gabungan 
PT. BPR X dan PT. BPRS X.  
Penulis membandingkan Kertas Kerja Neraca BPR X dan BPRS X, 
berdasarkan lampiran tersebut, penulis melihat bahwa lampiran ini 
merupakan kertas kerja induk yang memiliki kertas kerja pendukung pada 
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setiap akun, yang ditandai dengan nomor indeks kertas kerja, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Lampiran A : WBS - KAS PT. BPRS X DAN PT. BPR X merupakan kertas 
kerja pendukung dengan nomor indeks A, berdasarkan lampiran ini, 
prosedur audit yang telah dilakukan berdasarkan tickmark adalah auditor 
telah memeriksa akun/objek audit ke Buku Besar. 
Seperti yang terlihat pada lampiran A, Kas BPRS X dan BPR X 
merupakan akumulasi dari Kas Pusat dan Kas Cabang. dimana Transaksi 
kas diakui sebesar nilai nominal. Kas lazim disajikan pada urutan pertama 
pada aktiva. 
b. Lampiran B : WBS - Giro pada Bank Lain PT. BPRS X DAN PT. BPR X 
merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks B, dengan 
tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah: 
 Memeriksa ke Buku Besar 
 Mempertimbangkan secara keseluruhan digolongkan lancar dan 
disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5% 
Berdasarkan lampiran B, bisa dilihat bahwa giro pada bank lain 
BPRS X ditempatkan pada Bank Syariah dengan menerima bonus yang 
diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, bisa dilihat pada Laporan 
Laba Rugi BPRS X (lihat Lampiran 2 dan 10), penerimaan bonus 
merupakan Pendapatan Operasi Utama pada pos Bonus dari Bank Lain. 
Tetapi jika terdapat giro pada bank konvensional diakui sebagai 
penerimaan dana kebajikan pada Laporan sumber Penggunaan Dana 
Qardhul Hasan pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal 
saat diterima (lihat gambar 4.6). Sedangkan Giro pada Bank Lain BPR X 
menerima Bunga sebagai pendapatan Operasional pada Pos Pendapatan 
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Bunga pada Pendapatan Bunga Antar Bank pada Laporan Laba Rugi 
BPR X (lihat Lampiran 2 dan 10).            
Untuk meyakinkan bahwa saldo giro pada bank lain dan 
pendapatan bonus pada BPRS X dan pendapatan bunga pada BPR X 
saldo-saldonya tercatat sudah benar ada dan dimiliki bank serta telah 
disajikan dengan benar dalam laporan keuangan, kita bisa melihatnya 
pada Lampiran B-1 : WBS - Giro pada Bank Lain PT. BPRS X dan PT. 
BPR  X yang merupakan kertas kerja pendukung dari Lampiran B dengan 
nomor indeks B-1, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan  
adalah auditor adalah: 
 Memeriksa ke Rekening Koran 
 Melakukan konfirmasi kepada bank atas saldo giro pada bank lain. 
c. Lampiran C : WBS - Penempatan Pada Bank Lain PT. BPRS X DAN PT. 
BPR X merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks C, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah: 
 Memeriksa ke Buku Besar 
 Mempertimbangkan giro pada bank lain secara keseluruhan 
digolongkan lancar dan disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5%. 
dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. 
Penempatan pada bank lain BPRS X adalah penanaman dana Bank 
pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah 
berupa deposito berjangka mudharabah dan investasi mudharabah, 
seperti yang terlihat pada lampiran B terdiri dari Giro pada Bank Lain dan 
Tabungan, Penempatan pada bank lain disajikan dalam neraca sebesar 
nilai bruto tagihan bank dikurangi dengan penyisihan kerugian sebagai 
pos lawan (contra account). Dimana Penempatan pada Bank Lain BPRS 
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X memperoleh Pendapatan bagi hasil (lihat Lampiran 2 dan 10) pada 
Laporan Laba Rugi pada Pos Pendapatan Operasi utama Lainnya yang 
terdiri dari Bagi hasil Rekening Tabungan Lain (untuk Tabungan) dan 
Bonus Giro Wadiah (untuk Giro pada Bank Lain). 
Sedangakan Penempatan pada bank lain BPR X disajikan sebesar 
saldo penempatan setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan 
yang dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap 
kolektibilitas masing-masing saldo penempatan pada bank lain. dimana 
seperti yang terlihat pada Lampiran 1, Penempatan pada Bank Lain BPR 
X bisa pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, Pendapatan dari 
Penempatan pada bank konvensional dan syariah disajikan sebagai 
bagian dari Pendapatan Bunga pada Laporan Laba Rugi (lihat Lampiran 2 
dan 10) 
Untuk meyakinakan bahwa saldo Penempatan pada bank lain dan 
pendapatan bagi hasil dan bonus giro wadiah pada BPRS X dan 
pendapatan bunga pada BPR X, saldo-saldonya tercatat sudah benar ada 
dan dimiliki bank serta telah disajikan dengan benar dalam laporan 
keuangan, kita bisa melihatnya pada Lampiran C-1 : WBS - Penempatan 
Pada Bank Lain PT. BPRS X yang merupakan kertas kerja pendukung 
dari Lampiran C dengan nomor indeks C-1, dengan tickmark/prosedur 
audit yang telah dilakukan  adalah auditor adalah: 
 Memeriksa ke Rekening Koran dan Melakukan konfirmasi  
d. Lampiran D : WBS - PIUTANG MURABAHAH PT. BPRS X DAN KREDIT 
YANG DIBERIKAN PT. BPR X. merupakan kertas kerja pendukung  
dengan indeks D untuk WBS Neraca BPR X dan BPRS X, dengan 
tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
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 Memeriksa ke Buku Besar 
 Piutang Murabahah (BPRS X) dan Kredit yang diberikan (BPR X) 
digolongkan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, dan 
disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5%, 10%, 50%, dan 100%. 
dan mempertimbangkan bahwa penyisihan kerugian cukup untuk 
menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagih. 
 Menghitung Ulang Penyisihan Kerugian Berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia 
Auditor juga perlu mengetahui bahwa BPRS X hanya berfokus pada 
pola Pembiayaan Piutang Murabahah (Jual Beli) dalam menyalurkan 
dana ke masyarakat dengan transaksi penjualan barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Prinsip pembiayaan ini tidak berbentuk dana 
cash, tetapi pembiayaan pemilikan barang. Karakteristiknya adalah BPRS 
X sebagai penjual harus memberitahu harga pokok barang/produk 
tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh Musytari 
(Nasabah/Pembeli). Selanjutnya Bank menentukan tingkat keuntungan 
sebagai tambahan yang merupakan harga jual Bank kepada Nasabah. 
Margin dari Piutang Murabahah ini diakui sebagai Pendapatan Operasi 
Utama BPRS X pada Laporan Laba Rugi (lihat Lampiran 1 dan 10) pada 
Pos Margin Murabahah. Untuk Margin murabahah ditangguhkan disajikan 
sebagai pos lawan piutang murabahah. 
Apabila terjadi penyelamatan pinjaman untuk mengantisipasi 
kolektibilitas macet menurut ketentuan kolektibilitas intern, maka 
tunggakan nisbah atau denda jika ada, tidak boleh menambah pokok 
pinjaman, tetapi tunggakan nisbah dan denda dapat diangsur bersama 
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pokok pinjaman yang di-reschedulling. Denda dikenakan apabila nasabah 
lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan diakui 
sebagai dana kebajikan pada saat diterima (Lihat Gambar 4.6 Laporan 
Sumber dan Penggunaan Dana Qardh). 
Sedangkan untuk BPR X menyalurkan dananya kepada masyarakat 
dalam bentuk Kredit, dalam laporan keuangan, kredit yang diberikan 
dinyatakan berdasarkan saldo kredit dikurangi dengan penyisihan 
penghapusan yang dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen 
terhadap kolektibilitas dari kredit yang diberikan. berdasarkan lampiran 1 
pada Neraca BPR X kredit yang diberikan disajikan pada pos kredit 
sebesar risiko kredit yang ditanggung BPR X berdasarkan Kolektibitas 
dan Jenis Kredit, dengan memperoleh bunga kredit yang diakui sebagai 
Pendapatan Operasional pada Laporan Laba Rugi BPR X pada Pos 
Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Provisi Kredit (lihat Lampiran 
2 dan 10). 
e. Lampiran E : WBS - ASET TETAP PT. BPRS X DAN PT. BPR 
merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks E, dengan 
tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. Dan berdasarkan Lampiran E-1 dan 
E-2 yang tickmark & prosedur audit yang telah dilakukan auditor adalah: 
 Memeriksa ke kwitansi pembelian Aset Tetap dan bukti kas keluar 
dan melakukan pemeriksaan fisik 
 Menghitung Ulang Beban Depresiasi pada Aset tetap, sehingga jika 
ada kesalahan auditor mendapat temuan dan melakukan 
penyesuaian (AJE). 
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Aset tetap dinyatakan sebesar Harga Perolehan dikurangi dengan 
Akumulasi Penyusutan (Aset Tetap kecuali Tanah) disusutkan dengan 
menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method) berdasarkan 
taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap seperti Bangunan 8 tahun 
dan Inventaris 4 & 8 tahun. Biaya pemeliharaan dan perbaikan 
dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan 
penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Nilai buku aset tetap 
yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok 
aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan 
dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. 
Seperti yang terlihat pada lampiran 1 dan Lampiran E, Akumulasi 
Penyusutan Aktiva Tetap merupakan Akumulasi Penyusutan Bangunan, 
Inventaris, dan Kendaraan seperti pada Lampiran 4 sesuai dengan  
Pedoman Akuntansi BPR untuk BPR X dan PAPSI untuk BPRS X. Untuk 
bisa melihat lebih rinci Aktiva Tetap, bagaimana Harga Perolehannya, 
Penambahan, Pelepasan, Depresiasi, Penambahan & Pengurangan 
Depresiasi, Nilai buku bersih per audit dan per buku serta selisihnya 
(AJE) bisa dilihat pada Lampiran E-1 dan E-2. 
f. Lampiran F: WBS - RUPA-RUPA ASET PT. BPRS X DAN ASET LAIN-
LAIN PT. BPR X merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor 
indeks F, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah 
auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
Dimana Rupa-rupa Aset/Aset Lainnya disajikan secara gabungan 
sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali 
otoritas pengawas atau ketentuan disajikan tersendiri (lihat Gambar 4.1, 
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Lampiran 1) untuk melihat lebih rinci apa-apa saja yang menjadi Rupa-
rupa Aset/Aset Lainnya bisa dilihat pada lampiran F.                         
g. Lampiran AA : WBS - KEWAJIBAN SEGERA PT. BPRS X dan PT. BPR 
X merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks AA, dengan 
tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
Dimana Kewajiban segera disajikan di neraca sebesar jumlah 
kewajiban bank yang wajib segera dibayarkan. 
h. Lampiran BB : WBS - TABUNGAN WADIAH PT. BPRS X dan 
SIMPANAN PT. BPR X merupakan kertas kerja pendukung dengan 
nomor indeks BB, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan 
adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
Berdasarkan lampiran tersebut BPRS X menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk Tabungan Wadiah yang disajikan sebesar 
jumlah nominalnya, sehingga Bank memiliki kewajiban atas bonus dari 
tabungan wadiah bisa dilihat pada Pos Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil 
pada Beban Bonus Titipan Wadiah pada Laporan Laba Rugi BPRS X 
(lihat Lampiran 2 dan 20). 
Sedangakan BPR X menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk Simpanan baik Tabungan dan Deposito. sehingga menimbulkan 
beban bunga simpanan sebagai Beban Operasional pada Pos Beban 
Bunga pada Bunga Pihak Ketiga pada Laporan Laba Rugi BPR X (lihat 
Lampiran 2 dan 40). serta BPR X menghimpun dana dengan Simpanan 
Dari Bank Lain, Bunga yang diberikan diakui sebagai penambah nominal 
tabungan. 
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i. Lampiran CC : WBS - PEMBIAYAAN/PINJAMAN YANG DITERIMA PT. 
BPRS X DAN PINJAMAN DITERIMA PT. BPR X merupakan kertas kerja 
pendukung dengan nomor indeks CC, dengan tickmark/prosedur audit 
yang telah dilakukan adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku 
besar. 
Berdasarkan Lampiran tersebut audit harus mengetahui bahwa 
Pembiayaan/Pinjaman yang diterima BPRS X dan BPR X untuk 
mengatasi likuiditas dengan pendanaan jangka pendek. BPRS X 
memperoleh pinjaman dari bank lain dengan memberikan imbalan atas 
pinjaman yang diterima. BPRS X pun dapat memperolehnya dari 
pinjaman qardh yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Biaya-
biaya yang timbul untuk memperoleh pinjaman diakui sebagai beban, bisa 
dilihat pada Pos Beban Operasional Lainnya pada Laporan Laba Rugi 
(Lihat Lampiran 2 dan 40).  
Sedangkan Pinjaman Diterima BPR X berasal dari Bank Umum dan 
pihak lain, Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman 
ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung 
pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto. Diskonto diamortisasi 
secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga (lihat Lampiran 2) 
sedangkan bunga arual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang 
Bunga pada Pos Kewajiban Lain-lain pada Bunga yang Harus Dibayar 
(lihat Lampiran 1 dan DD). 
j. Lampiran DD : WBS - RUPA-RUPA PASSIVA PT. BPRS X DAN 
KEWAJIBAN LAIN-LAIN PT. BPR X merupakan kertas kerja pendukung 
dengan nomor indeks DD, dengan tickmark/prosedur audit yang telah 
dilakukan adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
116 
 
 
Kewajiban Lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. 
Kewajiban Lain-lain disajikan secara gabungan untuk menampung 
kewajiban BPRS X dan BPR X yang tidak dapat digolongkan ke dalam 
salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk 
disajikan dalam pos tersendiri. Pada BPR X Bunga yang harus dibayar 
disajikan pada pos Kewajiban Lain-lain (lihat Lampiran 1 dan DD). 
k. Lampiran EE : WBS - INVESTASI TIDAK TERIKAT PT. BPRS X 
merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks EE hanya ada 
pada BPRS X, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan 
adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
Berdasarkan Lampiran ini, Investasi tidak terikat terdiri dari 
Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah yang disajikan 
sebesar jumlah nominalnya dan diakui pada saat diterima sebesar jumlah 
yang diterima. Bagi Hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah 
yang disepakati pada awal akad yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi 
BPRS X pada pos Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan 
Bank pada Tabungan dan Deposito Mudharabah (Lampiran 2 dan 20). 
l. Lampiran FF : WBS - MODAL SAHAM PT. BPRS X DAN MODAL 
DISETOR PT. BPR X DAN MODAL SAHAM PT. BPR X, merupakan 
kertas kerja pendukung dengan indeks FF dengan tickmark/prosedur 
audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
 Memeriksa ke Buku Besar 
 Memeriksa ke Akte Perubahan terbaru 
 Memeriksa ke hasil RUPS 
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m. Lampiran GG : WBS - CADANGAN UMUM PT. BPRS X DAN 
CADANGAN PT. BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan 
nomor indeks GG, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan 
adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
n. Lampiran HH : WBS - LABA DITAHAN PT. BPRS X DAN LABA DITAHAN 
PT. BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks G, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
Berdasarkan Lampiran 1 Laba Ditahan dan Laba Tahun Berjalan BPRS X 
dan BPR X sebaiknya diakumulasi dan disajikan menjadi Saldo Laba 
sesuai pada Lampiran 4. 
2. Lampiran 2 : Kertas Kerja Laba Rugi (Working Paper Profit and Loss - WBS) 
Gabungan PT. BPR X dan PT. BPRS X.  
Penulis membandingkan Kertas Kerja Laba Rugi BPR X dan BPRS X, 
berdasarkan lampiran tersebut, penulis melihat bahwa lampiran ini 
merupakan kertas kerja induk yang memiliki kertas kerja pendukung pada 
setiap akun, yang ditandai dengan nomor indeks kertas kerja, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Lampiran 10 : WPL - Pendapatan Operasi Utama & Operasi Utama 
Lainnya PT. BPRS X dan Pendapatan Operasi Utama BPR X, merupakan 
kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 10, dengan 
tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
Auditor harus mengetahui bahwa Pendapatan Operasi utama BPRS 
X terdiri dari pendapatan atas margin dari transaksi murabahah, dan 
pendapatan atas bonus dari Bank Syariah Lain. Pendapatan margin 
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murabahah diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada 
periode laporan keuangan yang sama; atau selama periode akad secara 
proporsional apabila akad melampui satu periode laporan keuangan. 
Sedangkan Pendapatan Operasional BPR X adalah Pendapatan bunga 
yang diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit & aset 
produktif lain yang non-performing. 
Pendapatan operasi Utama BPRS X, telah dibahas di atas pada 
Neraca (lampiran 1) terdiri dari : 
 Pendapatan Operasi Utama terdiri dari Margin Murabahah dari 
Piutang Murabahah, Bonus Dari Bank Lain dari Giro pada Bank Lain 
 Pendapatan Operasi Utama Lainnya diperoleh dari Penempatan pada 
Bank Lain pada Bank Syariah, terdiri dari Bagi hasil Rek. Tab. dari 
Bank Lain diperoleh dari Tabungan dan Bonus Giro Wadiah diperoleh 
dari Giri pada Bank Lain. untuk Pendapatan Bunga dari Penempatan 
pada Bank Lain pada Bank Konvensional disajikan pada Pendapatan 
Non Halal (Bunga) di Laporan Sumber & Penggunaan Dana Qardhul 
Hasan 
Sedangkan Pendapatan Operasional BPR X adalah Pendapatan 
Bunga, terdiri dari (telah dibahas pada Neraca –Lampiran 1): 
 Pendapatan Bunga Antar Bank dan Pendaptan Provisi Kredit 
diperoleh dari Giro pada Bank Lain dan Penempatan pada Bank Lain 
baik Bank Syariah dan Konvensional. 
 Pendapatan Bunga Kredit diperoleh dari Kredit yang Diberikan 
 Pendapatan Administrasi Kredit diperoleh dari biaya-biaya (biaya 
administrasi) yang timbul dari Kredit yang diberikan BPR X. 
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b. Lampiran 20 : WBS - Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil PT. BPRS X, 
merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 20 hanya ada 
pada BPRS X, dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan 
adalah auditor telah memeriksa akun ini ke buku besar. 
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan Bank pada BPRS X 
terdiri dari: 
 Beban Bonus Tititpan Wadiah timbul dari Tabungan Wadiah yang 
dihimpun BPR X. 
 Tabungan dan Deposito Mudharabah timbul dari Investasi Tidak 
Terikat baik Tabungan dan Deposito Mudharabah. 
c. Lampiran 30 : WPL - Pendapatan Operasional Lainnya PT. BPRS X dan 
BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 30, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
Pendapatan Operasional Lainnya pada BPRS X  terdiri dari 
Pendapatan Administrasi yang diperoleh dari kegiatan administrasi dan 
Pendapatan operasional lainnya, sedangkan Pendapatan Operasional 
Lainnya pada BPR X terdiri dari Pendapatan Adm. Tabungan, Denda-
denda, Fee Deposito, Adm Bank, dan Finalti Deposito. Perlu diketahui 
kembali untuk Denda-Denda pada BPRS X disajikan di Laporan Sumber 
& Penggunaan Dana Qardhul Hasan. 
d. Lampiran 40 : WPL - BEBAN OPERASIONAL LAINNYA PT. BPRS X dan 
BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 40, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
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Beban Operasional Lainnya pada BPRS X dan BPR X secara 
umum sama, yang membedakan adalah untuk BPRS X biaya-biaya yang 
timbul untuk memperoleh pinjaman diakui sebagai beban, bisa dilihat 
pada Pos Beban Operasional Lainnya, sedangkan BPR X biaya transaksi 
yang dapat didistribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman. 
e. Lampiran 50 : WPL - PENDAPATAN NON OPERASIONAL PT. BPRS X 
dan BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 50, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
f. Lampiran 60 : WPL - BEBAN NON OPERASIONAL PT. BPRS X dan 
BPR X, merupakan kertas kerja pendukung dengan nomor indeks 50, 
dengan tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan adalah auditor telah 
memeriksa akun ini ke buku besar. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat perbandingan 
tickmark/prsedur yang telah dilakukan auditor antara BPR X dan BPRS X pada 
tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.3 Prosedur Audit BPR X dan BPRS X berdasarkan Kertas Kerja Audit 
Tickmark /Prosedur audit yang telah dilakukan Tickmark /Prosedur audit yang telah dilakukan
1 Kertas Kerja Neraca (Working Balance Sheet  - WBS) Gabungan 
A Kas a Memeriksa ke Buku Besar A Kas a Memeriksa ke Buku Besar
B Giro pada Bank Lain a Memeriksa ke Buku Besar B Giro pada Bank Lain a Memeriksa ke Buku Besar
b. Mempertimbangkan secara keseluruhan, 
digolongkan lancar dan disisihkan cadangan 
kerugian sebesar 0,5%, yang sesuai dengan 
ketentuan BI
b. Mempertimbangkan secara keseluruhan, 
digolongkan lancar dan disisihkan cadangan 
kerugian sebesar 0,5%, yang sesuai dengan 
ketentuan BI
c Memeriksa ke Rekening Koran c Memeriksa ke Rekening Koran
d Melakukan konfirmasi d Melakukan konfirmasi
C a Memeriksa ke Buku Besar C a Memeriksa ke Buku Besar
b.
Memeriksa ke Buku Besar
b. Mempertimbangkan secara keseluruhan, 
digolongkan lancar dan disisihkan cadangan 
kerugian sebesar 0,5%, dan telah memenuhi 
ketentuan BI
c Memeriksa ke Buku Besar c Memeriksa ke Rekening Koran
d Memeriksa ke Buku Besar d Melakukan konfirmasi
D Kredit yang Diberikan a Memeriksa ke Buku Besar D Piutang Murabahah a Memeriksa ke Buku Besar
b
Memeriksa ke Buku Besar
b Piutang Murabahah digolongkan lancar, kurang 
lancar, diragukan, dan macet, dan disisihkan 
cadangan kerugian sebesar 0,5%, 10%, 50%, 
dan 100%. dan mempertimbangkan bahwa 
penyisihan kerugian cukup untuk menutup 
kemungkinan kerugian akibat tidak tertagih.
c
Memeriksa ke Buku Besar
c Menghitung Ulang Penyisihan Kerugian 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
E Aset Tetap a Memeriksa ke Buku Besar E Aset Tetap a Memeriksa ke Buku Besar
b
Memeriksa ke Buku Besar
b Memeriksa ke kwitansi pembelian Aset dan 
Bukti Kas Keluar dan melakukan pemeriksaan 
fisik.c
Memeriksa ke Buku Besar
c Menghitung Ulang Beban Depresiasi pada Aset 
Tetap, jika ada kesalahan auditor melakuakan 
penyesuaian (AJE)
F ASET LAIN-LAIN a Memeriksa ke Buku Besar F RUPA-RUPA ASET a Memeriksa ke Buku Besar
AA KEWAJIBAN SEGERAa Memeriksa ke Buku Besar AA KEWAJIBAN SEGERAa Memeriksa ke Buku Besar
BB SIMPANAN a Memeriksa ke Buku Besar BB TABUNGAN WADIAHa Memeriksa ke Buku Besar
CC PINJAMAN DITERIMAa
Memeriksa ke Buku Besar
CC PEMBIAYAAN/PINJ
AMAN DITERIMA
a Memeriksa ke Buku Besar
DD KEWAJIBAN LAIN-
LAIN 
a
Memeriksa ke Buku Besar
DD RUPA-RUPA 
PASSIVA 
a Memeriksa ke Buku Besar
EE INVESTASI TIDAK 
TERIKAT
a Memeriksa ke Buku Besar
FF a Memeriksa ke Buku Besar FF MODAL SAHAM a Memeriksa ke Buku Besar
b Memeriksa ke Akte Perubahan terbaru b Memeriksa ke Akte Perubahan terbaru
c Memeriksa ke hasil RUPS c Memeriksa ke hasil RUPS
GG CADANGAN UMUM a Memeriksa ke Buku Besar GG CADANGAN UMUM a Memeriksa ke Buku Besar
HH LABA DITAHAN a Memeriksa ke Buku Besar HH LABA DITAHAN a Memeriksa ke Buku Besar
2 Kertas Kerja Laba Rugi (Working Paper Profit and Loss  - WBS) Gabungan
10 Pendapatan Operasi 
Utama 
a Memeriksa ke Buku Besar 10 Pendapatan Operasi 
Utama 
a Memeriksa ke Buku Besar
20 Hak Pihak Ketiga 
Atas Bagi Hasil 
a Memeriksa ke Buku Besar
30 Pendapatan 
Operasional Lainnya
a Memeriksa ke Buku Besar 30 Pendapatan 
Operasional Lainnya
a Memeriksa ke Buku Besar
40 BEBAN OPERASIONALa Memeriksa ke Buku Besar 40 BEBAN OPERASIONALa Memeriksa ke Buku Besar
50 PENDAPATAN NON 
OPERASIONAL 
a Memeriksa ke Buku Besar 50 PENDAPATAN NON 
OPERASIONAL 
a Memeriksa ke Buku Besar
60 BEBAN NON 
OPERASIONAL
a Memeriksa ke Buku Besar 60 BEBAN NON 
OPERASIONAL
a Memeriksa ke Buku Besar
BPRS X (Bank Syariah)
Penempatan Pada 
Bank Lain
Lampiran
Penempatan Pada 
Bank Lain
MODAL DISETOR/
MODAL SAHAM 
Lampiran
BPR X (Bank Konvensional)
Sumber : Diolah Sendiri Berdasarkan Kertas Kerja Audit KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com. BAP. 
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Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, penulis melihat bahwa secara 
umum tickmark/prosedur audit yang telah dilakukan auditor sama dalam 
mengaudit BPR X dan BPRS X untuk memeriksa kewajaran dari saldo laporan 
keuangan. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa auditor, selain memeriksa 
kewajaran dari saldo laporan keuangan, auditor juga harus memeriksa 
kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang 
memiliki perbedaan antara BPR X dan BPRS X untuk setiap akun-akun atau 
rekening BPR X dan BPRS X pada Neraca dan Laba Rugi yaitu untuk: 
1. Akun/Rekening yang Sama antara BPR X dan BPRS X, yaitu: 
a. Giro Pada Bank Lain, tetapi memiliki perbedaan untuk prinsip 
akuntansinya, untuk BPRS X Giro Pada Bank Lain yang ditempatkan 
pada Bank-Bank Syariah memperoleh Pendapatan Bonus dari Bank Lain 
yang disajikan di Laporan Laba Rugi, sedangkan yang ditempatkan pada 
Bank-Bank Konvensional, Pendapatan Bunga yang diperoleh diakui 
sebagai pendapatan non halal pada Laporan Sumber & Penggunaan 
Dana Qardhul Hasan BPRS X.  
Sedangkan untuk BPR X Giro pada Bank Lain yang ditempatkan pada 
Bank-Bank Konvensional dan Syariah memperoleh Bunga dan Bonus 
semuanya diakui sebagai Pendapatan Bunga pada Pos Pendapatan 
Bunga Antar Bank pada Laporan Laba Rugi BPR X. 
b. Penempatan Pada Bank Lain, prinsip akuntansinya berbeda, untuk BPRS 
X Penempatan Pada Bank Lain untuk Tabungan memperoleh 
Pendapatan Bagi hasil Rek. Tab. Bank Lain dan Giro pada Bank Lain 
memperoleh Pendapatan Bonus Giro Wadiah. 
Sedangkan Untuk BPR X Penempatan pada Bank Lain memperoleh 
pendapatan Bunga pada Laporan Laba Rugi. 
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2. Akun/Rekening yang Berbeda karena Produk Penyaluran Dana Kepada 
Masyarakat yang berbeda. 
 Untuk BPRS X, menyalurkan dana berfokus pada Pembiayaan Piutang 
Murabahah, yang secara prinsip tidak berbentuk dana cash, tetapi 
pembiayaan pemilikan barang, dengan memperoleh Pendapatan Margin 
Murabahah. apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban dikenakan 
Denda, Denda disajikan sebagai dana kebajikan pada saat diterima 
(Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan BPRS X) 
 Untuk BPR X, meyalurkan dana dalam bentuk kredit yang diberikan 
dengan memperoleh Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Provisi 
kredit. 
3. Akun/Rekening yang Berbeda karena Penghimpunan Dana yang berbeda 
a. Untuk BPRS X, menghimpun dana dari masyarakat dengan Tabungan 
Wadiah dan menghimpun dana dari Bank Lain dan Pihak lain dengan 
Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima dan Investasi Tidak Terikat. 
Sehingga BPRS X memiliki kewajiban mengeluarkan Hak Pihak Ketiga 
atas Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan Bank. dengan Biaya-biaya yang 
timbul untuk memperoleh pinjaman diakui sebagai beban, bisa dilihat 
pada Pos Beban Operasional Lainnya pada Laporan Laba 
b. Untuk BPR X, menghimpun dana dari masyarakat dengan Simpanan baik 
Tabungan dan Deposito, dan menghimpun dana dari Bank Lain/Pihak 
Lain dengan Simpanan Bank Lain dan Pinjaman diterima. Sehingga BPR 
X memiliki Beban Bunga atas itu. nilai pokok pinjaman ditambah biaya 
transaksi yang dapat didistribusikan secara langsug pada perolehan 
pinjaman dikurangi diskonto 
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4.4 Wawancara dengan Pimpinan KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BAP. 
Paparan informasi dari Wawancara 
 Dalam mengaudit BPR X (Bank Konvensional) dan BPRS X (Bank 
Syariah) auditor harus memeriksa kewajaran laporan keuangan dan khusus 
untuk BPRS X (Bank Syariah) harus memeriksa Pemenuhan Prinsip Syariah. Hal 
ini diceritakan oleh Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BPA., seorang auditor yang 
juga telah mengaudit BPR X dan BPRS X, sebagai berikut: 
Dalam mengaudit BPRS X (Bank Syariah) auditor harus memeriksa apakah 
Produk, Kontrak-kontrak, dan Sumber Dana BPRS X (Bank Syariah) telah 
memehuhi prinsip syariah. kemudian waktu mengaudit BPR X dan BPRS X, 
auditor harus mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan untuk 
Bank Syariah auditor juga mengacu pada PBI yang terkait syarat syariah 
dan Fatwa dari MUI. Dalam mengudit BPRS X (Bank Syariah), auditor juga 
harus mendapat surat pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
yang berisi pernyataan yang menyatakan pemenuhan syarat syariah dalam 
melaksanakan operasionalnya. Auditor harus mendapat surat keterangan 
itu, untuk mendukung proses audit.  
 
Berdasarkan hasil wawancara/keterangan dari Drs. Rusman Thoeng, M. Com., 
BAP., Perbedaan Proses audit Bank Konvesional (BPR X) dan Bank Syariah 
(BPRS X), sebaga berikut: 
1. Auditor harus memperhatikan Bank Syariah, aktivitasnya harus berbasis 
syariah, baik itu Produknya, Kontrak-kontraknya, termasuk juga Sumber 
Dananya, kalau tidak memenuhi syariah dianggap pelanggaran. 
2. Dalam mengaudit Bank Konvensional auditor mengacu pada Peraturan Bank 
Indonesia, sedangkan Bank Syariah, auditor juga mengacu Peraturan Bank 
Indonesia, tetapi yang terkait syarat syariah dan mengacu pada Fatwa dari 
MUI. 
3. Dalam mengaudit Bank Syariah, auditor harus berkomunikasi dengan Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) dan memperoleh Surat Keterangan dari DPS, 
untuk mendukung proses audit (laporan auditor). 
  
125 
BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan 
prosedur audit antara Bank Syariah dan Bank Konvenisional, dengan melakukan 
study kasus pada BPR X dan BPRS X, yaitu audit Bank Syariah memiliki 
prosedur tambahan yaitu menguji/memeriksa kepatuhan terhadap Prinsip 
Syariah, apakah telah memenuhi Syarat/Prinsip Syariah atau tidak. Sehingga 
dalam mengaudit Bank Konvensonal, auditor memeriksa kewajaran laporan 
keuangan, sedangkan Bank Syariah auditor selain memeriksa kewajaran laporan 
keuangan, juga harus memeriksa pemenuhan Prinsip Syariah. 
Dari hasil penelitian dapat pula penulis simpulkan beberapa hal berikut, 
tentang prosedur audit Bank Konvensional (BPR X) dan Bank Syariah (BPRS X): 
1. Secara umum prosedur audit Bank Syariah dan Bank Konvensional yang 
dilakukan auditor itu sama untuk menentukan kewajaran dari laporan 
keuangan.  
2. Perbedaan Prosedur audit untuk setiap akun yang menjadi objek audit BPR X 
(Bank Konvensional) dan BPRS X (Bank Syariah), sebagai berikut: 
a. Adanya akun yang sama antara Bank Konvensional  dan Bank Syariah 
dan memiliki prosedur audit secara umum sama, tetapi Bank Syariah 
harus sesuai Prinsip Syariah. seperti: 
a) Giro Pada Bank Lain, tetapi memiliki perbedaan untuk prinsip 
akuntansinya, untuk BPRS X Giro Pada Bank Lain yang ditempatkan 
pada Bank Syariah memperoleh Pedapatan Bonus dari Bank Lain 
yang disajikan di Laporan Laba Rugi, sedangkan yang ditempatkan 
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pada Bank Konvensional, Pendapatan Bunga yang diperoleh diakui 
sebagai pendapatan non halal, pada Laporan Sumber & Penggunaan 
Dana Qardhul Hasan BPRS X. Sedangkan untuk BPR X Giro pada 
Bank Lain yang ditempatkan pada Bank Konvensional dan Syariah 
memperoleh Bunga dan Bonus, semuanya diakui sebagai 
Pendapatan Bunga pada Pos Pendapatan Bunga Antar Bank pada 
Laporan Laba Rugi BPR X. 
b) Penempatan Pada Bank Lain, prinsip akuntansinya berbeda, untuk 
BPRS X Penempatan Pada Bank Lain untuk Tabungan memperoleh 
Pendapatan Bagi hasil Rek. Tab. Bank Lain dan Giro pada Bank Lain 
memperoleh Pendapatan Bonus Giro Wadiah.  
Sedangkan Untuk BPR X Penempatan pada Bank Lain memperoleh 
pendapatan Bunga pada Laporan Laba Rugi. 
b. Adanya beberapa akun yang berbeda karena produk penyaluran dana 
dan sumber dana yang berbeda, tetapi secara umum memiliki prosedur 
audit yang sama, tetapi Bank Syariah harus sesuai Prinsip Syariah, 
seperti: 
4. Akun/Rekening yang Berbeda karena Produk Penyaluran Dana 
Kepada Masyarakat yang berbeda. 
 BPRS X menyalurkan dana berfokus pada Pembiayaan Piutang 
Murabahah, yang secara prinsip tidak berbentuk dana cash, tetapi 
pembiayaan pemilikan barang, dengan memperoleh Pendapatan 
Margin Murabahah. apabila nasabah lalai dalam melakukan 
kewajiban dikenakan Denda, Denda disajikan sebagai dana 
kebajikan pada saat diterima (Laporan Sumber dan Penggunaan 
Dana Qardhul Hasan BPRS X) 
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 BPR X meyalurkan dana dalam bentuk kredit yang diberikan 
dengan memperoleh Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan 
Provisi kredit. 
5. Akun/Rekening yang Berbeda karena Penghimpunan Dana yang 
berbeda BPR X dan BPRS X 
c. BPRS X menghimpun dana dari masyarakat dengan Tabungan 
Wadiah dan menghimpun dana dari Bank Lain dan Pihak lain 
dengan Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima dan Investasi Tidak 
Terikat. Sehingga BPRS X memiliki kewajiban mengeluarkan Hak 
Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan Bank. dengan 
Biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh pinjaman diakui 
sebagai beban, bisa dilihat pada Pos Beban Operasional Lainnya 
pada Laporan Laba 
d. BPR X menghimpun dana dari masyarakat dengan Simpanan baik 
Tabungan dan Deposito, dan menghimpun dana dari Bank 
Lain/Pihak Lain dengan Simpanan Bank Lain dan Pinjaman 
diterima. Sehingga BPR X memiliki Beban Bunga atas itu. nilai 
pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat 
didistribusikan secara langsug pada perolehan pinjaman dikurangi 
diskonto 
c. Adanya akun/objek audit atau kegiatan yang hanya dimiliki oleh Bank 
Syariah, seperti: Piutang Murabahah, Tabungan Wadiah, Investasi Tidak 
Terikat, Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil, dan Laporan Sumber dan 
Penggunaan Qard. 
3. Auditor harus memperhatikan dan memeriksa apakah aktivitas Bank Syariah 
telah berbasis syariah atau tidak, dengan memeriksa Produk-Produk, Kontak-
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kontrak, termasuk juga Sumber Dana Bank Syariah apakah telah memenuhi 
Prinsip Syariah, jika tidak dianggap pelanggaran. 
4. Auditor dalam mengaudit Bank Konvensional, auditor mengacu pada PBI, 
sedangkan dalam mengaudit Bank Syariah auditor juga mengacu pada 
peraturan Bank Indonesia (PBI), tetapi yang terkait syarat syariah yang 
mengacu pada Fatwa dari MUI. 
5. Untuk Bank Syariah, Auditor harus berkomunikasi dan memperoleh Surat 
Keterangan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mendukung proses audit, 
dengan membuat Surat Pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah yang 
menyatakan bahwa sistem operasional Bank Syariah telah memenuhi 
kebutuhan standar yang sesuai dengan prinsip operasional syariah,. 
 
5.2  Saran 
Dalam penelitian ini ada beberapa saran oleh penulis, yaitu: 
1. Dalam mengaudit Bank Syariah dan Bank Konvensional, salah satu panduan 
audit untuk auditor adalah buku Panduan Audit yang dikeluarkan oleh IAI-
KAP, setelah membaca dan menjadikannya referensi dalam penelitian ini, 
penulis melihat bahwa Panduan audit bank syariah, sebagian besar hanya 
mengadopsi dari panduan audit bank konvensional. karena banyak kata-kata 
dan bisa dilihat dari prosedur audit di penelitian ini, yang sama antara bank 
konvensional dan bank syariah. menurut penulis ini tidak salah tetapi penulis 
menyarankan agar secara khusus kepada IAI-KAP membentuk Dewan IAI-
KAP berbasis Syariah, dan membentuk Auditor khusus untuk Institusi 
berbasis Syariah. 
2. Dalam mengaudit Bank Syariah untuk sekarang di Indonesia, auditor tidak 
dituntut harus muslim, karena dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa 
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auditor yang mengaudit BPRS X bukan muslim. Padahal dalam audit Bank 
Syariah auditor bukan hanya menyatakan pendapat tentang kewajaran 
laporan keuangan tapi juga kepatuhan atas Prinsip Syariah. Sehingga dalam 
memastikan audit atas Bank Syariah berjalan sesuai koridor, saran penulis, 
auditornya sebaiknya muslim yang baik fisik maupun pemikirannya, bukan 
hanya mempunyai pengetahuan agama dan kecakapan audit memadai. 
3. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa prosedur audit Bank Syariah dan 
Bank Konvensional yang dilakukan auditor hanya berfokus (dominan) untuk 
menilai/memeriksa kewajaran dari laporan keuangan. Padahal untuk Bank 
Syariah, auditor harus juga fokus pada Prinsip/Syarat Syariah karena jika 
tidak memenuhi syariah dianggap pelanggaran. 
4. Penulis juga menyarankan dalam proses audit, fee audit bukan diberikan oleh 
klien (Bank) tetapi sebaiknya diberikan oleh pemengang kepentingan atas 
hasil audit dan untuk menjaga dan menambah independensi dari laporan 
audit, misalnya pemegang saham, Kreditor, atau Bank Indonesa. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) tempat peneliti meneliti tidak sedang/tidak lagi mengaudit BPR X dan 
BPRS X, sehingga peneliti tidak bisa mengamati secara langsung proses audit 
yang dilakukan oleh KAP Drs. Rusman Thoeng, M. Com., BAP. tetapi peneliti 
hanya bisa meminta keterangan/wawancara dengan Pimpinan KAP dan 
menggunakan data laporan keuangan dan Kertas Kerja Audit BPR X dan    
BPRS X tahun audit 2009 dan 2010. serta Penulis hanya bisa menggunakan 
referansi buku dari IAI-KAP, Panduan Audit Bank Konvensional dan Bank 
Syariah tahun 2003 dan 2005. 
1 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Quran 
  
Al-Hadist 
 
Agoes, Sukrisno 2004, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan 
Publik, Edisi Ketiga, Jakarta : Penerbitan FE-UI    
    
Aren, Alvin A., and James Loebbecke, 2000, Auditing An Integrated Approach, 
Prentice Hall International,  diterjemahkan oleh: Amir Abadi Yusuf, Auditing, 
Jakarta: Salemba Empat  
       
Arifin, Zainun. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka 
Alvabet.   
      
Bank Indonesia. 2012. Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2012. 
Jakarta:Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan   
     
Boynton, William ., Raymond  Johnson, Walter  Kell. 2001. Modern Auditing, 
diterjemahkan oleh: Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi,  
editor:Yati Sumiharti, 2003, Modern Auditing, Edisi ketujuh,  Jakarta : 
Erlangga  
      
Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan 
Lain. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.     
   
Harahap, Sofyan Syafri.2002. Auditing dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka 
Quantum.    
     
Harris, M. 1999. Audit dan Control . Makalah disajikan dalam Pelatihan Dasar 
Perbankan Syariah Satu Langkah Menuju Dual Banking System Angkatan 
ke-3, TAZKIA Institute, Bidakara, 9 Maret 1999.    
    
Ifham, Ahmad Solihin. 2008. Ini Lho, Bank Syariah. Hamdalah, Jakarta Timur. 
       
Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik. 2003. Pedoman 
Industri Khusus: Panduan Audit Bank Syariah 2003. Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan IAI-KAP. Jakarta   
      
Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik. 2005. Pedoman 
Industri Khusus: Panduan Audit Bank Syariah 2005. Jakarta: Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan IAI-KAP.  
        
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2003. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 
Indonesia  2003. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.  
      
  
2 
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia  
2008. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi  IAI.     
  
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat  
2010. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi  IAI.     
   
Muhammad Syafi’I Antonio.2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: 
Tazkia Cendekia.    
     
Mulyadi, dan Kanaka Puradiredja, 1998, Auditing, Edisi kelima, Jakarta: Salemba 
Empat     
    
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi 
Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2005. Jakarta: Bank 
Indonesia 
       
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi 
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. 2006. Jakarta: Bank Indonesia 
     
SA Seksi 110 tentang Tanggung Jawab Dan Fungsi Auditor Independen 
2001.Jakarta: Ikatan Akutan Indonesia      
  
SA Seksi 310 tentang Penunjukan Auditor Independen. 2001.Jakarta: Ikatan 
Akutan Indonesia  
       
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
1998. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia   
     
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 2008. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia  
      
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
1992. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia   
     
www.bi.go.id 
 
http://sepkymardian.wordpress.com/2009/01/13/auditing-syariah-bedakah/ 
 
http://luqmannomic.wordpress.com/2008/02/04/auditing-dalam-perspektif-islam/ 
 
http://www.google.com/search?nomo=1&hl=en&q=hisbah+sebagai+dasar+dari+a
udit+sistem+syariah 
 
 
 
 
 
 
  
- 0 - 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran A Kertas Kerja Neraca (Working Balance Sheet - WBS) Gabungan PT. BPR X dan PT. BPRS X 
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D K D K D K D K
ASET ASET LANCAR
KAS A KAS A
KAS KANTOR PUSAT -                       376,773            µ 376,773           KAS KANTOR PUSAT 106,849           48,929           µ -              -              -                 -                 48,929              
KAS KANTOR CABANG -                       211,979            µ 211,979           KAS KANTOR CABANG 40,690             30,530           µ -              -              -                 -                 30,530              
KAS KANTOR PUSAT & CABANG 346,325               µ -                  
GIRO PADA BANK LAIN B
GIRO PADA BANK LAIN B PT BANK MUAMALAT 1,548,898        -                     µ -              -              21,386           -                 21,386              
BCA 108,652               230,424            µ 230,424           PENYISIHAN KERUGIAN (7,744)             -                     µ -              -              (107)               -                 (107)                  
DANAMON 318,374               167,497            µ 167,497           
BII 31,122                 50,628              µ 50,628             PENEMPATAN PADA BANK LAIN C
DANAMON FLEXI 2,203,081            2,549,414         µ 2,549,414        GIRO PADA BANK LAIN
MANDIRI 17,438                 132,141            µ 132,141           PT BANK MUAMALAT -                  21,386           µ -              -              -                 21,386           -                    
BTN AC -                           14,419              µ 14,419             TABUNGAN
BRI -                           58,614              µ 58,614             PT BANK PERMATA SYARIAH -                  323,060         µ -              -              -                 -                 323,060            
BUMIPUTERA -                           2,736,752         µ 2,736,752        PENYISIHAN KERUGIAN -                  (1,722)            µ -              -              -                 (107)               (1,615)               
BTPN -                           290,160            µ 290,160           
- PIUTANG MURABAHAH D 9,940,755        13,748,533    µ -              -              -                 -                 13,748,533       
PENEMPATAN PADA BANK LAIN C MARGIN MURABAHAH YANG DITANGGUHKAN (2,380,469)      (3,038,833)     µ -              -              -                 -                 (3,038,833)        
TABUNGAN -                       PENYISIHAN KERUGIAN (138,001)         (326,926)        µ -              -              -                 -                 (326,926)           
BII 60,417                 56,937              µ 56,937             
NIAGA 97,151                 2,012,899         µ 2,012,899        - ASET TETAP E
OPTIMA PERMATA 45,010                 1,285,338         µ 1,285,338        TANAH & BANGUNAN E-1 100,000           100,000         µ -              -              -                 -                 100,000            
MUTIARA 10,965                 50,216              µ 50,216             INVENTARIS KANTOR E-2 765,346           833,076         µ 465             -              -                 12,320           821,221            
MEGA 1,491,375            1,970,678         µ 1,970,678        - AKM. PENYUSUTAN (420,594)         (542,414)        µ 47,130        41,296        -                 -                 (536,580)           
BTPN 16,935                 -                        µ -                  
BRI 74,337                 46,099              µ 46,099             - ASET LAIN-LAIN F 360,074           234,823         µ -              4,363          12,320           -                 242,780            
BPD 68,273                 214,907            µ 214,907           
PERMATA SYARIAH 1,018,232            85,501              µ 85,501             TOTAL ASET 9,915,804     11,430,442 47,595       45,659       33,599         33,599         11,432,378     
COMMONWEALTH 100,584               200,446            200,446           
PERMATA SYARIAH OPTIMA -                           126,973            µ 126,973           
BNI -                           4,654,166         µ 4,654,166        
BANK KESEJAHTERAAN -                           50,000              µ 50,000             
BANK NIAGA 2,500,000            2,500,000         µ 2,500,000        
BTPN -                           3,400,000         µ 3,400,000        
BANK PERMATA SYARIAH -                           1,000,000         µ 1,000,000        
BANK MEGA SYARIAH 100,000               2,500,000         µ 2,500,000        
BANK KESEJAHTERAAN -                           1,000,000         µ 1,000,000        
- PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF (27,916)                (105,771)           µ (105,771)         
- KREDIT YANG DIBERIKAN D
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS -                  
LANCAR 106,920,216        144,533,773     µ 144,533,773    
KURANG LANCAR 137,205               9,687                µ 9,687               
DIRAGUKAN 68,873                 39,368              µ 39,368             
MACET 49,599                 75,450              µ 75,450             
BERDASARKAN JENIS KREDIT
KREDIT SERBA GUNA (KSG) 106,477,009        141,339,221     µ 141,339,221    
KREDIT MIKRO KECIL (KMK) 624,083               547,580            µ 547,580           
KREDIT MIKRO KECIL NON ANGSURAN 74,801                 2,771,477         µ 2,771,477        
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF (632,357)              (817,803)           µ (817,803)         
ASET TETAP E
INVENTARIS 540,897               1,287,298         µ 1,287,298        
KENDARAAN 172,115               172,115            µ 172,115           
AKM. PENYUSUTAN (376,309)              (547,338)           µ (3,581)       (550,919)         
- AKTIVA LAIN-LAIN F
Bunga kredit akan diterima 1,056,371            1,447,856         µ 1,447,856        
Beban ditangguhkan 103,960               776,212            µ 776,212           
Biaya dibayar dimuka 202,661               583,296            µ 583,296           
Uang Muka Pajak -                           1,428,286         µ 172,845    1,601,131  -                  
Aktiva Diambil Alih 5,985                   5,985                µ 5,985               
Aktiva Pajak Tangguhan 26,950                 26,950              µ 15,021      41,971             
TOTAL AKTIVA 116,856,521     176,888,325  175,471,479 
 PER AUDIT                                       
31-12-2009 
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
 PER BUKU                                       
31-12-2009 
PER BUKU                                  
31-12-2010
 PENYESUAIAN  REKLASIFIKASI  REKLASIFIKASI 
DEPOSITO
PT BPR SYARIAH X
WORKING TRIAL BALANCE - - LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2010
Dalam Ribuan Rupiah
PT. BPR X
WORKING TRIAL BALANCE - - NERACA
31 DESEMBER 2009
Dalam Ribuan Rupiah
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
PER AUDIT                    
31-12-2008
PER BUKU                                          
31-12-2009
 PENYESUAIAN  PER AUDIT                                       
31-12-2010 
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D K D K D K D K
KEWAJIBAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN SEGERA AA - KEWAJIBAN SEGERA AA
TITIPAN PAJAK TABUNGAN/DEPOSITO 109,902               140,347            µ 140,347           KEWAJIBAN KEPADA PEMERINTAH 7,118               5,978             µ -              -              -                 -                 5,978                
HUTANG PPH 21 119,189               58,898              µ 58,898             
HUTANG PPH 21/29 13,948                 -                        µ -                  - TABUNGAN WADIAH BB
HUTANG PPH 23 9,175                   6,545                µ 6,545               TABUNGAN WADIAH 510,715           430,267         µ -              -              -                     -                 430,267            
HUTANG PPH 25 DESEMBER 155,480               -                        µ 172,845     172,845           TABUNGANKU -                  26,152           µ -              -              -                     -                 26,152              
HUTANG PPH 25/29 58,642                 -                        µ 280,893     280,893           TABUNGAN KARYAWAN 132,618           146,786         µ -              -              -                     -                 146,786            
DENDA PAJAK 33,473                 -                        µ -                  
TITIPAN JAMSOSTEK 1,248                   1,807                µ 1,807               - PEMBIAYAAN/PINJAMAN YANG DITERIMA CC
TITIPAN ASURANSI 1,735                   6,327                µ 6,327               PEMBIAYAAN/PINJAMAN YANG DITERIMA 125,689           83,488           µ -              -              -                 -                 83,488              
TITIPAN NOTARIS -                       9,063                µ 9,063               
TITIPAN LAINNYA -                       3,008                µ 3,008               - RUPA-RUPA PASSIVA DD -              -              -                 -                 
LAINNYA 20,648             138,412         µ -              -              -                 -                 138,412            
SIMPANAN BB
TABUNGAN SIMITRA (KARYAWAN) 391,029               1,603,672         µ 1,603,672        INVESTASI TIDAK TEIKAT EE -              -              -                 -                 
TABUNGAN SIMITRA (UMUM) 12,143,850          16,890,440       µ 16,890,440      TABUNGAN MUDHARABAH EE-1 1,547,479        1,373,949      µ -              -              -                 -                 1,373,949         
TABUNGAN ARISKA 795,095               2,376,726         µ 2,376,726        DEPOSITO MUDHARABAH EE-2 3,021,000        3,775,000      µ -              -              -                 -                 3,775,000         
TABUNGAN TITIPAN KREDIT (KARYAWAN) -                       6                       µ 6                      
TABUNGAN TITIPAN KREDIT (UMUM) -                       617,614            µ 617,614           MODAL
DEPOSITO X 1 BULAN 29,057,940          51,288,115       µ 51,288,115      - MODAL SAHAM FF 2,300,000        2,300,000      µ -              -              -                 -                 2,300,000         
DEPOSITO X 3 BULAN 10,340,250          18,184,520       µ 18,184,520      - CADANGAN UMUM GG 475,687           925,635         µ -              -              -                 -                 925,635            
DEPOSITO X 6 BULAN 2,165,500            6,125,900         µ 6,125,900        - LABA DITAHAN HH 574,003           1,001,453      µ 1,283          46,762        -                 -                 1,046,932         
DEPOSITO X 12 BULAN 2,457,900            6,394,200         µ 6,394,200        - LABA TAHUN BERJALAN LR 1,200,847        1,223,320      µ 44,376        833             190,302         190,302         1,179,777         
SIMPANAN DARI BANK LAIN TOTAL KEWAJIBAN, INV. TDK TERIKAT & EKUITAS 9,915,804     11,430,442 µ 45,659       47,595       190,302       190,302       11,432,378     
TAB.SIMITRA BPR BATARA WAJO 690                      51,871              µ 51,871             µ : Saldo Perbuku
PINJAMAN DITERIMA CC
BANK
BANK BII 21,184,143          12,769,638       µ 12,769,638      
BANK DANAMON 11,494,403          9,244,836         µ 9,244,836        
BANK BCA 722,222               388,889            µ 388,889           
BANK NIAGA 15,544,660          22,791,674       µ 22,791,674      
BANK BNI -                       8,000,000         µ 8,000,000        
NON BANK
PT PNM -                       1,833,333         µ 1,833,333        
KEWAJIBAN LAIN-LAIN DD
BUNGA YANG HARUS DIBAYAR 261,332               766,923            µ 766,923           
KEWAJIBAN TAKSIRAN PAJAK PLENGHASILAN -                       1,979,392         µ 1,979,392 -                  
MODAL
MODAL SAHAM FF 5,000,000            5,500,000         µ 5,500,000        
CADANGAN UMUM GG 406,533               1,274,220         µ 1,274,220        
LABA DITAHAN WPL 49,747                 3,490,495         µ 3,490,495        
LABA TAHUN BERJALAN WPL 4,338,435            5,089,866         µ 1,885,605 1,994,413  5,639        5,639        5,198,674        
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 116,856,521     176,888,325  175,471,479 
µ : Saldo Perbuku
PER BUKU                                          
31-12-2010
 PENYESUAIAN  REKLASIFIKASI  PER AUDIT                                       
31-12-2010 
 REKLASIFIKASI  PER AUDIT                                       
31-12-2009 
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
 PER BUKU                             
31-12-2009 
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
PER AUDIT                    
31-12-2008
PER BUKU                                          
31-12-2009
 PENYESUAIAN 
- 4 - 
 
 
Lampiran B Kertas Kerja Laba Rugi (Working Paper Profit and Loss - WBS) Gabungan PT. BPR X dan PT. BPRS X 
 
 
 
D K D K D K D K
PENDAPATAN OPERASIONAL 10 PENDAPATAN OPERASI UTAMA 10
PENDAPATAN BUNGA MARGIN MURABAHAH 2,578,406       2,883,651      µ -           -          -                -                2,883,651          
PENDAPATAN BUNGA ANTAR BANK 533,038          775,177         µ -                -                5,639         5,639           775,177             BONUS DARI BANK LAIN -                  80,577           µ -           -          80,577          -                -                     
PENDAPATAN BUNGA KREDIT 17,035,114     25,188,962    µ -                -                -             -               25,188,962        
PENDAPATAN PROVISI KREDIT 897,625          770,144         µ -                -                -             -               770,144             PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA 10
PENDAPATAN ADMINISTRASI KREDIT 450,547          393,305         µ -                -                -             -               393,305             BAGI HASIL REK TAB DARI BANK LAIN -                  -                 µ -           -          -                80,382          80,382               
BONUS GIRO WADIAH 12,147            -                 µ -           -          -                195               195                    
18,916,324  27,127,588  -               27,127,588     JUMLAH PENDAPATAN 2,590,553     2,964,228    -          80,577         80,577         2,964,228        
BEBAN OPERASIONAL 40 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL 20
BEBAN BUNGA PIHAK KETIGA BUKAN BANK
BUNGA PIHAK KETIGA 9,025,042       15,051,555    µ -               -               -            -              15,051,555        TABUNGAN MUDHARABAH 20,197            21,706           µ -           -          -                -                21,706               
DEPOSITO MUDHARABAH 116,895          213,076         µ -           -          -                -                213,076             
9,025,042     15,051,555  15,051,555     BEBAN BONUS TITIPAN WADIAH 15,142            -                 µ -           -          9,318            -                9,318                 
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH 9,891,282     12,076,033  12,076,033     152,234        234,782       244,100           
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 30 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 30
PENDAPATAN ADM.TABUNGAN 1,299              1,129             µ -                -                -             -               1,129                 PENDAPATAN ADMINISTRASI 167,598          255,820         µ -           -          -                -                255,820             
PENDAPATAN DENDA-DENDA 38,761            48,656           µ -                -                -             -               48,656               LAINNYA 101,118          110,566         µ -           -          -                -                110,566             
PENDAPATAN FEE DEPOSITO 6,250              -                 µ -                -                -             -               -                     
PENDAPATAN ADM.BANK 277                 1,959             µ 1,959                 268,716        366,386       -          -          366,386           
PENDAPATAN PINALTI DEPOSITO 71                   -                 µ -                     PENDAPATAN OPERSIONAL STLH BAGI HASIL 2,707,035     3,095,832    3,086,515        
46,658          51,744          51,744             BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 40
BONUS -                  9,318             µ -           -          -                9,318            0                        
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 40 PREMI 40-1 8,928              16,516           µ -           -          -                -                16,516               
BEBAN TENAGA KERJA 1,728,921       2,449,236      µ -                -                -             -               2,449,236          TENAGA KERJA 40-2 895,227          1,005,495      µ -           -          -                -                1,005,495          
BEBAN SEWA 151,804          310,475         µ -                -                -             -               310,475             PENDIDIKAN & PELATIHAN 19,177            25,583           µ -           -          -                -                25,583               
BEBAN PAJAK-PAJAK NON PPH 24,165            43,890           µ 43,890               SEWA 40-3 53,467            61,500           µ -           -          -                -                61,500               
BEBAN PEMELIHARAAN 68,840            118,828         µ 118,828             PROMOSI 2,375              4,425             µ -           -          -                -                4,425                 
BEBAN PENYUSUTAN/PENYISIHAN 524,725          477,301         µ 3,581            480,882             PAJAK SELAIN PPH 40-4 6,696              6,506             µ -           -          -                -                6,506                 
BEBAN BARANG DAN JASA 211,803          240,362         µ 240,362             PEMELIHARAAN/PERBAIKAN 40-5 15,857            12,039           µ -           -          -                -                12,039               
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 1,225,880       1,422,132      µ 1,422,132          PENYUSUTAN/PENYISIHAN/AMORTISASI 40-6 298,785          389,762         µ 44,376     833          -                -                433,305             
BARANG & JASA 40-7 168,011          204,399         µ -           -          100,407        -                304,806             
3,936,138     5,062,224    -               5,065,805        LAINNYA 40-8 -                  100,407         µ 100,407        -                         
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 1,468,522     1,835,950    1,870,175        
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA (3,889,480)   (5,010,480)   (5,014,061)      LABA OPERASIONAL 1,238,514     1,259,882    -          -          -               -               1,216,340        
LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,001,802     7,065,553    7,061,972        PENDAPATAN NON OPERASIONAL 50 61,351            34,338           µ -           -          -                -                34,338               
BEBAN NON OPERASIONAL 60 99,018            70,900           µ -           -          -                -                70,900               
PENDAPATAN NON OPERASIONAL 50 LABA TAHUN BERJALAN 1,200,847     1,223,320    44,376    833         270,879      270,879      1,179,778        
PENDAPATAN KOMISI 75,327            71,292           µ -                -                -             -               71,292               
PENDAPATAN LAIN-LAIN 1,400              219                µ -                -                -             219                    µ : Saldo Perbuku
JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL 76,727          71,511          71,511             
BEBAN NON OPERASIONAL 60 -                -                -             -               
BEBAN SANKSI/DENDA PAJAK 33,483            5,271             µ 5,271                 
BEBAN SERBA-SERBI 28,372            57,142           µ 57,142               
BEBAN MEDIA CETAK 3,986              4,693             µ 4,693                 
BEBAN SUMBANGAN -                      500                µ 500                    
BEBAN DOKUMENTASI -                      200                µ 200                    
BEBAN LAIN-LAIN 31                   -                 µ -                     
JUMLAH BEBAN NON OPERASIONAL 65,872          67,806          67,806             
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 10,855          3,705            3,705                
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK) 6,012,657     7,069,258    7,065,677        
PAJAK PENGHASILAN 1,687,427       1,979,392      1,882,024     1,979,392     1,882,024          
PAJAK TANGGUHAN 13,205            -                 15,021          15,021               
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 4,338,435     5,089,866    5,198,674        
µ : Saldo Perbuku
REKLASIFIKASI PER AUDIT                    
31-12-2010
PER AUDIT                    
31-12-2009
PT BPR SYARIAH X
WORKING TRIAL BALANCE - - REKENING-REKENING OPERASI
31 DESEMBER 2010
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
PER BUKU                                          
31-12-2009
PER BUKU                               
31-12-2010
PENYESUAIAN
PT. BPR X
WORKING TRIAL BALANCE - - REKENING-REKENING OPERASI
31 DESEMBER 2009
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
REKLASIFIKASI
REKENING-REKENING
INDEKS 
KERTAS 
KERJA
 PER AUDIT                    
31-12-2008 
PER BUKU                                          
31-12-2009
PENYESUAIAN
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Lampiran  A WBS - KAS PT. BPRS X DAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
KAS KAS
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo  Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Thn Lalu
Kas Kas
1 Kas Pusat 48,929          β -           -           -           -           48,929          1 Kas Kantor Pusat 376,773        β -           -           -           -           376,773        -                
2 Kas Cabang 30,530          -           -           -           -           30,530          2 Kas Kantor Cabang 211,979        β -           -           -           -           211,979        -                
3 Kas Kantor Pusat & Cabang -                  -           -           -           -           -               346,325              
Jumlah 79,459          -           -           -           -           79,459          Jumlah 588,752        -           -           -           -           588,752        346,325         
Ke WBS-1 Ke WBS-1
Penjelasan:
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan: Kesimpulan:
Kas telah disajikan secara wajar Kas dtelah disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
NO. Perkiraan
27/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
27/03/2010
Reklasifikasi audit
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran B WBS - Giro pada Bank Lain PT. BPRS X DAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Giro Pada Bank Lain Giro Pada Bank Lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo  Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Thn Lalu
1 Giro Pada Bank Lain B-1 1 Giro
Bank Muamalat CJE-4 -           β -           -           21,386      -           21,386          BCA 230,424         β -           -           -           -           230,424    108,652            
Danamon 167,497         β -           -           -           -           167,497    318,374            
Jumlah -           -           -           21,386      -           21,386          BII 50,628           β -           -           -           -           50,628      31,122                     
Penyisihan Kerugian -           -           -           (107)          -           (107)             Danamon 2,549,414      β -           -           -           -           2,549,414  2,203,081          
Mandiri 132,141         β -           -           -           -           132,141    17,438              
Jumlah -           -           -           21,279      -           21,279          BTN 14,419           β -           -           -           -           14,419      -                       
Ke WBS-1 BRI 58,614           β -           -           -           -           58,614      -                       
Bumiputera 2,736,752      β -           -           -           -           2,736,752  -                       
BTPN 290,160         β -           -           -           -           290,160    -                       
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
μ : Giro pada bank lain secara keseluruhan digolongkan lancar Jumlah 6,230,049  -           -           -           -           6,230,049  2,678,667          
dan disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5% Ke WBS-1
catatan : Penjelasan:
Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi auditor, kolektibilitas atas seluruh Giro Pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2010 β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
digolongkan lancar.  : saldo audit tahun lalu
Auditor berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian 
akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Kesimpulan:
Giro pada bank lain telah disajikan secara wajar
Kesimpulan:
Giro pada bank lain telah disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: JMS Odha RT
JMS RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Tanggal: Tanggal:
NO. Perkiraan
27/03/2010 27/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
Reklasifikasi auditPenyesuaian audit
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran B.1 WBS - Giro pada Bank Lain PT. BPRS X DAN PT. BPR X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Giro pada Bank Lain Giro Pada Bank Lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Hasil Selisih Index Saldo Hasil Prosedur Selisih
Konfirmasi Audit KKP Buku Konfirmasi Alternatif Audit
Giro Giro
1 Bank Muamalat (Pusat) 4,852              k 4,852         Dijawab 29/1/11 -           1 BCA AC.1583401117 230,424              k,  β 230,424                -                  Dijawab 22/2/10 -           
Bank Muamalat (Cabang) 16,534             k -           N/A -           2 Danamon AC.50531003 167,497              k,  β 167,497                -                  Dijawab 20/1/10 -           
3 BII AC.2006045808 50,628                k,  β 50,628                  -                  Dijawab 20/1/10 -           
4 Danamon Flexi 81909608 2,549,414           k,  β 2,549,414             -                  Dijawab 20/1/10 -           
Jumlah 21,386             4,852        -           5 Mandiri AC.6800862 132,141              k,  β 132,141                -                  Dijawab 15/1/10 -           
6 BTN AC.1300010943 14,419                k,  β 14,419                  -                  Dijawab 19/1/10 -           
Penjelasan: 7 BRI AC.1327309 58,614                 β 41,015                  Dijawab 22/1/10
k : diperiksa ke rekening 8 Bumiputera AC.000006388-1 2,736,752           k,  β 2,735,740             Dijawab 12/1/10
   koran 9 BTPN AC.0029.3.000042 290,160              β 290,160                -                  Dijawab 20/1/10 -           
 : konfirmasi dilakukan
(lihat lampiran jawaban Jumlah 6,230,049      6,211,438      -              
konfirmasi)
N/A : Tidak Dijawab Penjelasan:
k : diperiksa ke rekening 
   koran
 : konfirmasi dilakukan
(lihat lampiran jawaban
konfirmasi)
NA : Tidak Dijawab
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Dalam Ribuan Rupiah
No. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
No. Perkiraan Saldo Buku
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Lampiran C WBS - Penempatan Pada Bank Lain PT. BPRS X DAN PT. BPR X 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Penempatan Pada Bank Lain Penempatan Pada Bank Lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
 
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Tabungan
1 Giro Pada Bank Lain 1 BII 56,937           β -             -             -             -             56,937           60,417           
Bank Muamalat 21,386      β -           -           -           21,386      -               2 Niaga 2,012,899      β -             -             -             -             2,012,899      97,151           
Penyisihan Kerugian (107)          (107)          -               3 Optima Permata 1,285,338      β -             -             -             -             1,285,338      45,010           
Jumlah 21,279      21,279      4 Mutiara 50,216           β -             -             -             -             50,216           10,965           
5 Mega 1,970,678      β -             -             -             -             1,970,678      1,491,375      
2 Tabungan C-1 6 BTPN -                   β -             -             -             -             -                    16,935           
Bank Permata Syariah 323,060    β -           -           -           -           323,060    7 BRI 46,099           β -             -             -             -             46,099           74,337           
Penyisihan Kerugian (1,615)       (1,615)       8 BPD Sul-Sel 214,907         β -             -             -             -             214,907         68,273           
Jumlah 321,445    -           -           -           -           321,445    9 Permata Syariah 85,501           β -             -             -             -             85,501           1,018,232      
10  Commonwealth 200,446         β -             -             -             -             200,446         100,584         
Jumlah 342,724    -           -           -           21,279      342,724    11  Permata Syariah Optima 126,973         β -             -             -             -             126,973         -                    
Ke WBS-1 12 BNI 4,654,166      β -             -             -             -             4,654,166      -                    
13 Bank Kesejahteraan 50,000           β -             -             -             -             50,000           -                    
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar 1 Bank Niaga 2,500,000      β -             -             -             -             2,500,000      2,500,000      
μ : Giro pada bank lain secara keseluruhan digolongkan lancar 2 BTPN 3,400,000      β -             -             -             -             3,400,000      -                    
dan disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5% 3 Bank Permata Syariah 1,000,000      β -             -             -             -             1,000,000      -               
4 Bank Mega Syariah 2,500,000      β -             -             -             -             2,500,000      100,000         
catatan : 5 Bank Kesejahteraan 1,000,000      β -             -             -             -             1,000,000      -                    
Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi auditor, kolektibilitas atas seluruh Giro Pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2010 Jumlah 21,154,160    -             -             -             -             21,154,160     5,583,279      
digolongkan lancar. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (105,771)        μ -             -             -             -             (105,771)        (27,916)          
Auditor berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian 
akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Jumlah 21,048,389    -             -             -             -             21,048,389     5,555,363      
Kesimpulan: Ke WBS-1
Giro pada bank lain telah disajikan secara wajar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
μ : Penempatan pada bank lain secara keseluruhan digolongkan lancar
dan disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5%
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh:  : saldo audit tahun lalu
JMS RT catatan :
Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi auditor, kolektibilitas atas seluruh Penempatan Pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2007 
Tanggal: Tanggal: digolongkan lancar. 
Auditor berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian 
akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Kesimpulan:
Penempatan Pada Bank Lain telah disajikan dengan wajar
Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
27/03/2010 27/03/2010
26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
Deposito
- 9 - 
 
 
Lampiran C 1 WBS - Penempatan Pada Bank Lain PT. BPRS X 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Penempatan pada Bank Lain Penempatan Pada Bank Lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Hasil Selisih Index Saldo Hasil Prosedur Selisih
Konfirmasi Audit KKP Buku Konfirmasi Alternatif Audit
Tabungan
Tabungan 1 BII 56,937          k,  β 55,185           Pihak manajemen telah melakukan Dijawab 20/1/10
1 Bank Permata Syariah 323,060           k 323,060     Dijawab 27/1/11 -           rekonsiliasi sehingga saldo konfirmasi
tidak digunakan
Jumlah 323,060           323,060    -           2 Niaga 2,012,899       β 2,012,899       Dijawab 24/2/10
3 Optima Permata 1,285,338      k,  β 1,284,737       Dijawab 20/1/10
Penjelasan: 4 Mutiara 50,216          β 50,221           Pihak manajemen telah melakukan Dijawab 13/1/10
k : diperiksa ke rekening rekonsiliasi sehingga saldo konfirmasi
   koran tidak digunakan
 : konfirmasi dilakukan 5 Mega 1,970,678      β 1,970,678       Dijawab 25/1/10
(lihat lampiran jawaban 6 BTPN -                   -                
konfirmasi) 7 BRI 46,099          k,  β 46,099           Dijawab 26/1/10
N/A : Tidak Dijawab 8 BPD Sul-Sel 214,907        β 214,907          Dijawab 12/1/10
9 Permata Syariah 85,501          k,  β 85,501           Dijawab 14/1/10
10  Commonwealth 200,446        k,  β 200,446          Dijawab 12/1/10
11  Permata Syariah Optima 126,973        k,  β 126,973          Dijawab 14/1/10
12 BNI 4,654,166      k,  β 4,654,166       Dijawab 18/1/10
13 Bank Kesejahteraan 50,000           β 50,000           Dijawab 13/1/10
Deposito
1 Bank Niaga 2,500,000      k,  β 2,500,000       Dijawab 24/2/10
2 BTPN 3,400,000      k,  β Tidak ada dalam konfirmasi
3 Bank Permata Syariah 1,000,000      k,  β 1,000,000       Dijawab 14/1/10
4 Bank Mega Syariah 2,500,000      k,  β -                                                     Tidak Dijawab
5 Bank Kesejahteraan 1,000,000      k,  β 1,000,000       Dijawab 13/1/10 -        
Jumlah 21,154,160    15,251,812    -                                                  
Penjelasan:
k : diperiksa ke rekening  : konfirmasi dilakukan NA : Tidak Dijawab
   koran (lihat lampiran jawaban β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
konfirmasi)
No. Perkiraan Saldo Buku
Dalam Ribuan Rupiah
No. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
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Lampiran  D WBS - PIUTANG MURABAHAH PT. BPRS X DAN KREDIT YANG DIBERIKAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
PIUTANG MURABAHAH Kredit Yang Diberikan
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Piutang Murabahah 13,748,533   β -        -        -        -        13,748,533     Berdasarkan Kolektibilitas D-1 -              β -       -       -       -       -       -                 
Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (3,038,833)    β -        -        -        -        (3,038,833)     Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (817,803)      (632,357)     
Penyisihan Kerugian (326,926)       β -        -        -        -        (326,926)        Total (817,803)      (632,357)     
Berdasarkan Jenis Kredit D-2 -              β -       -       -       -       -       -                 
Jumlah 10,382,774   -        -        -        -        10,382,774     Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (817,803)      -       -       -       -       -       (632,357)     
Ke WBS-1
Total (817,803)      -       -       -       ### (632,357)     
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
μ : Pinjaman tersebut diberikan ke masyarakat umum yang digolongkan kedalam sektor ekonomi di beberapa bidang Ke WBS-1
Penjelasan:
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
catatan :  : saldo audit tahun lalu
Auditor berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang murabahah adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian 
akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Kesimpulan:
Kesimpulan: Kredit Yang Diberikan telah disajikan dengan wajar
Piutang Murabahah telah disajikan dengan wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
yang digolongkan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga disisihkan cadangan kerugian sebesar 0,5% , 10 % , 
50% , & 100% .
NO. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
27/03/2010 27/03/2010
Reklasifikasi audit
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian auditReklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran D 1 WBS - PIUTANG MURABAHAH PT. BPRS X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
PIUTANG MURABAHAH Kredit Yang Diberikan
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Dalam Ribuan Rupiah
Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Berdasarkan Kolektibilitas
Sektor Ekonomi Lancar 144,533,773   β -        -        -        -        144,533,773  106,920,216     
Pertanian, Kehutanan & Sarana Pertanian 20,067           -                    -                    -                    20,067           β Kurang Lancar 9,687             β -        -        -        -        9,687            137,205            
Industri Pengolahan 3,025             -                    -                    -                    3,025             β Diragukan 39,368           β -        -        -        -        39,368          68,873             
Konstruksi 1,022,212       -                    -                    63,156           1,085,368       β Macet 75,450           β -        -        -        -        75,450          49,599             
Perdagangan, Restoran, & Hotel 54,510,963     334,811         116,761         615,265         55,577,800     β
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 198,733         -                    -                    -                    198,733         β Jumlah 144,658,278   -        -        -        -        251,834,171  107,175,893     
Jasa-jasa dunia usaha 6,956,055       6,580             335,854         6,800             7,305,289       β
Jasa-jasa sosial / masyarakat 302,419         -                    -                    -                    302,419         β Ke D
Lain-lain 3,938,008       18,500           7,048             262,605         4,226,161       β
Keterangan:
Jumlah Piutang 66,951,482  359,891      459,663      947,826      68,718,862  β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Pendapatan Margin Murabahah Yang  : saldo audit tahun lalu
Ditangguhkan (30,847,089)    (116,227)        (136,500)        (345,883)        (31,445,699)    β
Jumlah Penyisihan Kerugian (180,522)        -                    -                    -                    (180,522)        β & Б
Bersih 35,923,871  243,664      323,163      601,943      37,092,641  
Ke  D
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Б  : Perhitungan Penyisihan Kerugian Berdasarkan PBI 82407
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
Diragukan               
( Kol 3 )
Macet                
( Kol 4 )
TotalNO. Perkiraan
lancar              
( Kol 1 )
Kurang                        
lancar                             
( Kol 2 )
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Lampiran  E WBS - ASET TETAP PT. BPRS X DAN PT. BPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Aset tetap Aset tetap
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Harga Perolehan Harga Perolehan
1 Tanah & Bangunan E-1 100,000      β -          -          -          -          100,000      1 Inventaris E-1 1,287,298     β -          -          -          -          1,287,298     540,897      
2 Inventaris Kantor E-2,  CJE-5,  AJE-6 833,076      β 465          -          -          12,320     821,221      2 Kendaraan E-2 172,115        β -          -          -          -          172,115        172,115      
Sub-total (a) 933,076      465          -          -          12,320     921,221      Sub-total (a) 1,459,413     -          -          -          -          1,459,413     713,012      
Akumulasi Depresiai Akumulasi Depresiai
1 Tanah & Bangunan E-1,  AJE-4,5 35,277        β 15,277     -          -          -          20,000        1 Inventaris E-1 470,112        β 3,581       -          -          473,693        325,885      
2 Inventaris Kantor E-2 AJE-1,2,8,9 507,137      β 31,853     41,296     -          -          516,580      2 Kendaraan E-2 77,226          β -          -          -          77,226          50,424        
Sub-total (b) 542,414      47,130     41,296     -          -          536,580      Sub-total (b) 547,338        -          3,581       -          -          550,919        376,309      
Jumlah 390,662      47,595     41,296     -          12,320     384,641      Jumlah 912,075        -          3,581       -          -          908,494        336,703      
Ke WBS-1 Ke WBS-1
Penjelasan:
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan: Kesimpulan:
Aset tetap disajikan secara wajar. Aktiva tetap disajikan secara wajar.
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
NO. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
27/03/2010 27/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran E 1 WBS - ASET TETAP PT. BPRS X dan BPR X 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Aset tetap-Tanah & Bangunan Aset tetap Inventaris
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
1 Harga perolehan 1 Harga perolehan
a. Saldo awal Tanah 50,000          a. Saldo awal 540,897        
a. Saldo awal Bangunan 50,000         Penambahan:
Penambahan: 746,401        
b. Penambahan -              Pengurangan :
Jumlah 100,000       Ke  E -               
2 Akumulasi d epresiasi Bangunan Jumlah 1,287,298     
Saldo awal 31,944         
Penambahan: 2 Akumulasi d epresiasi 
Depresiasi 3,333            Saldo awal 325,885        
Koreksi (14,444)        Penambahan:
Pengurangan : Depresiasi 144,228        
Depresiasi (833)             Koreksi 3,581           
20,000         Ke  E Pengurangan :
Nilai buku bersih per audit 80,000         -               
Nilai buku bersih per buku 64,723         473,693        
Selisih 15,277         (AJE-4,5) Nilai buku bersih per audit 813,604        
Nilai buku bersih per buku 817,185        
Temuan: Selisih (3,581)          (AJE 1 & 2)
Temuan:
Staf akuntansi melakukan kesalahan dalam menghitung beban depresiasi 
Penjelasan: tahun berjalan sehingga auditor akan melakukan jurnal penyesuaian
n (lihat AJE-1 & 2).
 : saldo tahun lalu Penjelasan:
 saldo audit tahun lalu
Dalam Ribuan Rupiah
No. Perkiraan Jumlah
: diperiksa ke kwitansi pembelian   Kendaraan dan bukti kas keluar  dan dilakukan 
pemeriksaan fisik
Staf akuntansi melakukan kesalahan dalam menghitung beban depresiasi  tahun berjalan sehingga 
auditor akan melakukan jurnal penyesuaian (lihat AJE-4,5).
No. Perkiraan Jumlah
Dalam Ribuan Rupiah
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Lampiran E 2 WBS - ASET TETAP PT. BPRS X 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Aset tetap-Inventaris Kantor Aset tetap Kendaraan
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Penjelasan: Penjelasan:
1 Harga perolehan n : diperiksa ke kwitansi pembelian 1 Harga perolehan  saldo audit tahun lalu
a. Saldo awal Kendaraan 321,138          Peralatan Elektronik dan bukti kas keluar a. Saldo awal 172,115 
a. Saldo awal Peralatan Elektronik 197,580          dan dilakukan pemeriksaan fisik Penambahan:
a. Saldo awal Inventaris 180,945         : saldo tahun lalu -        
a. Saldo awal Peralatan Kantor Logam 54,332           : telah dilakukan prosedur rekalkulasi Pengurangan :
a. Saldo awal Peralatan Kantor Bukan Logam 23,206          -        
Penambahan: Jumlah 172,115 
b. Pembelian Sepeda Motor Honda Kantor Cabang Palopo 14,500         n
Pembelian Peralatan Elektronik Kantor Pusat 18,615         n 2 Akumulasi d epresiasi 
Pembelian Peralatan Elektronik Cabang Palopo 625              n Saldo awal 50,424   
Pembelian Peralatan Kantor Logam Kantor Pusat 18,299         n Penambahan:
Pembelian Peralatan Kantor Logam Kantor Cabang Palopo 4,300           n Depresiasi 26,802   
Pengurangan Pengurangan :
a. Kendaraan (12,320)        -        
Jumlah 821,221       Ke  E 77,226   
Nilai buku bersih per audit 94,889   
2 Akumulasi d epresiasi Nilai buku bersih per buku 94,889   
Saldo awal 507,137        Selisih -        
Penambahan:
Koreksi 41,296         
Pengurangan :
Koreksi (31,853)        
516,580       Ke  E
Nilai buku bersih per audit 304,641       
Nilai buku bersih per buku 325,939       
Selisih (21,298)        (AJE-1,2,8,9,  CJE-5)
Temuan:
Staf akuntansi melakukan kesalahan dalam menghitung beban depresiasi 
tahun berjalan sehingga auditor akan melakukan jurnal penyesuaian
(lihat AJE-1,2,8,9, CJE-5).
No. Perkiraan Jumlah
Dalam Ribuan Rupiah Dalam Ribuan Rupiah
No. Perkiraan Jumlah
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Lampiran  F WBS - RUPA-RUPA ASET PT. BPRS X DAN ASET LAIN-LAIN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Rupa-Rupa Aset Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Rupa-Rupa Aset Aset Lain-lain
1 Uang Muka Pajak 111,366        β -             -             -             -             111,366   1 Bunga kredit akan diterima 1,447,856 β -              -              -              -              1,447,856 1,056,371 
2 Biaya Dibayar Di Muka 46,000         β -             -             -             -             46,000     2 Beban ditangguhkan 776,212    β -              -              -              -              776,212   103,960   
3 Beban yang ditangguhkan 56,681         β -             -             -             -             56,681     3 Biaya dibayar dimuka 583,296    β -              -              -              -              583,296   202,661   
4 Premi Asuransi -               β -             4,363      12,320     -             7,957      4 Uang Muka Pajak AJE 5 & 8 1,428,286 β 172,845   1,601,131 -              -              
5 Aktiva Diambil Alih 5,985       β -              -              -              -              5,985       5,985       
5 Lain-lain 20,776         20,776     6 Aktiva Pajak Tangguhan AJE 6 26,950      β 15,021     41,971     26,950     
Jumlah 234,823        -          4,363      12,320     -          242,780   Jumlah 4,268,585 187,866   1,601,131 -          -          2,855,320 1,395,927 
Ke WBS-1 Ke WBS-1
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan:
Kesimpulan: Aktiva Lain-lain telah disajikan dengan wajar
Aset Lain-lain telah disajikan dengan wajar
Temuan:
Terdapat kesalahan dalam menentukan uang muka pajak tahun berjalan sehingga dilakukan koreksi (lihat AJE 6 &8).
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
27/03/2010
NO. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
27/03/2010
Reklasifikasi audit
AJE-3,4,  
CJE-5
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran AA WBS - KEWAJIBAN SEGERA PT. BPRS X dan PT. BPR X 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Kewajiban Segera Kewajiban Segera
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Kewajiban Segera Kewajiban Segera
1 Kewajiban Keoada Pemerintah 5,978      β -          -          -          -          5,978      1 Titipan Pajak Tabungan/Deposito 140,347     β -           -           -          -          140,347   109,902      
2 Hutang PPh 21 58,898      β -           -           -          -          58,898     119,189      
Jumlah 5,978      -          -          -          -          5,978      3 Hutang PPh 21/29 -            β -           -           -          -          -          13,948        
Ke WBS-2 4 Hutang PPH 23 6,545        β -           -           -          -          6,545       9,175         
5 Hutang PPH 25 Desember AJE 5 -            β -           172,845    η -          -          172,845   155,480      
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar 6 Hutang PPh 25/29 AJE 8 -            β -           280,893    Ц -          -          280,893   58,642        
7 DendaPajak -            β -           -           -          -          -          33,473        
Kesimpulan: 8 Titipan Jamsostek 1,807        β -           -           -          -          1,807       1,248         
Kewajiban Segera disajikan dengan wajar 9 Titipan Asuransi 6,327        β -           -           -          -          6,327       1,735         
10 Titipan Notaris 9,063        β -           -           -          -          9,063       -                
11 Titipan Lainnya 3,008        β -           -           -          -          3,008       -                
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Jumlah 225,995     -           453,738    -          -          679,733   502,792      
JMS RT Ke WBS-2
Penjelasan:
Tanggal: Tanggal:  : saldo audit tahun lalu
Ц : Hutang PPh 25/29 belum dicatat oleh perusahaan sehingga dilakukan penyesuaian (lihat AJE 8)
η : Hutang PPh 25 Desember  belum dicatat sehingga dilakukan penyesuaian (lihat AJE 5)
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Kesimpulan:
Kewajiban Segera disajikan dengan wajar
Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
NO. Perkiraan
Reklasifikasi audit
27/03/2010 27/03/2010
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Lampiran BB : WBS - TABUNGAN WADIAH PT. BPRS X dan SIMPANAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Rupa-Rupa Aset Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Rupa-Rupa Aset Aset Lain-lain
1 Uang Muka Pajak 111,366        β -             -             -             -             111,366   1 Bunga kredit akan diterima 1,447,856 β -              -              -              -              1,447,856 1,056,371 
2 Biaya Dibayar Di Muka 46,000         β -             -             -             -             46,000     2 Beban ditangguhkan 776,212    β -              -              -              -              776,212   103,960   
3 Beban yang ditangguhkan 56,681         β -             -             -             -             56,681     3 Biaya dibayar dimuka 583,296    β -              -              -              -              583,296   202,661   
4 Premi Asuransi -               β -             4,363      12,320     -             7,957      4 Uang Muka Pajak AJE 5 & 8 1,428,286 β 172,845   1,601,131 -              -              
5 Aktiva Diambil Alih 5,985       β -              -              -              -              5,985       5,985       
5 Lain-lain 20,776         20,776     6 Aktiva Pajak Tangguhan AJE 6 26,950      β 15,021     41,971     26,950     
Jumlah 234,823        -          4,363      12,320     -          242,780   Jumlah 4,268,585 187,866   1,601,131 -          -          2,855,320 1,395,927 
Ke WBS-1 Ke WBS-1
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan:
Kesimpulan: Aktiva Lain-lain telah disajikan dengan wajar
Aset Lain-lain telah disajikan dengan wajar
Temuan:
Terdapat kesalahan dalam menentukan uang muka pajak tahun berjalan sehingga dilakukan koreksi (lihat AJE 6 &8).
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
27/03/2010
NO. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
27/03/2010
Reklasifikasi audit
AJE-3,4,  
CJE-5
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran CC : WBS - PEMBIAYAAN/PINJAMAN YANG DITERIMA PT. BPRS X DAN PINJAMAN DITERIMA PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima Pinjaman Diterima
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Audit
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima Pinjaman Diterima
Pinjaman Yang Diterima 83,488        β -                -                -                -                83,488        Bank
1 Bank BII 12,769,638 β -           -           -           -           12,769,638 21,184,143    
Jumlah 83,488        -             -             -             -             83,488        2 Bank Danamon 9,244,836   β -           -           -           -           9,244,836   11,494,403    
Ke WBS-2 3 Bank BCA 388,889      β -           -           -           -           388,889      722,222        
4 Bank Niaga 22,791,674 β -           -           -           -           22,791,674 15,544,660    
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar 5 Bank BNI 8,000,000   β -           -           -           -           8,000,000   -                   
Non Bank
Kesimpulan: 6 PT PNM 1,833,333   β -           -           -           -           1,833,333   -                   
Kewajiban Kepada Bank Lain disajikan dengan wajar
Jumlah 55,028,370 -           -           -           -           55,028,370 48,945,428    
Ke WBS-2
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan:
Pinjaman diterima telah disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
27/03/2010
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
Dalam Ribuan Rupiah
Dalam Ribuan Rupiah
27/03/2010
Penyesuaian audit
NO. Perkiraan
Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
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Lampiran DD : WBS - RUPA-RUPA PASSIVA PT. BPRS X DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Rupa-Rupa Passiva Kewajiban Lain-Lain
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Rupa-Rupa Passiva Kewajiban Lain-Lain
Lain-lain 138,412   β -             -             -              -              138,412      1 Bunga yang harus dibayar 766,923   β -             -           -           -           766,923   261,332       
2 Kewajiban Taksiran Pajak Penghasilan AJE 7 1,979,392 β 1,979,392   -           -           -           -          -              
Jumlah 138,412   -         -         -          -          138,412      
Ke WBS-2 Jumlah 2,746,315 1,979,392   -           -           -           766,923   261,332       
Ke WBS-2
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Kesimpulan:  : saldo audit tahun lalu
Kewajiban Kepada Bank Lain disajikan dengan wajar
Kesimpulan:
Kewajiban lain-lain telah disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
27/03/2010 27/03/2010
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Lampiran EE : WBS - INVESTASI TIDAK TERIKAT PT. BPRS X 
 
 
PT. BPR SYARIAH X
Investasi tidak Terikat
PT. BPR SYARIAH X
Index Saldo Saldo
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit
Investasi Tidak Terikat
1 Tabungan Mudharabah DD-I 1,373,949   β -             -             -             -             1,373,949   
2 Deposito Mudharabah DD-2 3,775,000   β -             -             -             -             3,775,000   
Jumlah 5,148,949   -             -             -             -             5,148,949   
Ke WBS-2
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Kesimpulan:
Investasi Tidak Terikat disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh:
JMS RT
Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
NO. Perkiraan
27/03/2010 27/03/2010
Reklasifikasi audit
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Lampiran FF : WBS - MODAL SAHAM PT. BPRS X DAN MODAL DISETOR PT. BPR X DAN MODAL SAHAM PT. BPR X 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Modal saham Modal Disetor
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Nilai Jumlah Index Saldo Saldo Saldo Audit
Nominal Lembar KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
Pemegang saham Modal Disetor
1 Hj MA 1,000,000         2,250  2,250,000,000  A 1 Modal Dasar FF-1 20,000,000    β 20,000,000   20,000,000   
2 H.M.AM 1,000,000         50      50,000,000       A 2 Modal yang belum disetor FF-1 (14,500,000)   β (14,500,000)  (15,000,000)  
Jumlah -                   2,300  2,300,000,000  Modal yang telah disetor 5,500,000     -                   -             -             -             5,500,000    5,000,000    
Ke  WBS-2 Ke WBS-2
A   : Telah Diperiksa ke akte β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
perubahan tahun 2010  : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan: Kesimpulan:
Modal saham disajikan dengan wajar Modal disetor telah disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
26/03/2010
PT. BPR X
Modal saham
Per 31 Desember 2009
Nilai Jumlah 
Nominal Lembar
Pemegang saham
1 Tn Harianto 1,000            4,125,000,000   A
2 Tn Ir. Yonggris 1,000            1,375,000,000   A
Jumlah -               5,500,000,000   
Ke  F
A   : Telah Diperiksa ke hasil 
RUPS tanggal 20 Mei 2009
Dalam Rupiah Penuh
NO. Perkiraan Jumlah
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010
Dalam Rupiah Penuh
27/03/2010
NO. Perkiraan Jumlah
27/03/2010
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Lampiran GG : WBS - CADANGAN UMUM PT. BPRS X DAN CADANGAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Cadangan Umum Cadangan 
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit
1 Cadangan Umum 925,635      β -           -           -           -           925,635      1 Cadangan Umum 1,274,220   β -          -          -          -          1,274,220   
Jumlah 925,635      -           -           -           -           925,635      Jumlah 1,274,220   -          -          -          -          1,274,220   
Ke WBS-2 Ke WBS-2
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Papsi 2003 menyatakan :
Kesimpulan:
Cadangan disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
Penyesuaian audit
NO. Perkiraan
27/03/2010 27/03/2010
Reklasifikasi audit
Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan 
mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
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Lampiran HH : WBS - LABA DITAHAN PT. BPRS X DAN LABA DITAHAN PT. BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. BPR SYARIAH X PT. BPR X
Laba Ditahan Laba Ditahan
PT. BPR SYARIAH X Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tahun Lalu
1 Laba Ditahan AJE-1,2,3,6,7,9 1,001,453   β 1,283         46,763       -             -             1,046,933   1 Laba Ditahan 3,490,495   β -        -        -        -        3,490,495      49,747         
Jumlah 1,001,453   1,283         46,763       -             -             1,046,933   Jumlah 3,490,495   -        -        -        -        3,490,495      49,747         
Ke WBS-2 Ke WBS-2
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan: Kesimpulan:
Laba Ditahan disajikan dengan wajar Laba ditahan disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
27/03/2010 27/03/2010
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Lampiran 10 : WPL - Pendapatan Operasi Utama & Operasi Utama Lainnya PT. BPRS X dan Pendapatan Operasi Utama BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT BPR SYARIAH X PT. BPR X
Pendapatan Operasi Utama Pendapatan Operasi Utama
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Dalam Ribuan Rupiah
Index Saldo Saldo Index Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
Pendapatan Operasi Utama Pendapatan Operasi Utama
1 Margin Murabahah 2,883,651     β -        -        -           -           2,883,651 1 Pendapatan Bunga 10-1 -        β -        -        5,639     5,639     -        -        
2 Bonus Dari Bank Lain 10-1 (1) 80,577         β -        -        80,577      -           -           
Jumlah -        -        -        5,639     5,639     -        -        
Jumlah 2,964,228     -        -        80,577      -           2,883,651 Ke WP L
Ke WP L
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar  : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan:
Pendapatan Operasi Utama disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
27/03/2010 27/03/2010 26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
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Lampiran 20 : WBS - Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil PT. BPRS X 
 
 
PT BPR SYARIAH X
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil
Per 31 Desember 2010
Index Saldo Saldo Saldo Thn Lalu
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tdk Diaudit
Pihak Ketiga Bukan Bank
1 Tabungan Mudharabah 21,706      β -                -                -                  -                  21,706         20,197             
2 Deposito Mudharabah 213,076    β -                -                -                  -                  213,076        116,895           
3 Beban Bonus Titipan Wadiah CJE-1 -               β 9,318           9,318           15,142             
Jumlah 234,782    -                -                9,318           -                  244,100        152,234           
Ke WP L
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo tahun lalu tdk diaudit
Kesimpulan:
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil telah disajikan dengan wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh:
JMS RT
Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
Reklasifikasi Audit
27/03/2010 27/03/2010
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit
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Lampiran 30 : WPL - Pendapatan Operasional Lainnya PT. BPRS X dan BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT BPR SYARIAH X PT BPR X
Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Saldo Thn Lalu Index Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tdk Diaudit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
Pendapatan Operasional Lainnya Pendapatan Operasional Lainnya
1 Pendapatan Administrasi 255,820  β -         -         -         -         255,820      167,598            1 Adm.Tabungan 1,129     β -        -        -        -        1,129     1,299     
2 Lainnya 30-1. 110,566  β -         -         -         -         110,566      101,118            2 Denda-denda 48,656   β -        -        -        -        48,656   38,761   
3 Fee Deposito -        β -        6,250     
Jumlah 366,386  -         -         -         -         366,386      268,716           4 Adm.Bank 1,959     β 1,959     277        
Ke WP L 5 Pinalti Deposito -        β -        -        -        -        -        71         
Jumlah 51,744   -        -        -        -        51,744   46,658   
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar Ke WP L
 : saldo tahun lalu tdk diaudit
Kesimpulan: β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Pendapatan Operasional Lainnya disajikan secara wajar  : saldo audit tahun lalu
Kesimpulan:
Pendapatan Operasional Lainnya disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/201027/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit
27/03/2010
Reklasifikasi audit
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Lampiran 40 : WPL - BEBAN OPERASIONAL PT. BPRS X dan BPR X 
 
PT BPR SYARIAH X PT. BPR X
Beban Operasional Beban Operasional 
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Saldo Thn Lalu Index Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tdk Diaudit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
Beban Operasional Beban Operasional 
1 Bonus CJE-1 9,318         β -          -          -          9,318      -           -                   1 Beban Bunga 40-1 -       β -         -         -         -         -         9,025,042   
2 Premi 40-1 16,516       β -          -          -          -          16,516      8,928               
3 Tenaga Kerja 40-2 1,005,495   β -          -          -          -          1,005,495 895,227            Jumlah -       -         -         -         -         -         9,025,042   
4 Pendidikan & Pelatihan 25,583       β -          -          -          -          25,583      19,177                 Ke WP L
5 Sewa 40-3 61,500       β -          -          -          -          61,500      53,467             
6 Promosi 4,425         β -          -          -          -          4,425       2,375                  : Saldo Audit Tahun Lalu
7 Pajak Selain PPh 40-4 6,506         β -          -          -          -          6,506       6,696                β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
8 Pemeliharaan/Perbaikan 40-5 12,039       β -          -          -          -          12,039      15,857              Kesimpulan:
9 Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi 40-6 389,762     β 44,376    833         -          -          433,304    298,785            Beban Operasional disajikan secara wajar
10 Barang & Jasa 40-7 204,399     β -          -          100,407   -          304,806    168,011           
11 Lainnya 40-8 100,407     -          -          -          100,407   -           -                   Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS Odha RT
Jumlah 1,835,950   44,376    833         100,407   109,725   1,870,175 1,468,522        Tanggal: Tanggal: Tanggal:
   Ke WP L
 : saldo tahun lalu tdk diaudit PT. BPR X
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar Beban Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2009
Dalam Ribuan Rupiah
Index Saldo Saldo Audit
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
James RT
Beban Operasional Lainnya
1 Tenaga Kerja 50-1 -       β -         -         -         -         -         -                
Tanggal: Tanggal: 2 Sewa 50-2 -       β -         -         -         -         -         -                
3 Pajak-pajak Non PPh 50-3 -       β -         -         -         -         -         -                
4 Pemeliharaan 50-4 -       β -         -         -         -         -         -                
5 Penyusutan/Penyisihan 50-5 -       β -         -         -         -         -         -                
6 Barang dan Jasa 50-6 -       β -         -         -         -         -         -                
7 Operasional Lainnya 50-7 -       β -         -         -         -         -         -                
Jumlah -       -         -         -         -         -         -                
   Ke WP L
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
  : Saldo Audit Tahun Lalu
Kesimpulan:
Beban Operasional Lainnya disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
26/03/2010
NO. Perkiraan
Penyesuaian Audit Reklasifikasi Audit
26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian Audit Reklasifikasi Audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
NO. Perkiraan
Dalam Ribuan Rupiah
Reklasifikasi Audit
27/03/2010
Penyesuaian Audit
27/03/2010
- 28 - 
 
 
Lampiran 50 : WPL - PENDAPATAN NON OPERASIONAL PT. BPRS X dan BPR X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT BPR SYARIAH X PT. BPR X
Pendapatan Non Operasional Pendapatan Non Operasional
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Dalam Ribuan Rupiah
Index Saldo Saldo Saldo Thn Lalu Index Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tdk Diaudit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
Pendapatan Non Operasional Pendapatan Non Operasional 
1 Pendapatan Fee Jasa Penagihan -            β -        -        -          -          -         7,222                1 Komisi 71,292    β -         -         -          -          71,292    75,327    
2 Pendapatan Bagi Hasil Antar Kantor 31,994   β -        -        -          -          31,994    40,283              2 Lain-Lain 219         β -         -         -          -          219         1,400     
3 Lainnya 2,344     β -        -        -          -          2,344      13,847             
Jumlah 71,511    -         -         -          -          71,511    76,727    
Jumlah 34,338   -        -        -          -          34,338    61,351             Ke WP L
Ke WP L
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
  : Saldo Audit Tahun Lalu
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
 : saldo tahun lalu tdk diaudit Kesimpulan:
Pendapatan Non Operasional disajikan secara wajar
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
26/03/2010
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit
27/03/2010 27/03/2010
Reklasifikasi audit
- 29 - 
 
 
Lampiran 60 : WPL - BEBAN NON OPERASIONAL PT. BPRS X dan BPR X 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
PT BPR SYARIAH X PT. BPR X
Beban Non Operasional Beban Non Operasional
Per 31 Desember 2010 Per 31 Desember 2009
Index Saldo Saldo Saldo Thn Lalu Index Saldo Saldo Audit
KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Tdk Diaudit KKP Buku Dr Kr Dr Kr Audit Sebelumnya
Beban Non Operasional Beban Non Operasional
1 Kerugian Penjualan/Penghapusan ATI 263        β -        -        -         -         263          -                     1 Sanksi/Denda Pajak 5,271     β -        -        -           -           5,271       33,483       
2 Beban Asbisindo & Perbarindo 4,150     β -        -        -         -         4,150       3,600              2 Serba-Serbi 57,142    β -        -        -           -           57,142      28,372       
3 Beban Rekreasi & Sarana Olahraga 6,657     β -        -        -         -         6,657       7,392              3 Media Cetak 4,693     β -        -        -           -           4,693       3,986         
4 Beban Denda & Sanksi -            β -        -        -         -         -           450                 4 Sumbangan 500        β -        -        -           -           500          -            
5 Beban Perizinan 1,000     β -        -        -         -         1,000       1,228              5 Dokumentasi 200        β -        -        -           -           200          -            
6 Beban Sumbangan 1,650     β -        -        -         -         1,650       2,000              6 Lain-lain -         β -        -        -           -           -           31             
7 Beban Kebutuhan Dapur 3,090     β -        -        -         -         3,090       2,130             
8 Beban Pembulatan Desimal 1           β -        -        -         -         1              -                     Jumlah 67,806    -        -        -           -           67,806      65,872       
9 Beban Bagi Hasil Antar Kantor 31,994   β -        -        -         -         31,994      40,283            Ke WP L
10 Beban Non Operasional Lain-lain 8,393     β -        -        -         -         8,393       36,213           
11 Beban Bunga Pada Lembaga Keuangan Non Bank 13,701   β -        -        -         -         13,701      5,722             
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar
Jumlah 70,900   -        -        -         -         70,900      99,018             : Saldo Audit Tahun Lalu
Ke WP L
Kesimpulan:
β : Telah Diperiksa Ke Buku Besar Beban Non Operasional disajikan secara wajar
 : saldo tahun lalu tdk diaudit
Dikerjakan oleh: Disetujui oleh: Dikerjakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
JMS RT JMS Odha RT
Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit Reklasifikasi audit
26/03/2010 26/03/2010 26/03/2010
Dalam Ribuan Rupiah
NO. Perkiraan
Penyesuaian audit
27/03/2010 27/03/2010
Reklasifikasi audit
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Lampiran 3 Surat Pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah BPRS X 
 
SURAT PERNYATAAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama   : Prof. DR. Arfin Hamid, SH, MH 
Pekerjaan  : Dewan Pengawas Syariah BPRS X 
Alamat Rumah : Kompleks Dosen UNHAS Blok. AB/4 A  
   Tamalanrea, Makassar 
 
Menyatakan bahwa system operasional PT. BPRS X telah memenuhi 
kebutuhan standar yang sesuai dengan prinsip operasional syariah. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa 
paksaan dari pihak manapun, juga untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
Makassar, 27 April 2011 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
Prof. DR. Arfin Hamid, SH, MH 
Dewan Pengawas Syariah 
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